
PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERIYOGYAKARTA

NOMOR: 02 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa agar ada acuan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi disetiap
unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta yang sesuai dengan
azas transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Sistem
Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang
Pengangkatan RektorUniversitas NegeriYogyakarta.
Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan
Tata KerjaUniversitas Negeri Yogyakarta;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN SISTEM
AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

Pasal 1

Sistem Pengelolaan Keuangan satuan kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta wajib
memperhatikan Pedoman Sistem Akutansi Badan Layanan Umum yang diatur dalam
peraturan ini.

Pasal2

(1) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman
Peraturan ini.

(2) Ketentuan mengenai Pedoman Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas
Negeri Yogyakarta yang naskah lengkapnya tercantum dalam Lampiran Peraturan
Rektor yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPeraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 5Maret2013

REKTOR

^SITAS NEGERI YOGYAKARTA
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CK%^Wo^p.lO 198403 1002



LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

BAB I

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

1. LatarBelakang
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU adalah melalui penyampaian laporan
pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya, berupa laporan keuangan yang
memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi
keuangan yang berlaku. Selain itu, mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 68 dan 69 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) khususnya pasal 25, 26, dan 27
tentang Akuntabilitas, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU diperbaharui
dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan
Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dipandang
perlu dikembangkan sistem dan kebijakan akuntansi yang tepat dan sesuai dengan
karakteristik Perguruan Tinggi dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PTPK-BLU).

Pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan ini memuat pokok-pokok kebijakan
dan prosedur akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan BLU UNY. Pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU UNY inidisusun
dengan mempertimbangkan:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum khususnya pasal 25, 26, dan 27 tentang
Akuntabilitas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU;

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK/.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi danPelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

c. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yangditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia;
d. Prinsip dan praktek akuntansi yang lazim diterapkan dalam pelaporan keuangan

entitas pendidikan.

2. Tujuan
Pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU UNY disusun dengan tujuan

sebagai berikut:
a. Sebagai pilihan prinsip dan metode akuntansi yang dipandang paling tepat untuk

diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkungan BLU UNY dengan berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan
peraturan perundang-undangan yangberlaku.

b. Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas transaksi dan peristiwa
ekonomi yang terjadi di lingkungan BLU UNY dan pelaporan keuangannya.

3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan dasar hukum dalam
penyusunan Pedoman Akuntansi Keuangan BLU UNY adalah sebagai berikut:



a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 No. 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004No. 4400);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), jo PP 74 Tahun 2012;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Berbasis Akrual);

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

g. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian
Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian
Negara/ Lembaga;

h. Draft Final Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi dengan
PK-BLU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. G AMBARAN UMUM

1. Tujuan Pelaporan Keuangan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan:
a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas dana pemerintah;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi keburuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporandalam mendanai aktivitasnya.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber
daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan
dari operasi yangberkelanjutan, serta risiko danketidakpastian yang terkait.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan
pengaruh atas transaksi atau kejadian haras diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.
Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas (cash basis ofaccounting) danbasis
akrual (accrual basis ofaccounting).

Dalam akuntansiberbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas
diterima dan atau dikeluarkan, sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi
ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode



laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau
dibayarkan.

Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam
peristiwa pada saat pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pajak (SKPP).
Dalam basis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan, karena
pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut
oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum
menerima kas atas pendapatan pajak tersebut.

Laporan keuangan BLU pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, hal ini
memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa
lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban
pembayaran kas di masa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang
akan diterima di masa yang akan datang.

3. Ciri Dasar Akuntansi

Ciri dasar akuntansi keuangan Universitas Negeri Yogyakarta adalah akuntansi
dana {fund accounting). Akuntansi dana terkait dengan karakteristik operasional
universitas yang menunjukkan adanya penerimaan dan pengeluaran operasional yang
rutin dengan penerimaan dan pengeluaran yang disesuaikan tujuannya.

Dana untuk operasional pengelolaan universitas bersumber dari pemerintah (APBN)
yang didroping secara kontinyu melalui prosedur keuangan negara dan penerimaan
PNBP BLU yang berupa penerimaan pendidikan, hibah, dan Iain-lain. Sedangkan dana
non operasional yang berkaitan dengan donor diseuaikan dengan tujuan pemberi dana
(donatur).

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan PPK-BLUmaka UNY mempunyai ciri akuntansi sebagai berikut:
a. Dalam rangka pengelolaan kas UNY dapat langsung menggunakan pendapatannya

tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara. UNY juga dapat menyimpan dan
mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan
memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.

b. UNY diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang,
jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung
dengan kegiatan universitas.

c. Akuntansi dan Laporan Keuangan UNY diselenggarakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI.

d. Pada saat konsolidasi ke Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian, laporan
keuangan UNY disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.

e. UNY dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan/melalui
persetujuan Menteri Keuangan.

4. Hubungan antar Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan BLU UNY terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
b. Laporan Aktivitas
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut saling terkait karena
mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi- transaksi atau peristiwa lain
yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama
lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal atau
menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus
pemakai. Misalnya, laporan aktivitasmenyediakangambaran yang tidak lengkap tentang
kinerja kecuali kalau digunakan dalam hubungannya dengan neraca dan laporan arus
kas. Berikut penjelasannya:



a. Laporan Aktivitas dengan Laporan Arus Kas.
Pos-pos pendapatan, Biaya, dan pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Aktivitas
adalah merupakan pos-pos yang disajikan dalam Laporan Arus Kas (LAK), ditambah
pos-pos pendapatan dan pengeluaran non kas.

b. Laporan Aktivitas dengan Neraca
Keterkaitan antara Laporan Aktivitas dengan Neraca adalah selisih antara total
pendapatan dengan total pengeluaran yang berupa "Surplus/ Defisit Tahun Berjalan,,/
saldo ini disajikan dalam neraca sebagaiekuitas.

c. Neraca dengan Laporan Arus Kas
Keterkaitan antara Neraca dan Laporan Arus Kas adalah dalam penyajian saldo kas.
Selisih antara saldo awal dan akhir Kas dalam Neraca merupakan
kenaikan/penurunan kas sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Arus Kas.
Dengan kata lain selisih saldo awal dan akhir kas dalam Neraca haras sama dengan
kenaikan/penurunan kas dalam Laporan Arus Kas.

d.Catatan atasLaporanKeuangan dengan Laporan Aktivitas, Neraca, dan Laporan Arus
Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Laporan Aktivitas, Neraca, dan LAK, karena CaLK menjelaskan/ mengungkapkan
lebih rinci atas pos-pos dalam Laporan Aktivitas, Neraca, dan LAK tersebut.

5. Prinsip Akuntansi
a. Prinsip Nilai Historis

1) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai
wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

2) Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.

3) Nilai Perolehan lebih dapat diandalkan daripada perulaian yang lain karena lebih
obyektif dan dapat diverifikasi.

b. Prinsip Realisasi
1) Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah

selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai Biaya yang terjadi
dalam periode tersebut.

2) Prinsip penandingan pendapatan-Biaya tidak mendapat penekanan seperti dalam
akuntansi komersial.

c. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk
Peristiwa haras dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas

ekonomi bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

d. Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi

menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi
sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

e. Prinsip Konsistensi
1) Perlakuan akuntansi yang sama harus ditekankan pada kejadian yang serupa dari

periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).
2) Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat meotde yang baru

diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama
3) Pengarah atas perubahan penerapan metode haras diungkapkan dalam laporan

keuangan.

f. Prinsip Pengungkapan Lengkap
1) Laporan keuangan haras menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna
2) Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau

catatan atas laporan keuangan.



g. Prinsip Penyajian Wajar
Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi

keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur
kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga
aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan
terlalu rendah.

h. Prinsip Pengakuan
Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah

satu definisi elemen laporan keuangan. Berarti pengakuan dilakukan dengan
menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan
mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai
pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva,
kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian haras dapat diakui dan
diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan

i. Prinsip Perulaian/Pengukuran
Basis akrual digunakan dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,

dan biaya. Pendapatan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul
sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Biaya
diakui jika penurunan manfaat ekonomis masa depan yang berkaitan dengan
penurunan aset, atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan
andal.

C. PRINSIP AKUNTANSI

1. Akuntansi Pendapatan dan Keuntungan

a. Definisi

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam
bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang
mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.
Keuntungan adalah kenaikan neto dari manfaat ekonomi yang memenuhi definisi
penghasilan namun bukan pendapatan, yang mungkin timbul atau mungkin tidak
timbul dari dari aktivitas BLU UNY yang biasa. Pendapatan BLU-UNY diklasifikasikan
ke dalam:

1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Merupakan pendapatanyang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang
diserahkan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi pokok BLU UNY yaitu
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
(Tridharma Perguruan Tinggi). Termasuk jenis pendapatan ini antara lain biaya
penyelenggaraan pendidikan (SPP), sumbangan pengembangan institusi (SPI) atau
sumbangan pengembangan manajemen pendidikan (SPMP), uang pratikum, hasil
penjualan formulir pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya wisuda, pendapatan
dari kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
Pendapatandari penyelenggaraan jasa layananmasyarakat lainnya.

2) Pendapatan APBN
Pendapatan APBN adalah pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk Biaya
operasional maupun Biaya investasi. Biaya operasional merupakan Biaya pegawai
danBiaya barang dan jasa. Biaya investasi merupakan Biaya modal.

3) Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang tidak
berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi pokok BLU UNY seperti
pendapatan yangberasal dari hasil kerja sama dengan pihaklain, sewa, jasa lembaga
keuangan, dan Iain-lain.

4) Pendapatan dari Hibah
Pendapatan dari Hibah adalah merupakan pendapatan yang berasal dari pemberian
(hibah) individu atau lembaga.



Di dalam laporan aktivitas, pendapatan diklasifikasikan juga berdasarkan ada
tidaknya pembatasan dalam penggunaannya, yaitu pendapatan tidak terikat,
pendapatan terikat temporer dan pendapatan terikat permanen.

Pendapatan tidak terikat merupakan pendapatan yang penggunaannya tidak
dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber pendapatan. Termasuk ke dalam
kelompok pendapatan ini adalah pendapatan usaha dari jasa layanan, pendapatan hibah
tidak terikat dalam bentuk uang, dan pendapatan lain seperti bunga deposito dan jasa
keuangan.

Pendapatan Terikat Temporer merupakan pendapatan yang penggunaannya
dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber pendapatan sampai dengan
terpenuhinya kondisi tertentu atau sampai dengan periode tertentu. Termasuk kedalam
kelompok pendapatan ini antara lain pendapatan APBN, pendapatan hibah uang yang
penggunaannya telah ditentukan oleh pemberi sumber pendapatan, dan pendapatan
hibah barang atau jasa.

Pendapatan Terikat Permanen merupakan pendapatan yang penggunaannya
dibatasi untuk tujuan tertentu secara permanen oleh pemberi sumber pendapatan
namun PT PK-BLU dapat menggunakan sebagian atau seluruh hasil atau manfaat
ekonomi lain yang diperoleh dari pendapatan tersebut. Sebagai contoh, PT PK-BLU
memperoleh hibah dalam bentuk deposito yang tidak dapat dicairkan secara permanen
namun bunganya dapat digunakan tanpa pembatasan.

b. Pengakuan
1) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan lainnya diakui pada saat

diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa
yang diberikan.

2) Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran Biaya
dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

3) Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah
kepada BLU UNY.

4) Pendapatan Hibah berupa Uang diakui pada saat kas ditrima oleh BLU.
5) Keuntungan penjualan aset diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan.

c. Pengukuran
1) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai

wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Besarnya pendapatan
usaha dari layanan ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor UNY.

2) Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto Biaya pada SPM.
3) Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatatsebesarkas yang diterima oleh BLU

UNY. Hibah dalam bentuk barang atau aset dicatat sebesar nilai wajar aset yaitu
nilai yang tertuang dalam dokumen hibah.

4) Keuntungan penjualan aset dicatat sebesar selisih lebih harga jual aset dikurangi
nilai tercatatnya.

5) Pendapatan kerjasama diakui sebesar yang menjadi hak UNY.
d. Penyajian dan Pengungkapan

1) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan haras diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Rincian jenis dan jumlah pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan.

2. Akuntansi Biaya Dan Kerugian
a. Definisi

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam
bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.
Kerugian mencerminkan unsur lain dari beban dalam bentuk arus keluar neto yang
mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas PT PK-BLU yang biasa. Biaya
BLU-UNY diklasifikasikan sebagaiberikut:
1) Biaya Layanan



Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan penyelenggaraan fungsi
pokok BLU UNY yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Termasuk jenis biaya ini pelayanan antara lain meliputi biaya
pegawai, biaya bahan, biaya jasa,biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya
beasiswa (bantuan sosial lembaga pendidikan), biaya penyusutan dan biaya lainnya
yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU UNY.

2) Biaya Administrasi dan Umum
Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang
bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLU
UNY. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya
pemeliharaan, biaya jasa, biaya perjalanan dinas, biaya penyusutan, dan beban
lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan BLUUNY.

3) Biaya Lainnya
Biaya lainnya adalah biaya yang tidak dapat dikelompokkan pada kedua klasifikasi
biaya di atas. Contohnya : Biaya bunga pinjaman, biaya administrasibank dan Iain-
lain.

b. Pengakuan
1) Biaya diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan

diterbitkannya SPM dan/SP2D untuk dana berasal dari APBN sedangkan yang
bersumber dari PNBP setelah diterbitkannya SP3B/SP2B/SPTB.

2) Kerugian penjualan asetdiakui pada saat terjadinya transaksi penjualan.

c. Pengukuran
Biaya dicatat sebesar :
1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada

periode berjalan,kecuali beban penyusutan.
2) Jumlah kas yang haras dibayarkan dimasa depan atas biaya yang terjadi pada

periode berjalan.
3) Biaya penyusutan dicatat sebesar jumlah alokasi sistematis dari manfaat ekonomi

yang dikonsumsi.
4) kerugian penjualan asetdicatat sebesar selisih kurang harga jualaset dikuranginilai

tercatatnya.
d. Penyajian dan Pengungkapan

1) Biaya disajikan dalam laporan aktivitas dengan menggunakan klasifikasi menurat
fungsinya yaitu biayalayanan, biaya achrtinistrasi dan umum, dan biaya lainnya.

2) Rincian biaya menurat sifatnya seperti biaya pegawai, biaya penyusutan, danbiaya
bahan untuk setiap kelompok beban fungsional haras disajikan dalam catatan atas
laporan keuangan.

3. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU
UNY sebagai akibat dari peristiwamasalalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan
uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis akraal
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Jika suatu entitas memiliki aset moneter dalam mata uang asing maka haras
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rapiah. Penjabaran mata uang asing
tersebut menggunakan kurs tengah banksentral pada tanggal neraca.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar dan disajikan
berdasarkan urutan tingkat likuiditasnya.



a. Aset Lancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika memenuhi kriteria sebagai
berikut:

1) dalam bentuk kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
2) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk digunakan atau dijual dalam

jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan.
3) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan lainnya dalam jangka pendek dan

diperkirakan akan direalisasi dalam jangkawaktu tidak lebih dari 12 bulan.

Aset lancardisajikan berdasarkanurutan likuiditas, meliputi antaralain:
1) Kas dan Setara Kas,
2) Investasi Jangka Pendek,
3) Piutang Usaha,
4) Piutang Lainnya,
5) Persediaan,
6) Uang Muka Kerja BLU,
7) Aset Lancar Lainnya.

1) Kas dan Setara Kas,

a) Definisi
(1) Kas meliputi uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU UNY tanpa adanya
pembatasan penggunaannya.

(2) Kas PT PK-BLU terdiri dari:
(a) Saldo kas APBN di rekening bendahara pengeluaran APBN.
(b) Saldo rekening operasional BLUdi rekening-rekening Bank (Pusat).
(c) Saldo uang tunai operasional (uang muka kerja) di BPPPusat, Fakultas

dan Unit-Unit.

(d) Saldo rekening dana kelolaan.
(e) Rekening Bendahara Pengeluaran APBN adalah rekening giro bank

yang menampung dana dari sumber APBN untuk pembayaran belanja
pegawai, belanja barang dan jasa melalui mekanisme UP/GUP/TUP.

(f) Rekening Operasional BLU - Penerimaan adalah rekening bank yang
menampung penerimaan kas dari sumber PNBP.

(g) Rekening Operasional BLU - Pengeluaran adalah rekening bank yang
digunakan untuk pembayaran-pembayaran belanja selain yang
dibiayai dari APBN.

(h) Rekening Dana Kelolaan adalah rekening bank yang menampung
penerimaan dana titipan untuk pihak ketiga dan penerimaan dana
yang untuk sementara waktu belum dapat diidentifikasi sumber dan
tujuan penggunaannya.

(3) Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat
likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu tidak lebih
dari 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan,
tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh antara lain : deposito
berjangka tidak lebih dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan
dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

b) Pengakuan
Kas diakui pada saat terjadinya alirankas masuk atau keluar ke atau dari BLU
UNY.

c) Pengukuran
Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima. Kas dan
setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan bank dalam valuta
asing maka haras dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia
pada saat diterima. Pada akhir tahun, kas dan bank dalam valuta asing



dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
Selisih yang timbul diakui sebagai Keuntungan/Kerugian selisih kurs.

d) Penyajian dan Pengungkapan
Kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan (neraca) pada urutan
pertama dalam kelompok aset lancar, serta yang penggunaannya dibatasi
disajikan secara terpisah dari kelompok kas dan setara kas dan diungkapkan
alasan pembatasannya dalam catatan atas laporan keuangan.Hal-hal yang
haras diungkapkan yang berkaitan dengan kas setara kas dalam laporan
keuangan maupun catatan ataslaporan keuangan adalah:
(1) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara

kas;

(2) Rincia jenis dan jumlah kas dan setara kas.

2) Investasi Jangka Pendek

a) Definisi
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen atau manfaat sosial/ manfaat lainnya yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan BLU UNY dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
Investasi jangka pendek adalah investasi yangberjangka antara 3 sampai 12bulan
dan memiliki karakteristik dapat segera dikonversi menjadikas. Investasi tersebut
ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLU dapat mengkonversi
investasi tersebut menjadi kas apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
Investasi jangka pendek ini berupadeposito dengan jangka waktu tidak lebih dari
3 sampai 12 bulan.

b) Pengakuan
Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya transaksi perolehan investasi
tersebut.

c) Pengukuran
Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal
deposito tersebut.

d) Penyajian dan Pengungkapan
Investasi jangka pendek disajikan di laporan posisi keuangan padakelompok aset
lancar pada urutan setelah kas dan setara kas.
Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek
di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah:
(1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi jangka

pendek;
(2) Jenis dan jumlah investasi jangka pendek berdasarkan nilai perolehan dan

nilai wajarnya.

3) Piutang Usaha

a) Definisi
Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam
lingkup kegiatan sesuai tugas dan fungsi pokok BLU UNY. Transaksi piutang
usahamemiliki karakteristik sebagai berikut:
(1) Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
(3) Jangka waktu pelunasan.

b) Pengakuan
(1) Piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum

menerima pembayaran atau pengembalian dari penyerahan tersebut.
(2) Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran.
(3) Pengakuan piutang harus memenuhi kriteria :
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(a) Telah diterbitkan surat ketetapan.
(b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilakukan penagihan.

c) Pengukuran
(1) Piutang usaha disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang

dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi penyisihan
kerugian piutang.

(2) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar jumlah piutang yang
diperkirakan tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, pada setiap akhir periode
pelaporan BLU UNY mengevaluasi kolektibilitas seluruh piutangnya dan
mengakui piutang yang kemungkinan tidak akan tertagih sebagai biaya
kerugian dari piutang tak tertagih.

(3) Perulaian kolektibilitas piutang dapat dilakukan dengan menggunakan
pertimbangan nyata individu piutang yang ada pada tanggal pelaporan atau
berdasarkan umur piutang.

d) Penyajian dan Pengungkapan
(1) Piutang usaha yang jatuhtempo dalamwaktu kurang dari satu tahun disajikan

pada kelompok aset lancar dalam neraca padaurutan setelah investasijangka
pendek. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun
disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

(2) Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
(a) Kebijakan akuntansiyang diterapkan dalammenyajikan piutang;
(b) Rincian jenis dan jumlah piutang usaha;
(c) Rincian jumlah penyisihan kerugian piutang berdasarkanumurnya.

4) Piutang Lain-Lain
a) Definisi

Piutang Iain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta
uang di luar kegiatan pokok dan fungsi BLU UNY. Transaksi piutang Iain-lain
memiliki karakteristik sebagai berikut:
(1) Terdapatpenyerahan barang/jasa, atauuang di luarkegiatan pokok;
(2) Persetujuanatau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
(3) Jangka waktu pelunasan.

Contoh Piutang Iain-lain adalah piutang pegawai, piutangbunga, dan piutang
sewa.

b) Pengakuan
(1) Piutang Iain-lain diakui pada saat barang, jasa, atau uang diserahkan,

walaupun belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.
(2) Piutang Iain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan

penghapusan.
(3) Pengakuan piutang harus memenuhi kriteria :

(a) Telah diterbitkan surat ketetapan.
(b) Telah diterbitkan surat penagihan dantelah dilakukan penagihan.

c) Pengukuran
(1) Piutang Iain-lain disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi penyisihan
kerugian piutang.

(2) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar jumlah piutang yang
diperkirakan tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, pada setiap akhir periode
pelaporan BLU UNY mengevaluasi kolektibilitas seluruh piutangnya dan
mengakui piutang yang kemungkinan tidak akan tertagih sebagai biaya
kerugian dari piutang tak tertagih.

(3) Penilaian kolektibilitas piutang dapat dilakukan dengan menggunakan
pertimbangan nyata individu piutang yang ada pada tanggal pelaporan atau
berdasarkanumur piutang.

d) Penyajian dan Pengungkapan



11

(1) Piutang Iain-lain yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun
disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca pada urutan setelah
investasi jangka pendek. Sedangkan piutang Iain-lain yang jatuh tempo lebih
dari satu tahun disajikandalam kelompok aset tidak lancar.

(2) Hal-hal yangdiungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
(3) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalammenyajikanpiutang.
(4) Rincian jenis dan jumlah piutang Iain-lain.

5) Persediaan
a) Definisi

Persediaan adalahaset yang diperoleh dengan maksud untuk:
(1) dijual dalam kegiatan usaha normal;
(2) digunakan dalam proses produks/jasa; atau
(3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam

proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan BLU UNY meliputi aset dalam bentuk :
(1) bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan yang
digunakan di laboratorium, bengkel, studio atau rumah sakit pendidikan
untuk kegiatan praktikum dan penelitian,

(2) bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan
administrasi, seperti kertas, barang cetakan dan alat tulis kantor lainnya.

b) Pengakuan
(1) Persediaan diakui pada saat diterima berdasarkan berita acara penerimaan

yang sah.
(2) Persediaan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan PT PK-BLU diakui

sebagai biaya layanan, sedangkan persediaan yang digunakan untuk kegiatan
administrasi diakui sebagai biaya umum dan administrasi.

(3) Pengakuan persediaan di akhir periode ditentukan berdasarkan inventarisasi
fisik (stock opname).

c) Pengukuran
Pengukuran persediaan akhir di BLU-UNY dilakukan dengan melakukan
inventarisasi fisik (stock opname) secara periodik pada setiap tanggal pelaporan
keuangan.
PT PK-BLU haras menentukan biaya persediaan berdasarkan hasil inventarisasi
fisik dikalikan dengan harga berdasarkan metode Masuk Pertama - Keluar
Pertama (MPKP atau FIFO). Penentuan biaya persediaan yang sama harus
diterapkan kepada semua persediaan yang memiliki kesamaan sifat dan
pemakaiannya. Untuk persediaan dengan sifat atau pemakaian yang berbeda
dapat menggunakan metode yang berbeda.
Persediaan yang diidentifikasi rusak, usang, atau tidak dapat digunakan atau jika
tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, haras dihapuskan/dikeluarkan dari
persediaan.

d) Penyajian dan Pengungkapan
(1) Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar

pada urutan setelah Piutang.
(2) Hal-hal berikut mengenai persediaan haras diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan:
(a) Dasar dan metode perulaian persediaan;
(b) Jenis persediaan;
(c) Jumlah/proporsi persediaan rusak, obsolete/usang.
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6) Uang Muka
a) Definisi

Uang muka adalah uang persediaan (UP) baik yang bersumber dari PNBP
maupun APBN (Non-PNBP) yang didistribusikan dari Pusat ke Fakultas dan
Unit Lainnya serta uang persediaan (UP) dari KPPN.

b) Pengakuan
(1) Uang muka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang

dikeluarkan;
(2)Uang muka diakui sebagai biaya pada saat dipertanggungjawabkan : untuk

APBN (Non PNBP) setelah diterbitkan SPM/SP2D sedangkan yang
bersumber dari PNBP diakui setelah diterbitkan SP3B/SP2B.

c) Pengukuran
Uang muka diukur berdasarkan jumlah uang kas yang dibayarkan.

d) Penyajian dan Pengungkapan.
Hal-hal berikut mengenai persediaan haras diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan:
(1) Kebijakan pemberian uang muka dan kebijakan akuntansi uang muka.
(2) Rincian saldo uang muka menurat tujuan penggunaannya.

b Investasi Jangka Panjang

1) Definisi
Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama
lebih dari 12 bulan.

2) Pengakuan
Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga
perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka
memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3) Pengukuran
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya peroleharmya. Investasi jangka
panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah
dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada
saat kepemilikan.

4) Penyajian dan Pengungkapan
a) Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset non lancar;
b) Hal-hal yang haras diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka

panjang di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara
lain:rincian jenis dan jumlah penempatan dana.

c. Aset Tetap

1) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang:
a) Dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang

atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan
adrmnistratif; dan

b) Diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun.

Berikut adalahdefinisi-definisiyangberkaitan dengan aset tetap :
a) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari

suatu aset selama umur manfaat;
b) Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan

suatu aset, dikurangi nilai sisanya;
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c) Masa manfaat (useful life) adalah suatu periode dimana aset diharapkan dapat
digunakan atau jumlah produksi atau unit serapa yang diharapkan akan
diperoleh dari aset tersebut oleh BLU;

d) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai
wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang
diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui;

e) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset
antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai
dalam suatu transaksi dengan wajar (arm's length transaction);

f) Jumlah tercatat (carrying amount) adalah nilai yang disajikan dalam neraca
setelah dikurangi akumulasi penyusutan;

g) Kerugian penurunan nilai (impairment loss) adalah selisih negatif antara
jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat
diperoleh dari aset tersebut.

Aset Tetap BLUUNY dikelompokkan sebagai berikut:
a) Tanah
b) Peralatan dan Mesin
c) Gedung dan Bangunan
d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
e) Aset Tetap Lainnya
f) Konstruksi Dalam Pekerjaan

2) Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset jika memenuhi semua kriteria
a) Nilainya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi sesuai

peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN);
b) Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
c) Memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
d) Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak kepemilikan

berpindah kepada BLU UNY.

3) Pengukuran
Aset tetap di BLU-UNY sebagaiberikut:
a) Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap dicatat sebesar harga

perolehan.
b) BLU UNY mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan (depreciable

assets) secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika
suatu aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada dalam lokasi dan
kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang
dimaksudkan. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tetap tidak digunakan,
kecuali jika aset tersebut dihentikan pengakuannya atau telah disusutkan secara
penuh. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode dan
tarif penyusutan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4) Penyajian dan Pengungkapan
a) Aset Tetap disajikan pada pos aset tidak lancar pada neraca;
b) Hal-hal berikut mengenai aset tetap haras diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan:
(1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan aset tetap.
(2) Rincian aset tetap.
(3) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan.
(4) Rekonsiliasi jumlah tercatatpada awal dan akhir periode yang menunjukkan

penambahan, pelepasan, penyusutan, dan perubahan lainnya seperti
revaluasi dan reklasifikasi.
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d Aset Lainnya

1) Definisi
Aset lainnya adalah aset BLU selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset
tetap. Aset lainnya di BLU-UNY terdiri atas:
a) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
atau menyerahkan barang/jasa,yang memiliki masa manfaat lebih dari12bulan.
Aset tak berwujud antara lain: softiuare, HAKI,copyright, dan Iain-lain.

b) Aset Lain-lain
Merupakan Aset tetap berupa kendaraan, mesin, peralatan dan Aset berwujud
lainnya termasuk pula persediaan bahan/barang instalasi yang rusak atau tidak
dapat digunakan lagi karena sebab-sebab yang normal. Usulan penghapusan
Aset Lain-lainini diajukan oleh Pimpinan BLUkepada instansi terkait.
Apabila barang-barang tersebut masih dapat dijual, maka hasil penjualannya
dicatat dalam akun Pendapatan Lain -lain.
Sebaliknya terhadap barang-barang yang hilang dan telah disetujui Menteri
Keuangan untuk dihapuskan dibebankan sebagai kerugian dan dicatat dalam
akun BiayaLain-lainsebesar nilaibukunya.

2) Pengakuan
Aset lainnya diakui apabila:
a) Kemungkinan besar BLU akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari

aset tersebut;

b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secaraandal;
c) Aset lainnya diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset

tersebut berpindah kepada BLU.

3) Pengukuran
Aset tak berwujud diukur berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap dicatat sebesar
nilai yang tercantum dalam SPM-Biaya modal dimana nilainya haras memenuhi
jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi sesuai peraturan tentang Barang
Milik Negara (BMN). Biaya perolehan aset mencakup:
a) pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam

menghasilkan aset tidak berwujud;
b) gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang

langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
c) pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti

biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan
untuk menghasilkan aset; dan

d) overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat
dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut
(misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap, dan sewa).

4) Penyajian dan Pengungkapan
a) Aset lainnya disajikan setelahaset tetap.
b) Hal-hal yang haras diungkapkan dalam laporankeuangan antara lain:

(1) Kebijakan penilaianaset lainnya;
(2) Rincian aset lainnya;
(3) Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;
(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir

periode.

e. Beban Ditangguhkan

1) Definisi
Beban ditangguhkan adalah sejumlah pembayaran di muka yang dilakukan oleh
BLU UNY untuk mendapatkan manfaat ekonomi selama lebih dari satu periode
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akuntansi atau satu tahun. Contoh beban ditangguhkan adalah beban sewa dan
asuransi dibayar di muka untuk suatu jangka waktu lebih dari satu tahun dan
biaya pengurusan hak atas tanah/hak guna bangunan.

2) Pengakuan
Bebanditangguhkan diakui saatpembayarantelah dilakukan.

3) Pengukuran
Beban ditangguhkan dicatat sebesar nilai nominal pembayaran yang dilakukan,
dan nilai tersebut akan mengalami amortisasi selama masa manfaat beban
ditangguhkan tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan
Dalamcatatanatas laporankeuangan haras mengungkapkan hal-halberikut:
a) Jenisbeban ditangguhkan.
b) Masa manfaat dari beban ditangguhkan.
c) Beban yang ditangguhkan yang masih merupakan aset dan beban

ditangguhkan yang sudah berubah menjadi beban untuk periode berjalan
yang dilaporkan dalam laporan aktivitas.

4. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya dimasa depan mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi BLU UNY. Karakteristik kewajiban adalah bahwa BLU mempunyai kewajiban
(obligation) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk
bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat
dipaksakan menurat hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan
perundangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik bisnis yang lazim. Kewajiban
disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
(obligation) masa kini dan jumlah yang haras diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
1) Definisi

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan
dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan.
Jenis kewajiban jangka pendek di BLU-UNY antara lain:
a) Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLU

UNY.

b) Utang titipan pihak ketiga, yaitu kewajiban PT PK-BLU kepada pihak lain
yang disebabkan kedudukan BLU sebagai pemotong pajak atau pungutan
lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
iuran Askes, Taspen, dan Taperum, dan sebagai penerima titipan dana
beasiswa.

c) Biaya yang masih haras dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi
belum dibayar sampai tanggalneraca.

d) Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan kas atau aset lainnya dari
pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU UNY belum
memberikan jasa tersebut kepada pihak lain. Contoh pendapatan diterima
dimuka adalah pungutan uang SPP dan praktikum yang diterima BLUUNY
pada setiap awal semester.

e) Pinjaman jangka pendek, yaitu kewajiban keuangan kepada pihak lain yang
diharapkan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan.
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f) Bagian lancar utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang
yang akan jatuh tempo dalamwaktu 12bulan setelah tanggallaporan.

g) Utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12
bulan setelah tanggal laporan yangtidak dapatdikelompokkandalam angka
1 sampai 6 diatas.

2) Pengakuan

a) Utang usaha diakui pada saat BLU menerima jasa/hak atas barang/jasa,
tetapi BLU belum membayar atasbarang/jasa yang diterima.

b) Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLU
UNY untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

c) Biaya yang masih haras dibayar diakui pada saat BLU UNY telah menerima
manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLU UNY belum melakukan
pembayaran atas manfaatekonomi yang telah diterima.

d) Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak
ketiga oleh BLU UNY sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU UNY
belum memberikan jasa tersebutkepada pihak ketiga.

e) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang
jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.

3) Pengukuran

a) Kewajiban jangka pendek dinilai sebesarnilai jatuh temponya.
b) Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian

oleh BLU.

4) Penyajian dan Pengungkapan.

Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan
diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka
pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka
pendek.
Utang BLU diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Informasi-informasi yang
diungkapkan dalam CaLKantara lain sebagaiberikut
a) Rincian saldo kewajiban jangka pendek berdasarkan jenisnya.
b) Bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

b. Kewajiban Jangka Panjang

1) Definisi
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan
dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah
tanggal neraca.

2) Pengakuan
Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLU UNY menerima hak dari pihak
lain tetapi BLUUNY belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

3) Pengukuran
Kewajiban jangka panjang diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran
dimasa depan.

4) Penyajian dan Pengungkapan
a) Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagianutang yang

belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12
bulan setelah tanggal neraca.

b) Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12
bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka
pendek.

c) Hal-hal yangharasdiungkapkan dalam CaLK antara lainsebagai berikut
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(1) jumlah rincian jenis utang jangka panjang;
(2) karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi

tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman.

5. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban
yang dirrtiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan
ekuitas terikat permanen.
a. Ekuitas Tidak Terikat.

1) Definisi
Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang
penggunannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat di BLU
meliputi:
a) Surplus & Defisit Tahun Berjalan

berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun
berjalan.

b) Ekuitas Awal
Merupakan hak residual atau selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali
BLU yang ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk
tujuan tertentu.

c) Surplus dan Defisit Tahun Lalu
Merupakan akumulasi Surplus/ Defisit pada periode-periode sebelumnya.

d) Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah
dikurangi biaya pada tahun berjalan.

e) Ekuitas Donasi
Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lainberupa
sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

f) Selisih penilaian kembali aset tetap
Merupakan jumlah kenaikan atau penurunan nilai tercatat aset tetap sebagai
akibat perulaiankembali aset tetap.

g) Jumlah yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi tidak terikat
karena berakhirnya pembatasan.

2) Pengakuan
Ekuitas tidak terikat diakui pada saat:
a) Ekuitas awaldiakui saat perguruan tinggiditetapkan sebagai BLU,
b) Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat,
c) Diterimanya asetTetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat,
d) Pengalihanekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat,
e) Selisih penilaian kembali aset tetap diakui pada saat terjadinya revaluasi aset

tetap.

3) Pengukuran
a) Ekuitas awaldiukur sebesar nilai kekayaan BLU yang ditetapkan
b) Selisih penilaiankembali aset tetap diukur sebesar selisih antara nilai revaluasi

dan jumlah tercatataset tetap.
c) Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat diukur

sebesar jumlah kasatau nilai wajar aset yang berakhir pembatasannya.
d) Ekuitas diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah. Apabila diukur

dengan mata uang asingdikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai
tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca.

e) Ekuitas Donasi diukur sebsar nilai perolehan atau nilai wajar aset
sumbangan/bantuan yangtidakmengikat manayanglebihandal.

4) Penyajian dan Pengungkapan

a) Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok Ekuitas di Neraca pada urutan
pertama.
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b) Informasi mengenai ekuitas yang haras diungkapkan dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan antara lain menyangkut rincian jumlah ekuitas tidak terikat
berdasarkan jenisnya dan informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.

b. Ekuitas Terikat Temporer

1) Definisi

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang
penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau
jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat
berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut
oleh BLU. Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup:
a) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
b) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
c) Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;
d) Dana untuk memperoleh aset tetap.

2) Pengakuan
Ekuitas terikat temporer diakui pada saat:
a) Ditetapkannya nilai kekayaan BLU;
b) Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer.

3) Pengukuran

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:
a) Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan BLU.
b) Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat temporer.
c) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan, mana yang lebih andal.

4) Penyajian dan Pengungkapan

a) Ekuitasterikat temporerdisajikan dalamkelompok EkuitaspadaNeraca.
b) Hal-hal yang haras diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai

berikut:

(1) Rincianjumlah ekuitas terikattemporerberdasarkan jenisnya;
(2) Informasi mengenai sifat dan pembatasanekuitas terikat temporer.

c. Ekuitas Terikat Permanen

1) Definisi
Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang
penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh
pemerintah/donatur, namun BLU dapat menggunakan sebagian atau seluruh
hasil atau manfaat ekonomi lain yang diperoleh dari pendapatantersebut. Ekuitas
terikat permanen meliputi:
a) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan

tidak untuk dijual;
b) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara

permanen;

c) Donasi pemerintah atau pihak lain yangmengikatsecara permanen.

Ekuitas terikat permanen di BLU-UNY meliputi:
(1) Aset tetap sebelum dilaksanakan revaluasi oleh tim penertiban BMN

Depdiknasbersama BPKP Perwakilan dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara
pada minggu II dan III bulan April 2008. Ekuitas terikat permanen ini
diukur sebesar nilaibuku pada saat penetapan BLU.

(2) Kenaikan aset tetap hasil revaluasi oleh tim penertiban BMN Depdiknas
bersama BPKP Perwakilan dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara pada
minggu II dan III bulan April 2008. Ekuitas terikat permanen ini diukur
dengan nilai wajar pada saat revaluasi aset.

(3) Aset lainnya.
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Ekuitas terikat permanen ini diukur sebesar nilai buku pada saat penetapan
BLU.

2) Pengakuan
Ekuitas terikat permanen diakui pada saat:

a) Ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan
Pengelolaan Keuangan BLU.

b) Diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara
permanen.

c) Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara
permanen.

3) Pengukuran
Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar:
a) Nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan BLU.
b) Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen.
c) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang terikat

permanen mana yang lebih andal.
d) Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi.

4) Penyajian dan Pengungkapan
a) Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca

setelah ekuitas terikat temporer.
b) Hal-hal yang haras diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai

berikut:

(1) Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkanjenisnya;
(2) Informasi mengenai sifat dan pembatasanekuitas terikat permanen.

6. Laporan Keuangan

a. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan inforamsi mengenai posisi

keuangan, operasional keuangan, arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna
laporan keuangandalammembuat danmengevaluasi keputusan ekonomi.
Laporan keuangan disusun untuk tujuanumum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan
semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan
keuanganBLU menyajikaninformasi tentang:
1) Aset
2) Kewajiban
3) Ekuitas
4) Pendapatan dan Biaya
5) Arus Kas

b.Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan

keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan
pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan kebenaran isi laporan keuangan
merupakan tanggung jawab pimpinan BLU.

c. Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut

ini:
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1) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan informasi tentang aktivitas BLU UNY
mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola
oleh BLU UNY. Oleh karena itu, laporan aktivitas memuat unsur penghasilan dan
beban.

a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode
pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan
kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari
kontribusi penanam modal.
Penghasilan meliputipendapatan (revenue) dankeuntungan (gains). Pendapatan
adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas PT PK-BLU yang
biasa seperti pendapatan usaha dari jasa layanan pendidikan. Sedangkan
keuntungan adalah kenaikan manfaat ekonomi lainnya yang memenuhi definisi
penghasilan namun bukan pendapatan, seperti keuntungan penjualan investasi
atau aset tetap.

b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan
dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau timbulnya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan kontribusi kepada
penanam modal.
Beban mencakup beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas PT PK-BLU yang
biasa seperti gaji dan penyusutan, dan kerugian yang mencerrninkan penurunan
manfaat ekonomilainnya seperti kerugian selisih kurs valuta asing atau kerugian
penjualan aset tetap.

Informasi dalam laporan aktivitas digunakan bersama-sama dengan informasi
yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu pengguna
laporan keuangan untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi dan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi,
dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang posisi keuangan BLU UNY pada suatu tanggal tertentu,
meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.

Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi
keuangan BLUmeliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang
diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para
pengguna laporan keuangan untuk menilai:
a) Kemampuan BLU dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan,
b) Likuiditas dan Solvabilitas,
c) Kebutuhan Pendanaan Eksternal.

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban/ dan ekuitas dana pada tanggal
pelaporan. Neraca disusun dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dengan
Sistem sentralisasi, neraca disusun secara terpusat oleh bagian akuntansi suatu
entitas pelaporan. Sedangkan dengan desentralisasi neraca disusun oleh entitas-
entitas akuntansi yang kemudian digabung oleh entitas pelaporan. Pada
pemerintah daerah, satuan kerja (satker) merupakan entitas akuntansi yang
berkewajiban menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan oleh satker
menjadi Neraca Daerah. Penggabungan tersebut dilakukan dengan
menjumlahkan akun-akun neraca satker dan satker serta mengeliminasi akun-
akun timbal balik.
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Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net asset). Ekuitas
dana merupakan selisih dari aset setelah dikurangi kewajiban, atau dalam
persamaan akuntansi dapat dirumuskan:

Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana

3) Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi

aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari BLU UNY selama periode tertentu.
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi
serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan
dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Infomasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan
informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat
membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
a) Kemampuan BLUdalam menghasilkan kas dan setara kas,
b) Sumber dana BLU,
c) Penggunaan dana BLU,
d) Prediksi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber dana serta

pengunannya di masa yang akan datang.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan

keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas
pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan berbagai informasi
tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan
penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di Laporan Aktivitas/laporan
operasional, neraca, laporan arus kas dan informasi tambahan lainnya seringga
para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan
keuangan BLU.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:
a) Pendahuluan;
b) Kebijakan Akuntansi;
c) Penjelasan atas pos-pos Laporan Aktivitas/Laporan Operasional;
d) Penjelasan atas pos-pos neraca;
e) Kewajiban Kontijensi;
f) Informasi tambahandan pengungkapanlainnya.

Laporan keuangan pokok diatas disertai dengan Laporan Kinerja yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan
ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-
masing program yang disusun dalam Rencana Bisnisdan Anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalahbagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK ditujukan agar laporan
keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.
CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunansebagai berikut:
1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target,

berikutkendala danhambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganselama tahun pelaporan;
3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya;

4) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akraal atas pendapatan dan Biaya dan rekonsiliasinya
dengan penerapan basis kas;
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5) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam Laporan Aktivitas/Operasional, Neraca, dan LAK, serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar
ataslaporankeuangan, seperti kewajiban kontinjensidan komitmen-komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK setidak-tidaknya menjelaskanhal-
hal sebagai berikut:
1) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
2) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan

keuangan.

Untuk menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan,
manajemen haras mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat
membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan
keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan
meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
1) Pengakuan pendapatan;
2) Pengakuan Biaya;
3) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
4) Investasi;
5) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
6) Kontrak-kontrak konstruksi;
7) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
8) Kemitraan dengan fihak ketiga;
9) Biaya penelitian dan pengembangan;
10) Persediaan,baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
11) Dana cadangan;
12) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Suatu entitas pelaporan juga dapat mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila
belum diinformasikan dalam bagianmanapun dari laporan keuangan, yaitu:
1) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas tersebut

beroperasi;
2) penjelasan mengenai sifat operasientitas dan kegiatan pokoknya;
3) ketentuan perundang-undanganyang menjadilandasankegiatanoperasionalnya.

D. PROSEDUR AKUNTANSI

1. Dasar Hukum

Untuk terciptanya tertib administrasi dan terjaganya pengendalian intern atas
transaksi-transaksi baik keuanganmaupun non keuangan, maka perlu ditetapkan suatu
prosedur akuntansi yang baku. Prosedur akuntansi pada dasarnya adalah serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dan dana masyarakat
oleh BLU, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor :
76/PMK.05/2008, tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum, Bab II B.3.

2. Deskripsi Kegiatan
UNY adalah merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan

pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
Dalam kaitannya sebagai BLU, UNY sebagai entitas akuntansi disamping mengelola
dana APBN juga mengelola dana masyarakat yang diterima melalui pendapatan usaha
dari jasa layanan, pendapatan usaha lainnya dan pendapatanusaha lain-lain.
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3. Pihak yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan prosedur akuntansi di UNY adalah

pejabatpengelolaanggaranyang antara lain terdiri dari:
a. Kuasa Pengguna Anggaran;
b. Pejabat Pembuat Komitmen;
c. Pejabat Penandatangan SPM;
d. Bendahara Penerimaan;
e. Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara PengeluaranPembantu;
g. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di tingkat rektorat, fakultas,

Pascasarjana, Biro, Lembaga;
h. Petugas Teknis Penerima SPP dan Penguji SPP;
i. Petugasteknis pembuat dan Penguji SPM.

4. Prosedur Akuntansi Pendapatan
a. Prosedur penerimaan dana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta:

1) Mahasiswa melakukan pembayaran secara online di bank yang ditunjuk oleh
Universitas Negeri Yogyakarta.

2) Setelah mahasiswa membayar, pihak bankmengirimkan report ke Puskom UNY
dan Bagian Keuangan UNY berupa hardcopy (report rekening giro) dan soft
copy (file report).

3) Data/report dari bank tersebut kemudian divalidasi untuk dimasukkan ke
dalam SIBAYAR/SIKEU dibawah koordinasi bendahara penerimaan yangada di
subag PNBP.

4) Bendahara Penerimaan kemudian mencetak data dari SIBAYAR/SIKEU menjadi
Rekapitulasi Pembayaran Mahasiswa (RPM) untuk divalidasi dengan Report
Rekening Giro dari bank.

5) RPM yang sudah divalidasi kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan
laporan Rekapitulasi Penerimaan Pendidikan (RPP) yang ditandatangani
Bendahara Penerimaan dan dilegalisir oleh Kasubag PNBP.

6) Bagian Keuangan kemudian membuat Surat Pengantar untuk Laporan
Penerimaan Biaya Pendidikan yang sudah dilegalisir Kasubag PNBP.

7) Dari data Rekening Giro kemudian dibuat Pembukuan Bendahara Penerimaan
yang meliputi Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP) yang
ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Wakil Rektor II.

8) BKU dan BP yang sudah digandakan kemudian diserahkan ke Bagian Akuntansi
untuk diproses dalam Jurnal Kas Masuk (JKM) dan Buku Pembantu (BP).

9) Bendahara Penerimaan kemudian menyusun Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) berdasarkan BKU yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat 10
harikerja setelahberakhirnya bulan yangbersangkutan.

b. Prosedur Penarikan/Pengembalian Biaya Pendidikan
Penarikan/pengembalian biaya pendidikan dipenmtukkan bagi mahasiswa yang
sudah menempuh skripsi tapi sudah membayar penuh biaya pendidikan pada
semester tersebut dan atau yang mempunyai kelebihan pembayaran dan tarif yang
seharusnya.
Prosedur penarikan dana pendidikan yang disetorkan langsung ke Rekening
PenerimaanUniversitas Negeri Yogyakarta:
1) Mahasiswa yang bersangkutan membuat surat permohonan penarikan yang

ditujukan kepada Wakil Rektor II dengan dilampiri surat dispensasi yang
dilegalisasi oleh Wakil Dekan II fakuktas dan foto copy kuitansi pembayaran
yang akan ditarik.

2) Surat Permohonan penarikan beserta lampirarmya dimasukkan ke TU gedung
Rektorat UNY.

3) Surat Permohonan yang sudah mendapatkan disposisi dari Wakil Rektor II
kemudian diteliti, dicek dengan data pembayaran SIKEU, dan dibuatkan
rekapitulasi penarikan.
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4) Bagian keuangan kemudian membuat surat penarikan ke bank yang ditunjuk
dengan dilampiri Rekapitulasi Penarikan Mahasiswa (RPM) yang dilegalisasi
oleh Wakil Rektor II.

5) Rekapitulasi Penarikan Mahasiswa (RPM) tersebut ditempel sebagai
pengumuman tertulis di bagian keuangan.

6) Penarikan dana pendidikan disertai dengan menyerahkan kuitansi pembayaran
yang asli bagimahasiswa yangbersangkutan, kemudian ditukar dengankuitansi
pembayaran yang baru dan surat penarikan ke bank yang ditunjuk yang
dikeluarkan oleh bagian keuangan pusat.

7) Bagian keuangan kemudian membuat Laporan Penarikan Mahasiswa (LPM)
yang dilampiri dengan Rekapitulasi Penarikan Mahasiswa (RPM).

c. Prosedur Penerimaan Dana Non-Pendidikan

1) Prosedur penerimaan dana non pendidikan yang disetorkan langsung ke Rekening
Penerimaan Universitas Negeri Yogyakarta:
a) Pihak ketiga menyetorkan dananya sementara ke Petugas yang ditunjuk di

masing-masing unit.
b) Oleh petugas tersebut, setoran dimasukkan ke dalam rekap penerimaan

masing-masing unit kerja.
c) Dana dari pihak ketiga oleh petugas tersebut disetorkan ke Rekening

Bendahara Penerimaan dengan Slip SetoranBank (SSB).
d) SSB yang telah divalidasi oleh bank kemudian digandakan yang akan

digunakan sebagai lampiran Surat Pengantar (SP) bagi unit kerja untuk
Laporan Penerimaan ke Wakil Rektor II.

e) Tembusan Surat Pengantar yang telah diterima kemudian dibuatkan
Kuitansi/Tanda Terima (TT) yang dilegalisir oleh Wakil Rektor II.

f) Berdasarkan kuitansi tersebut kemudian transaksi dibukukan ke Buku Kas
Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP) Bendahara Penerimaan.

g) BKUdan BPkemudian diteliti dan ditandatangani oleh Wakil Rektor II.
h) BKU dan BPkemudian diserahkan ke bagian akuntansi
i) Oleh Bagian keuangan dan akuntansi kemudian dimasukkan dalam Jurnal

Kas Masuk (JKM) dan Buku Pembantu (BP).
j) Bendahara Penerimaan kemudian menyusun Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) berdasarkan BKU yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat
10 hari kerja setelah berakhirnyabulan yang bersangkutan.

2) Prosedur penerimaan dana non pendidikan yang disetorkan ke Bendahara
PenerimaanUniversitas Negeri Yogyakarta:
a) Pihak ketiga menyetorkan dananya ke Petugas yang ditunjuk di masing-

masing unit.
b) Oleh Petugas tersebut, setoran dimasukkan ke dalam rekap penerimaan

masing-masing unit kerja.
c) Dana dari pihak ketiga oleh petugas disetorkan ke Bendahara Penerimaan

dengan Slip Setoran Bank (SSB).
d) SSB yang telah divalidasi oleh bank kemudian digandakan yang akan

digunakan sebagai lampiran Surat Pengantar (SP) bagi unit kerja untuk
Laporan Penerimaan ke Wakil Rektor II.

e) Tembusan Surat Pengantar yang telah diterima kemudian dibuatkan
Kuitansi/Tanda Terima (TT) yang dilegalisir oleh Wakil Rektor II.

f) Berdasarkan kuitansi tersebut kemudian transaksi dibukukan ke Buku Kas
Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP) Bendahara Penerimaan.

g) BKU dan BP kemudian diteliti dan ditandatangani olehWakil Rektor II.
h) BKU dan BP kemudian diserahkan ke bagian akuntansi.
i) Oleh Bagian akuntansi kemudian dimasukkan dalam Jurnak Kas Masuk

(JKM) dan Buku Pembantu (BP).
j) Bendahara Penerimaan kemudian menyusun Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) berdasarkan BKU yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat
10harikerja setelah berakhirnya bulan yangbersangkutan.
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3) Dokumen Kelengkapan Surat Pengantar (SP):
a) Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja

(Dekan/Direktur/Ketua Lembaga).
b) Rekapitulasi penerimaan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu (BPP) unit kerja dan dilegalisir oleh Dekan/Direktur/Ketua
Lembaga unit kerja (sebagai lampiran).

c) Foto copy SSB sebagai lampiran bagi penerimaan yang disetorkan langsung
ke rekening penerimaan.

d. Pengawasan, Pembukuan, dan Pelaporan
1) Pengawasan

Pelaksanaan kinerja BLUdilakukan di bawah pengawasan tim berikut ini:
a) Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh:
(1) Tim pengelola/Monev Universitas Negeri Yogyakarta
(2) Tim SPI (Satuan Pengawasan Internal)
(3) Dewan Pengawas

b) Eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan oleh :
(1) KAP (Kantor Akuntan Publik)
(2) Badan/Instansi yang ditunjuk
(3) Irjen dan BPKP

2) Pembukuan
Pada dasarnya, format buku bendahara penerimaan adalah mengacu pada
Perdirjen 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara
Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Sesuai dengan Bab II pasal 4
pasal 1 s/d 4 dalam Perdirjen 47/PB/2009 mengenai Pembukuan Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran menyebutkan:
a) Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan
kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

b) Pembukuan bendahara terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan
Buku Pengawasan Anggaran (format terlampir).

c) Pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan
bendahara.

d) Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara haras dimulai dari Buku Kas
Umum, selanjutnya pada buku-buku pembantu.

Dalam pasal 7 Bab II Perdirjen47/PB/2009 disebutkan :
a) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan dengan tulis tangan atau
komputer.

b) Dalam hal pembukuan dilakukan dengan menggunakan komputer,
bendahara wajib:
(1) Mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu bulan.
(2) Menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku

pembantu bulanan yang telah ditandatangani bendahara dan diketahui
Kuasa PA.

Dalam Bab IV Perdirjen 47/PB/2009 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara disebutkan bahwa bendahara wajib menyusun
LPJ (format terlampir) secara bulanan atas uang yang dikelolanya. LPJ tersebut
disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku
Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh Kuasa PA.
LPJ (rangkap 2) tersebut wajib disampaikan secara bulanan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari
bank/pos untuk bulan berkenaankepada:
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a) Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada di bawah
pengelolaannya.

b) Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing, dan
c) Badan Pemeriksa Keuangan.

Di samping menyelenggarakan pembukuan dan menyusun LPJ,
bendahara penerimaan juga wajib menyampaikan realisasi laporan penerimaan
bulanan dan triwulanan yang disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaandan Direktorat Jenderal PendidikanTinggi.

3) Pelaporan
a) Jurnal Pendapatan Dana Pendidikan

Nama Akun
No

Akun

Ref
Debit Kredit

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Pendapatan Pendidikan XXX

Pada dasarnya pendapatan dana pendidikan diterima dimuka namun
karena jangka waktunya hanya 1 semester maka pandapatan pendidikan
seluruhnya langsung diakui sebagai pendapatan dalam tahun berjalan.

Sedangkan pada akhir periode akuntansi atas pendapatan pendidikan
yang belum menjadi hak universitas direklasifikasi ke pendapatan diterima
dimuka dengan jurnal:

Akun No

Akun

Ref Debit Kredit

Pendapatan Pendidikan
Pendapatan Diterima Dimuka

Xxx

xxx

b) Jurnal Penerimaan Dana Non Pendidikan

(1) Pendapatan yang sifatnya insidentil, contoh penerimaan kolam renang,
langsung dicatat sebagaipendapatan dengan jurnal:

Akun No

Akun

Ref Debit Kredit

Kas di Bendahara Penerima

Pendapatan Usaha Lainnya
xxx

xxx

(2) Pendapatan atasjasa yang diberikan namun manfaatnya baru dinikmati
oleh pihak ke III samapi lebih dari setahun kedepan, dijurnal sebagai
berikut:

(a) Pada saat penerimaan pendapatan

Akun No

Akun

Ref Debit Kredit

Kas di Bendahara Penerima

Pendapatan Diterima Dimuka
xxx

xxx
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(b) Pada saat pengakuan pendapatan setiap akhir bulan sebesar yang sudah
menjadi pendapatan padabulan yangbersangkutan dijurnal:

Akun No

Akun

Ref Debit Kredit

Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Usaha Lainnya

xxx

xxx

c) Pendapatan Hibah

(1) Dalam bentuk kas
Saat dana diterima Bendahara Penerimaan

Akun No

Aku

n

Ref Debit Kredit

Kas di Bendahara Penerima

Pendapatan Hibah
xxx

xxx

(2) Dalam bentuk barang /aset

Saat hak atas aset berpindah ke universitas, dijurnal:

Akun No

Akun

Ref Debit Kredit

Aset Tetap
Pendapatan Hibah

xxx

xxx

d) Jurnal Penerimaan Kas dari alokasi dana APBN (RM).
Penerimaan kas dari alokasi dana APBN diakui dan dicatat pada saat
Bendahara Pengeluaran menerima Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat
Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh KPPN.
Jurnal standar yang dibuat adalahJurnal Kas Masuk(JKM) sebagai berikut

Akun No

Akun

Ref Debit Kredit

Kas di Bendahara Pengeluaran
Pendapatan APBN

xxx

Xxx

5. Prosedur Akuntansi Biaya

a. Pejabat Pengelola Keuangan
Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum adalah:
1) Pemrmpin BLU;
2) Pejabat Keuangan; dan
3) Pejabat Teknis.

Dalamhal tugas fungsional pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Departeman Keuangan Nomor PER/-
66/PB/2005, Menteri Pendidikan Nasional sebagai Pengguna Anggaran (PA)
menunjuk Pemimpin BLU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Rektor sebagai Pemimpin BLU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
mempunyai tugas:
1) Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLU;
2) Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU;
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3) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai ketentuan yanag
berlaku; dan

4) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasionaldan keuangan BLU.
b. PejabatPengelola Anggaran DIPA BLU UNY

Pejabat pengelola anggaran DIPA BLU UNY terdiri atas:
1) Kuasa Pengguna Anggaran :Rektor UNY selaku Pimpinan BLU
2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran: dilimpahkan ke Wa. Rektor II
3) Pejabat Penerbit/Penandatangan SPM:

Pejabatan Penerbit/Penandatangan SPM berada di setiap unit utama
(Rektorat/ Fakultas/ Lembaga).
a) Rektorat/Bidang 1,11, III, IV :Kabag Keuangan & Akuntansi
b) Anggaran APBN-Rupiah Murni: Kabag Keuangan & Akuntansi
c) BUPK :Kabag Keuangan & akuntansi
d) BAKI : Kabag Keuangan & akuntansi
e) Fakultas, Dekan, kecuali FMIPA :WDII
f) Lembaga :Sekretaris Lembaga
g) Program PascaSarjana : Asdir II
h) KampusWates :Koordinator TU Kampus Wates

Wakil Rektor II atas nama KPA.

Program Pasca Sarjana
Kampus Wates

Penandatangan SP2D (PNBP)
Bendaharawan:

a) Bendahara Penerima
b) Bendahara Pengeluaran
c) Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pejabat Pembuat Komitmen:
a) Program/kegiatan tingkat Universitas

Bidang I (Akademik)
Bidang II (Umum & Keuangan) dan bid IV
Anggaran APBN Rupiah Murni
Bidang III (Kemahasiswaan)

b) Program/kegiatan tingkat Fakultas

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

c) Program/kegiatan tingkat Lembaga
d) Program/kegiatan tingkat Biro:

Tingkat BAKI dan UPT terkait
Tingkat BUPK dan UPT terkait

e) Program/kegiatan Pascasarjana
f) Program/kegiatan Kampus UNY Wates

Wates.

BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu):
a) BPP Rektorat
b) BPP BUPK
c) BPP BAKI
d) BPPFIS/FT/FBS/FMIPA/FIP/FIK/FE
e) BPP LPPM/LPPMP
f) BPPKampus III UNY Wates
g) BPP Pasacasarjana
h) BPPBidang III

Pembantu BPP tingkat rektorat, fakultas, Pascasarjana, Biro, Lembaga
PetugasTeknis PenerimaSPP dan Penguji SPP
Petugas teknis pembuat SPM
Penguji SPP/SPM Rektorat/Fakultas/Lembaga/Biro/PPs/Unit Kerja
Tim monitoring Anggaran (SPP, SPM, dan serapan anggaran)
Petugas pembantu Administrasi Keuangan.

Wakil Rektor I

Wakil Rektor II

Wakil Rektor II

Wakil Rektor III

: Wakil Dekan II, kecuali

FMIPA: Dekan

: Ketua LPPM/LPPMP

: Kepala BAKI
: Kepala BUPK
: Direktur Pascasarjana
: Koordinator Kampus

c. Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran
Setiap awal tahun anggaran Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran:
1) Mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit/Penandatangan SPM, Bendahara
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Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SK Pejabat Pembuat Komitmen, BPP,
Penguji SPP, Petugas Pembuat SPM dan Penguji SPM, serta pengelola keuangan
lainnya yang diperlukan.

d. Pola Implementasi Program dan Anggaran
Untuk keperluan manajemen perguruan tinggi dan pengendalian anggaran

ditetapkan meliputi 13 unit utama dengan penanggungjawab program/anggaran
pada masing-masing pimpinan unit utama tersebut, yang terdiri dari: rektorat
(bidang I, II, III), 6 fakultas, 2 biro, 2 lembaga, 1 PPs, dan 1 unit kampus Wates. Pola
implementasi program dan anggaran mencakup 13 unit kerja utama sebagai
penerapan system pusat pertanggungjawaban anggaran (responsibility centers) yang
meliputi : 6 fakultas dengan penanggungjawab program pada Dekan, 2 lembaga
dengan penanggungjawab program pada Ketua Lembaga, 2 biro dengan
penanggungjawab program pada Kepala Biro, Program Pascasarjana dengan
penanggungjawab program pada Direktur Pascasarjana dan Kampus UNY Wates
dengan penanggungjawab program pada Koordinator Kampus UNY Wates.
Pimpinan unit kerja utama bertanggungjawab terhadap aktivitas yang ada pada
masing-masing pusat pertanggungjawaban anggaran (unit kerja utama) yang
dipimpinnya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan di RKPT. Sedangkan untuk
kegiatan bidang di tingkat Universitas sebagai pusat pertanggungjawaban anggaran
adalah Wakil Rektor I, II dan III yang bertanggungjawab terhadap aktivitas bidang
yang dipimpinnya.

Dengan adanya pusat-pusat pertanggungjawaban anggaran bertitik tolak
pada penganggaran berbasis kinerja yang meliputi pusat-pusat pertanggungjawaban
anggaran dan akuntansi di 13unit utama dengantujuan sebagai berikut:
1) Sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja

(Penanggungjawab kegiatan) dan unit yang dipimpinnya.
2) Untuk memudahkan mencapai tujuanorganisasi.
3) Memfasilitasi terbentuknya goal congruence.
4) Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi

sehinggamengurangi beban pimpinan pusat.
5) Mendorong kreativitasdan dayainovasibawahan.
6) Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.
7) Sebagai alatpengendaliananggaran.

Pola implementasi program dan anggaran seperti tersebut diatas dapat
digambarkan seperti berikut:
Pola Implementasi Program dan Anggaran DIPA Rupiah Murni

Pelaksana

Kegiatan

Proposal
sesuai

RKPT

Dekan,
Ka.

Lembaga,
Dir PPS,
Ka. Biro

Rektorat

Rektor,
(PJ: PR I,
PR II PR

Laporan Akuntabilitas
Kinerja

—»

Laporan
Kegiatan

Laporan Akuntabilitas
Keuangan Laporan

Keuangan
SPJ kuitansi
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Keterangan:
1) Pada masing-masing Unit utama Proposal sesuai RKPT diajukan ke Pimpinan

Unit Utama (Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pasca Sarjana, dan Kepala Biro)
dengan menunjuk Program dan Akun/MAK serta halaman sesuai RKPT.

2) Untuk kegiatan tingkat Fakultas Program Rektorat : Permohonan diajukan ke
Rektor dengan menunjuk Programdan Akun/MAK serta halaman sesuai RKPT.
a) Penanggungjawab ProgramBidang Akademik :WRI
b) PenanggungjawabProgram BidangAdministrasi Umum: WR II
c) PenanggungjawabProgram BidangKemahasiswaan: WR III dan Bid IV.

3) Setelah proposal/kegiatan disetujui diteruskan kepada BPP (melalui pejabat
yang terkait) untuk pencairan dananya.

4) Setiap Pelaksana kegiatan menyusun SPJ penggunaan dana dan laporan:
a) Laporan akuntabilitas kinerja, diwujudkan laporan hasil kinerja

kegiatan/ program.
b) Laporan akuntabilitas Keuangan, diwujudkan laporan keuangan, berbentuk

kuitansi, kontrak, dan laporan keuangan lainnya.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Anggaran UNY
1) Tugas Pengelola Anggaran UNY adalah:

a) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
(1) menyusun DIPA;
(2) menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaranbelanja Negara;
(3) menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan

menerbitkan SPMatas bebananggaran belanja Negara;
(4) menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

dan pengelola anggaran/keuangan;
(5) menetapkanrencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
(6) memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan

penarikan dana;

(7) mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

(8) menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

b) Pejabat Pembuat Komitmen
(1) Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan Kegiatan yang

tercantumpadaRKPT UNY yangmenjadi tanggungjawabnya.
(2) Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak, atau dokumen

lain yang sejenis.
(3) Membuat Surat Permintaan Pembayaran LS dan menandatangani surat

bukti lainnya sebagailampiran SPP-LS.
(4) Menyampaikan SPP-LS kepada Pejabat yang diberi wewenang untuk

menandatangani SPM melalui Kuasa Pengguna Anggaran.
(5) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan

Surat Permintaan Pembayaran Pengganti Uang Persediaan (SPP-GUP)
dan menandatangani surat bukti lainnya sebagai lampiran SPP-UP/SPP-
GUP.

(6) Menatausahakan realisasi RKPT UNY pada Kartu Pengawasan
berkenaan.

(7) Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/PPK bertanggung jawab atas
kebenaran meterial akibat yang timbul dari kontrak /keputusan dan
Surat Buktilainnya yangditandatanganinya.

(8) Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran
secara periodik pada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
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c) Penandatangan SPM.
(1) Menerima dan memeriksa kelengkapan SPP-LS/UP (Uang Persediaan)

dari Kuasa Pengguna Anggaran.
(2) Mencatat penerimaan SPP-LS/UP pada Buku Pengawasan Penerimaan

SPP.

(3) Menguji SPPdari segi Wet, Recht dan Doel Matigheid.
(4) Membebankan pengeluaran pada Akun/MAK bersangkutan.
(5) Menerbitkan SPM.
(6) Menyampaikan SPM yang diterbitkan kepada KPA/ Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara.

d) Bendaharawan
(1) Bendahara Penerima

(a) Menerima, menyimpan dan menyetorkan penerimaan negara.
(b) Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan

Negara dalam rangka pelaksanaan APB UNY.
(2) Bendahara Pengeluaran

(a) Membuat SPP-UP dan menyampaikan kepada Pejabat PenerbitSPM.
(b) Mengelola Uang Persediaan.
(c) Melaksanakan pembayaran atas beban Uang Persediaan dan dalam

pelaksanaannyamemperhatikan kewajiban sebagai berikut:
i. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan

yang berwenang;
ii. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang

tercantum dalam perintah pembayaran (kuitansi);
iii. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(3) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Kuasa
Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan apabila persyaratan
tidak dipenuhi.

(4)Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya.
Dalamhal volume Uang Persediaan uang yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran terkait dengan jenis kegiatan yang berbeda, maka untuk
membantu Bendahara Pengeluaran dapat ditunjuk Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung
jawabkepada Bendahara Pengeluaran bersangkutan.

(5) Memungut dan melaporkan kepada Bendahara:
(a) Pajak Penghasilan (PPh Ps.21) atas uang, lembur/uang lelah dan lain-

lain;

(b) Pajak Penghasilan (PPh Ps.23) atas pembayaran sewa;
(c) Pajak Penghasilan (PPh Ps.22) atas pembayaran pembelian tunai

barang/jasa;
(d) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran pembelian

barang/jasa.

e)BPP

(1) Membantu Bendahara Pengeluaran untukmengelola Uang Persediaan;
(2) Mengajukan permohonan permintaan uang kepada Bendahara

Pengeluaran setelah persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen atau
penanggung jawab kegiatan;

(3) Membayarkan sesuai dengan kegiatan yang telah diajukan;
(4) Memungut dan melaporkan kepada Bendahara:

(a) Pajak Penghasilan (PPh Ps.21) atas uang, lembur/uanglelah dan lain-
lain;

(b) Pajak Penghasilan (PPh Ps.23) atas pembayaran sewa;
(c) Pajak Penghasilan (PPh Ps.22) atas pembayaran pembelian tunai

barang/jasa;
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(d) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran pembelian
barang/jasa.

(5) Melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(6) Menyetorkan dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban kepada

Bendahara Pengeluaran dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Biaya Pengeluaran BPP;

(7) BPP pada setiap kantor/satuan kerja bertanggungjawab atas uang yang
diambil dari bendahara;

(8) Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan disertai laporan
hasil kinerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau
Pejabat yang ditunjuk;

(9) Menyerahkan rekapitulasi SPJ per bulan dalam bentuk file.

f) Pembantu BPP
(1) Membantu menyusun dan menyelesaikan laporan kegiatan termasuk

penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan anggaran;
(2) Membantu BPPdalam menyelenggarakan tata usaha Keuangan;
(3) Membantu BPPmencatatsurat menyurat berkaitan dengan Keuangan;
(4) Membantu membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dalam Buku

Kas Umum UMK, Buku bank, Buku Kas Posisi, Buku Inventaris, Buku
Pajak dan Buku-buku Pembantu lainnya;

(5) Membantu menyusun, menyiapkan dan mengirimkan SPJ ke
Bendaharawan Pengeluaran.

g) Tugas dan fungsi Penerima dan PengujiSPP
Petugas Penerima SPP di Subbag Non PNBP serta Subbag PNBP, sifatnya
membantu pejabat pembuat SPM dalam pengujian SPP yang dilakukan oleh
Petugas atau Tim PengujiSPPyang mencakup aspek:

(1) Wet matigheid
Pengujian dari segi ketaatan kepada ketentuan/peraturan. Dalam
hubungan ini diuji apakah tagihan yang diajukan sudah lengkap sesuai
yang dipersyaratkan dalamketentuan dan apakah dokumen tagihansudah
dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Disinidiuji apakah kuitansisudah memenuhiketentuan sebagaiberikut:
(a) Sudah tercantum dengan jelas pihakyang memberi dan yang menerima

uang

(b) Jumlah uang dengan angka sudah sama dengan jumlah uang dengan
huruf.

(c) Sudah ditempel materai sesuai denganketentuan, dan seterusnya.

(2) Recht matigheid
Adalah pengujian dari segi perolehan hak. Diuji apakah sipenagih sudah
timbul haknya untuk menagih dan apakah hak tersebut belum kadaluarsa.

(3) Doel matigheid
Adalah pengujian dari segi ketepatan penggunaan dana sesuai maksud
dan tujuan pengalokasian dana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA). Disini diuji apakah tagihan yang diajukan adalah untuk kegiatan
yang memang sudah dialokasikan dananya pada DIPA.

h) Tugas dan fungsi Pembuat SPM
Pembuatan SPM dilakukan oleh stafsetelah berkasSPPdiujiolehpenguji SPM.

i) Tugas dan FungsiPetugasPenguji SPM
Bertugas menguji SPM dilakukan setelah berkas lengkap dan SPPnya telah
dicek Penguji SPP.
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f. Prosedur Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana
1) Prosedur pemberian Uang Persediaan melalui penerbitan SPM-UP dan

pengisian kembali Uang Persediaan melalui penerbitan SPM-GU.
2) Anggaran/Kuasa Pengguna Anggran menerbitkan SPM-UP berdasarkan alokasi

dana dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang
dipersamakan dengan DIPA atas permintaan dari Bendahara Pengeluaran yang
dibebankan pada mata anggaran pengeluaran (Akun/MAK) untuk pengeluaran.

3) KPA, berdasarkan SPM-UP tersebut diatas menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk dalam
SPM-UP.

4) Penggunaan Uang Persediaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Bendahara
Pengeluaran.

5) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan segera
setelah Uang Persediaan dimaksud digunakan.

6) Pengisian kembali Uang Persediaan dilakukan dengan mengajukan SPM-GU
kepada KPPN Pembayar dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang
sah.

7) Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dengan sesuai bukti-bukti pengeluaran
yang sah dibebankan pada mata anggaran (Akun/MAK) definitif sesuai dengan
pagu Akun/MAK yang tersedia.

8) Pembebanan dimaksud pada huruf f. diatas mengurangi pagu Akun/MAK yang
tersedia.

9) Penggunaan dan Penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan sepanjang pagu
anggaran dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang
dipersamakan dengan DIPA yang dapat dibayarkan malalui prosedur SPM-UP
masih cukup tersedia.

10) Sisa Uang Persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetor
kembali ke Rekening Kas Umum Negara selambat-lambatnya tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa Uang Persediaan dirnaksud
oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian uang persediaan sesuai mata
anggaran yang ditetapkan.

g. Prosedur Pencairan melalui LS
Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan BPP mengajukan pembayaran melalui
LS.

1) MengajukanSPP sesuaidengan Akun/MAK.
2) Melampirkan berkas pengajuan SPP LS yang sudah lengkap dan diteliti oleh

pejabat pembuat komitmen dan BPP.
3) Bendahara akan mengajukan ke KPPN setelah berkas lengkap dan SPM yang

telah ditelitioleh panguji SPP dan penguji SPM.

h. Prosedur Pencairan Dana Dari Bendahara Pengeluaran Dan Pertanggungjawaban
Dana Dari BPP UNY

1) Prosedur Pencairan Dana UP dari Bendahara Pengeluaran dan
Pertanggungjawaban Dana Rupiah Murni dan PNBP untuk Uang Persediaan
dari BPP ke Bendahara Pengeluaran.
a) Pencairan Dana UP Rupiah Murni (RM) dan PNBP

Setiap unit utama mengajukan rekapitulasi kebutuhan UP lengkap
dengan jenis Biaya (keg/MAK) yang diketahui Pejabat Pembuat
Komitmen dan BPP masing-masing, dikirim kepada Kepala BUPK selaku
Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan ke Bendahara
Pengeluaran.

b) Pertanggungjawaban dana UP Rupiah Murni (RM) dan PNBP
Setiap BPP berkewajiban mempertanggungjawabkan dana UP setelah
mencapaiminimal 75 %dari jumlahdana diterima dengan melampirkan:
(1) SPP Rupiah Murni (RM) dan PNBP;
(2) Daftar rincian penggunaan anggaran;
(3) Surat pernyataan tanggungjawab Biaya pengeluaran;
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(4) Bukti pengeluaran (kuitansi beserta lampirarmya) diurutkan sesuai
dengan nomor kegiatan dibuat ragkap 4 (empat), bukti kuitansi
yang nilainya 5 juta s.d. 10 juta diketahui oleh Pejabat Pengadaan;

(5) Lembar ke 4 (empat) beserta lampirarmya untuk arsip di unit utama
(BPP masing-masing);

(6) Bukti pungut, SSP dan Faktur pajak dilampirkan pada kuitansi;
(7) Bukti setor pajak (SSP) diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
(8) Berkas SPJ UP diserahkan ke Bendahara Pengeluaran setelah diteliti

dan dibukukan pada BPP sesuai kegiatan dan pembebanan
Akun/MAK.

Pertanggungjawaban dana UP pengadaan barang dan jasa diatas
Rp20.000.000,-. Proses Pengadaan barang dan jasa dengan pembayaran
melalui BPP dan kelengkapan SPJ meliputi:
1) Kuitansi
2) Kontrak/ SPK
3) BeritaAcara Serah Terima Barang
4) Berita Acara Penerimaan Barang
5) BeritaAcara Pemeriksaan Barang
6) Faktur Penerimaan Barang
7) Berita Acara Penelitian Penawarandan Negosiasi
8) Penetapan Pemenang/ Pelaksanaan Pekerjaan
9) Penawaran Sebelum Negosiasi
10) Penawaran Hasil Negosiasi
11) SIUPNPWPPrakualifikasiHO
12) Faktur Pajak dan SSP

Jenis Biaya /biaya yang dapat dimintakan Uang Persediaan adalah Biaya
Barang dengan AKUN:

(1) 521111
(2) 521119
(3) 521211
(4) 521213

(7) 525112
(8) 522111
(9) 522119
(10) 525113
(11) 523111

(14) 524111
(15) 524211
(16) 525115

Untuk pertanggungjawaban biaya akomodasi (hotel) diproses dengan
mekanisme Uang Persediaan.
Pencairan Dana UP PNBP.

(1) SPP UP PNBP dikelompokkan dalam 3 jenis SPP yaitu SPP untuk
Program Reguler, Non Reguler dan In-out (formatterlampir).

(2) SPJ dana UP paring lambat tanggal 25 pada bulanberjalan. Besaran dana
UP maksimal Rp 500.000.000,00, sehingga jumlah dana UP untuk masing-

Biaya Keperluan Perkantoran (Rupiah Murni)
Biayabarang operational lainnya (Rupiah Murni)
Biaya Bahan (Rupiah Murni)
Honor yang terkait dengan output kegiatan (Rupiah
Murni)

(5) 525111 : Biaya Gaji dan Tunjangan (BLU)
(6) 521219 : Biaya barang non operasional lainnya (Rupiah

Murni)
Biaya Barang (BLU)
Langganan daya dan jasa(Rupiah Murni)
Biaya Jasa Lainnya (Rupiah Murni)
Biaya Jasa (BLU)
Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (Rupiah
Murni)

(12) 525114 : Biaya Pemeliharaan (BLU)
(13) 523121 : Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (Rupiah

Murni)
Biaya perjalanan dinas biasa (DN) (Rupiah Murni)
Biaya perjalanan dinas biasa (LN) (Rupiah Murni)
Biaya Perjalanan (BLU)
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masing unit kerja dapat disesuikan dengan jumlah pagu dan volume
kegiatan yang didanai dari UP.

(3) Pertanggungjawaban dana UP oleh Pejabat Pembuat Komitmen /
BP/BPP dengan melampirkan:
(a) SPP Dana PNBP (Reguler, Non Reguler, In-out)
(b) Daftar rincian penggunaan anggaran
(c) Daftar Penerimaan honorarium, uang lelah,uang sidang dan

sejenisnya mencantumkan nomor NPWP
(d) Surat pernyataan tanggungjawab Biaya pengeluaran
(e) Bukti pengeluaran (kuitansi beserta lampirarmya) diurutkan sesuai

dengan nomor kegiatan dibuat ragkap 4 (empat)
(f) Lembar ke 4 (empat) beserta lampirarmya untuk arsip di unit utama

(BPP masing-masing)
(g) Bukti pungut, SSPdan Faktur pajak dilampirkan pada kuitansi
(h) Bukti setor pajak (SSP) diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(i) Berkas SPJ UP diserahkan ke Bendahara Pengeluaran setelah diteliti

dan dibukukan pada BPP sesuai kegiatan dan pembebanan
Akun/MAK.

(4) Pencairan Dana UP periode berikutnya dapat dilakukan setelah SPJ UP
sebelumnya disampaikan dengan target minimal 75% dari jumlah dana
UP.

Tabel2

Alur PencairanDana UP DIPA dari Fakultas / Unit dilingkungan UNY

2

Pelaksana

Kegiatan 1 2
Kuasa Pengguna

Anggaran'" w

Pejabat Pembuat
Komitmen

W

4

Proposal sesuai
RKPT

3

5

Pelaksana

Kegiatan
Bendaharawan

Keterangan:
1. Pelaksana kegiatan mengajukan proposal/permintaan dana pada

Pimpinan Unit Utama
2. PejabatPembuat Komitmen mengajukan proposal kegiatan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran tembusan BagianKeuangan / BP
3. Kuasa Pengguna Anggaran meneruskan kepada bendaharawan untuk

pencairan dana UP kepada BPP
4. Bendaharawanmembayarkan dana UP kepada BPP unit
5. BPP membayarkan pengeluaran UP/panjar kerja kepada pelaksana

kegiatan.

Prosedur Pengajuan TUP (RupiahMurni dan PNBP)
Apabila setiap fakultas/ unit kerja dalambulan berjalankebutuhan dana untuk UP
tidak mencukupi maka dapat mengajukan TUP (Tambahan Uang Persediaan), jenis
Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dengan Tambahan Uang (TU) adalah
jenis Biaya barang terdiri dari:

1)521111
2)521119
3)521211
4)521213
5)521219

: Biaya Keperluan Perkantoran (Rupiah Murni)
: Biaya barang operational lainnya (RupiahMurni)
: Biaya Bahan (Rupiah Murni)
: Honor yang terkait dengan output kegiatan (Rupiah Murni)
: Biaya barangnon operasional lainnya (Rupiah)



6)522111 : Langganan daya dan jasauntuk listrik,telpon,telkornlink dan
internet (Rupiah Murni)

7) 522113 : Biaya Jasa Profesi (Rupiah Murni)
8) 523111 :Biayapemeliharaan gedung dan bangunan (Rupiah

Murni)
9) 523121 :Biaya pemeliharaanperalatan dan mesin (Rupiah

Mumi)
10) 524111 :Biayaperjalanan dinasbiasa(DN) (Rupiah Murni)
11) 524211 :Biaya perjalanan dinas biasa (LN) (Rupiah Murni)
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Syarat-syarat mengajukan TUP adalah sbb:
1) Rincian penggunaan dengan menunjuk Akun/MAK
2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3) Surat PernyataanTanggungjawab Biaya (SPTB)
4) Fotocopy Rekening Koran BPP
5) Pengadaan barang tidak melebihi Rp 20.000.000,00

j. Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung (LS)
Yang dimaksud Pembayaran Langsung adalah pelaksanaan pembayaran yang
dilakukanoleh KPPN kepada pihakketiga/ rekanan berdasarkan SPP danSPM-LS.
1)Pengajuan dan pertanggungjawaban Gaji.

Pembayaran Gaji/ Uang Makan, SPP dan SPM-nya harus diterima KPPN paling
lambat 10hari kerja sbelum jatuh tempo.
Syarat PengajuanGaji/ Uang Makan dari Fakultas
a) SPPGaji/Uang Makan
b) DaftarRincianGaji/ Uang Makan
c) Rekap Gaji/ Uang Makan
d) Foto Copy SK Perubahan Gaji/ Uang Makan
e) SSP

Pertanggungjawaban Gaji/ Uang Makan adalah daftar penerimaan Gaji / Uang
Makan yang harus ditandatangani oleh pegawai yang menerima Gaji/ Uang
Makan.

2) Biaya Vakasi
Biaya Vakasi MAK 512311 (Rupiah Murni) dipergunakan untuk pengawas ujian,
koreksi ujian dan pembuat soal.
Biaya Uang Honor tidak tetap dalam Rupiah Murni yang sudah fix sesuai dalam
anggaran.

Pengajuan BiayaVakasi mencantumkan:
a) SPP
b) Daftar penerimaan yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen

dan BPP

c) Mencantumkan Nomor NPWP
d) SSP
e) Foto Copy SK
f) Rekapitulasi pengajuan Balanja Vakasi.
g) Pertanggungjawaban Biaya Honor tetap, Biaya Vakasi, Biaya Uang Honor

tidak tetap.
h) Menyerahkan daftar penerimaan yang telah ditandatangani oleh penerima

honorarium/ vakasi pada Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri
Yogyakarta palinglambat 7 harisetelah uang diterima.

k. Pengajuan dan pertanggungjawaban LS
1) Untuk Biaya Modal

a) Akun/MAK 532111 (Biaya modal peralatan dan mesin), 537112 (BLU).
b) Akun/MAK533111 (Biaya modal gedung dan bangunan),537113 (BLU).
c) Akun/MAK 536111 (Biaya modal fisik lainnya), 537115 (BLU).
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Pengajuan dan pertanggungjawaban Akun/MAK seperti diatas dengan sistem
LS.

2) Biaya Bantuan Langsung
a) Akun/MAK 572111 (Biaya bantuan langsung) digunakan untuk Teacing

Grant dan Research Grant.

b) Akun/MAK 572113 (Biaya bantuan bea siswa) digunakan untuk BPPS, BBM,
PPA.

3) Pengajuan dan pertanggungjawaban LS diatas Rp 20.000.000,00
a) Pejabat Pembuat Komitmenunit kerja/Fakultas mengajukan SPP-LS kepada

Kuasa Pengguna Anggaran UNY setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau
sudah mencapai prestasi 100%dalam kontrak atau SPK.

b) Pengajuan LS pada Kuasa PenggunaAnggaran dilengkapi dengan dokumen
dan bukti sbb:

(1) SPP
(2) Kuitansi (ditandatangani oleh rekanan , pejabat komitmen, bendahara

dan BPP)
(3) Permohonan pembayaran
(4) Kontrak/SPK
(5) Ringkasan Kontrak rangkap9
(6) Berita Acara Serah TerimaBarang
(7) Berita Acara Penerimaan Barang
(8) Berita Acara Pemeriksaan Barang
(9) Faktur Pengiriman Barang
10) Berita Acarapenelitianpenawaran dan negoisasi
11) Surat pernyataan kesanggupan mengerjakan
12) Fakta Integritas
13) Penetapan pemenang/ pelaksana pekerjaan
14) Penawaran sebelum negoisasi
15) Penawaran hasil negoisasi
16) SIUP NPWP prakualifikasi HO
17) Faktur pajak dan SSP
18) Referensi Bank
19) Jaminan Bank bagi yangmengambil uang muka

(20) Surat Permintaan Pembayaran(SPP)
(21) SuratPernyataan Tanggungjawab Biaya (SPTB)

Untuk pembayaran LS dengan sistem lelang mengacu Undang-undang yang
berlaku.

4) Pembayaran langsung yang bersifat kontraktual ( Penelitian, Pendamping, PPM,
dll), Pejabat Pembuat Komitemen mengajukan SPP denganmelampirkan:
a) SPP yang ditandatangani Pembuat Komitmen
b) Kuitansi
c) Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan
d) Ringkasan KontrakRangkap 9
e) Permohonan Pembayaran
f) Laporan Prestasi Kerja
g) Berita Acara SerahTerima Pekerjaan
h) Foto Copy Rekening Bank
i) SSP
j) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
k) Surat Pernyataan Tanggungjawab Biaya (SPTB)
1) Pembayaran LS yang bersifat kontraktual dengan sistim termijn
m) SPPyang ditandatanganiolehPejabat PembuatKomitmen
n) Kuitansi
o) Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan



Pelaksana

Kegiatan

p) Ringkasan Kontrak rangkap 9
q) Permohonan Pembayaran
r) BaritaAcara Serah Terima Pekerjaan
s) Foto Copy Rekening Bank
t) SSP
u) Laporan Kemajuan Pekerjaan
v) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
w) Surat PernyataanTanggungjawab Biaya (SPTB)

Tabel3

Alur Pencairan DanaLS (Langsung)

u

Pimpinan Unit
Utama/Pembuat

Komitmen

Mengajukan
SPP-LS dan

Berkas
Tanihan

Penguji SPP

Bendahara/User/

Pelaksana

Kegiatan

KPPN

(SP2D)

4—

Penerbit

SPM

Penguji
SPM

Keterangan:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran dana kepada pimpinan unit
utama/pembuat komitmen.
Pimpinan unit utama/pembuat komitmen memproses dan mengajukan SPP-LS
lengkap dengan berkas tagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui SPP LSdan diteruskan kepada penguji SPP.
Setelah SPP LS diuji, pengujiSPP mengajukan penerbitan SPM.
Pejabat Penerbit SPM menguji SPP dan mengajukan SPM ke KPPN untuk diterbitkan
(SP2D).
KPPN menerbitkan (SP2D) (uang ditransfer ke Bendahara/User/Pelaksana Kegiatan.
Pemungutan dan Penyetoran Pajak.

Pemungutan pajak UP dilakukan oleh BPP dengan mengacu Undang-
perpajakan, sedangkan pemungutan pajak LSdilakukan oleh KPPN.
Penyetoran pajak UPdenganMata Anggaran Penerimaan (MAP)
a. PPhpasal21 MAP 411121 kode jenissetoran100

PPh pasal22 MAP 411122 kode jenis setoran900
PPhpasal23 MAP 411124 kode jenissetoran100
PPN MAP 411211 kode jenis setoran 900
PPh Pasal 4 ayat 2 MAP 411128 kode jenis setoran 409.

undang

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi Biaya/pengeluaran
kas ini adalah sebagaiberikut:

No. Jenis Transaksi

Biaya dengan mekanisme
UP/GU/TU

Biaya dengan mekanisme
LS

Penerimaan Pajak
Penyetoran Pajak

Dokumen Sumber

Bukti Pengesahan SPJ
SPM

Bukti transaksi lainnya
-SP2D-SPM
Nota Debit Bank

Bukti pengeluaran lainnya
Bukti Pemotonngan Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP)
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8. PENJURNALAN BIAYA

Akun No. Akun Ref. Debit Kredit

Biaya Gaji dan Tunjangan
Kas di Bendahara

Pengeluaran

xxx

Xxx

Akun No. Akun Ref. Debit Kredit

Biaya Barang
Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

Xxx

Akun No. Akun Ref. Debit Kredit

Biaya Pemeliharaan
Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

Xxx

Akun No. Akun Ref. Debit Kredit

Biaya Perjalanan
Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

Xxx

Akun No. Akun Ref. Debit Kredit

Biaya Modal Tanah
Kas di BendaharaPengeluaran

xxx

Xxx

Akun No. Akun Ref. Debit Kredit

Biaya Modal Peralatan dan Mesin
Kas di BendaharaPengeluaran

xxx

Xxx

Akun No. Akun Ref. Debit Kredit

Biaya Modal Gedung dan
Bangunan

Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

Xxx

Akun

BiayaModal Fisik lainnya
Kas di Bendahara Pengeluaran

No. Akun Ref. Debit Kredit

xxx

Xxx

Akun No. Akun Ref. Debit Kredit

Biaya Bantuan Sosial
Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

Xxx

Pajak yang timbuldari transaksi tersebut diatas dijurnal sebagai berikut:
1. Jurnal Pencatatan Pemotongan Pajak

Akun
No

Akun

Ref
Debit Kredit

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Utang Pajak xxx
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Ketika dilakukan peyetoran pajak, berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP)
tersebut, dilakukan penghapusan utang pemotongan pajak tersebut dengan jurnal
sebagai berikut.

2. Turnal Pencatatan penyetoran Pajak

Akun No Akun Ref Debit Kredit

Utang Pajak xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

a. Prosedur akuntansi Non Kas

Pembentukan Cadangan Penyusutan Aset

Akun No Akun Ref Debit Kredit

Biaya Depresiasi
Akumulasi Depresiasi

Rp. xxx
Rp.Xxx



BAB II

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Sistem Akuntansi Aset Tetap
Sistem Akuntansi Aset Tetap adalah suatu sistem yang menghasilkan laporan

tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi
tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan
milik BLU tetapi berada dalam pengelolaan BLU.

Pengembangan Sistem Akuntansi Aset Tetap diserahkan sepenuhnya kepada
BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU UNY dapat menggunakan sistem yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

2. Definisi Aset Tetap
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU

UNY sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa
depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasansejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa
depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan
sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional BLU
UNY, berupa arus kas dan setarakas kepada BLUUNY.

Pengertian Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan
dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada
pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkanuntuk digunakan lebih dari
satu tahun.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi
jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang
sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan
dengan komponen neraca lainnya.

Pengertian Aset Tetap dalam pernyataanStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum.

Berikut definisi yang berkaitan dengan Aset tetap di BLU UNY sebagaimana
dalam penjelasan berikut ini:
a. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (depreciable

amount) dari suatu aset selamaumur manfaatnya.
b. Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu

aset dikurangi nilai sisanya.
c. Umur manfaat (useful life) adalah suatu periode dimana aset diharapkan dapat

digunakan; atau jumlah produksi atauunit serupa yang diharapkan akan diperoleh
dari aset tersebut.

d. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi atau, jika dapatditerapkan, jumlah yang diatribusikan ke
aset pada saat pertama kali diakui.

e. Nilai sisaaset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh BLU dari pelepasan
aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai
umur dan kondisi yang diharapkan padaakhirumur manfaatnya.

f. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara
pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu
transaksi dengan wajar (arm's length transaction).

g. Jumlah tercatat (carrying amount) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah
dikurangi akumulasi penyusutan danakumulasi rugipenurunan nilai.

h. Kerugian penurunan nilai (impairment loss) adalah selisih negatif antara jumlah
tercatat suatu aset dengan jumlah manfaatekonomi yang dapat diperoleh dari aset
tersebut.

41



42

i. Aset bukan milik BLU UNY namun dikuasai dan dimanfaatkan oleh BLU UNY,
akan diungkapkan dalam CaLK.

3. Klasifikasi Aset Tetap
Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan di neraca BLU UNY dengan

dikelompokan berdasarkan urutan tingkat likuiditasnya sebagaiberikut:
a. Persediaan

Persediaan mencakup aset lancar yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan
dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan perlengkapan (supplies) untuk
digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa tidak lebih dari 12 bulan.
Nilai persediaan dilaporkan bersama LBMN dan diungkapkan dalam neraca serta
CALK/CRBMN. Nilai persediaan diakui dan dicatat berdasar metode FIFO, adapun
yang termasuk dalam klasifikasi persediaan ini meliputi antara lain: Barang
Konsumsi, Bahanuntuk Pemeliharaan, dan Suku Cadang.

b. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau
dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah/satker/kuasa pengguna barang atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh BLU UNY telah tercatat dalam Sistem
Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) per15Januari 2012.

c. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan
mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah/satker/kuasa pengguna barang atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat
diklasifikasikan dalam Peralatan danMesin ini mencakupantara lain: alat berat; alat
angkutan; alat bengkel dan alat ukur; komputer; alat kantor dan rumah tangga;
mebelair, alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat produksi, pengolahan dan
pemurnian; alat peraga;dan unit peralatan proses produksi.

d. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalahgedung dan
bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untukdigunakan dalam
kegiatan pemerintah/satker/kuasa pengguna barang atau dimanfaatkan
olehmasyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis
gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen,bangunan
menara, dan rambu-rambu.

e. Jalan dan Jembatan
Jalan dan Jembatan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, dan
jembatan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah/satker/kuasa pengguna barang atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang
termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: Jalan danjembatan, dan Jalan
Khusus Kompleks.

f. Irigasi
Irigasi yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah irigasi yang dirniliki atau
dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah/satker/kuasa pengguna barang atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam
klasifikasi inimencakup antara lain: bangunan air, saluran drainase pembuang, bak
penampung/kolam/menara penampungan, saluran pembuang air bangunan air
hujan, saluran air kotor sambungan darirumah.

g. Jaringan
Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jaringan yang dirniliki atau
dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah/satker/kuasa pengguna barang atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam
klasifikasi ini mencakup antara lain: jaringan telepon, instalasi komputer, instalasi
Gardu Listrik induk kapasitas kecil dansedang.
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h. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya
ini dapat meliputi bahan perpustakaan, buku, monografi, referensi dan barang
bercorak seni, budaya dan olah raga.

i. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah Asset yang sedang dalam proses
pembangunan. KDP mencangkup tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya yang proses peroleharmya
dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum
selesai.

j. Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar,aset
tetap dan investasi permanen, yang terdiri dari:
1) Aset Tak Berwujud; adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dilihat

bentuknya, akan tetapi memberikan konstribusi nyata bagi
pemerintah/satker/kuasa pengguna barang atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tak berwujud yang
termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: software komputer, aplikasi
system, lisensi dan franchise, hak cipta, hak paten dan hasil kajian/penelitian
yang memberikan manfaat jangka panjang.

2) Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah; adalah aset tetap
yang dimiliki atau dikuasaioleh pemerintah akan tetapi dalam kegiatannya tidak
dapat dipergunakan oleh pemerintah/satker/kuasa pengguna barang karena
dalam kondisi rusak berat sampai batas proses SK penetapan penghapusan dan
Risalah Lelang dari KPKNL. Klasifikasi dalam Aset tetap yang tidak digunakan
ini antaralain: proses penghapusan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. Pengakuan Aset Tetap
Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset tetap dapat diakui dan

dikelompokkan sebagai asettetapapabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Memiliki nilaiataubiaya perolehan yangdapat diukur secara andal;
c. Nilainya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi sesuai

peraturan tentang BarangMilik Negara (BMN);
d. Tidak dimaksudkan untuk dijualdalam operasinormal entitas;dan
e. Diperolehatau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima
atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh
suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca.

Pengakuan Perolehan Aset Tetap meliputi:
a. Pembelian, merupakan perolehan BMN dari terjadinya transaksi pertukaran dengan

penyerahan sejumlahuang untuk memperolehsejumlahbarang;
b. Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil transfer masuk dariunit lain

dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya
ekonomi;

c. Hibah, merupakan perolehan BMN dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat yang
telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan diakui pada
saat hak kepemilikan berpindah kepada BLU;

d. Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil
penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang
telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);

e. Aset tetap yang dibangun sendiri:
1) Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset tetap pada saat aset

tersebut telah dalam kondisi siap digunakan;
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2) Selama proses pembangunan, biaya yang timbul sehubungan dengan
pembangunan aset tetap dicatat pada pos sementara Konstruksi Dalam
Pengerjaan. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk
digunakan maka seluruh jumlah biaya konstruksi dalam pengerjaan
direklasifikasi ke aset tetap;

f. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset tetap jika memenuhi
salah satu dari kriteria sewa pembiayaan sebagai berikut:
1) Pada akhir masa sewa, kepemilikan aset beralih kepada penyewa (lesse);
2) Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah

dibanding nilai wajarnya pada saat opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga
pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan;

3) Masa sewa mencakup sebagian besar (75% atau lebih) masa manfaat ekonomi
aset tersebut meskipun hak milik tidak dialihkan;

4) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa rninimum mendekati
nilai wajar aset, yaitu mencapai 90% atau lebih nilai wajar aset tersebut;

5) Aset sewa memiliki karakteristik khusus dimana hanya penyewa yang dapat
menggunakanya tanpa memerlukan modifikasi material;

g. Aset Hibah adalah Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak
kepemilikan berpindah kepada BLU;

h. Pengeluaran setelah perolehan awal terdiri dari:
1) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa

manfaat atau kemungkinan besarmemberi manfaat keekonomian di masa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset
yang bersangkutan (dikapitalisasi);

2) Pengeluaran setelah perolehan yang tidak menimbulkan pertambahan masa
manfaat, kapasitas, mutu atau standar kinerja harus diakui sebagai beban
pemeliharaan. Misalnya BLU UNY melakukan pengecatan seluruh gedungnya
dengan biaya Rpl00.000.000.00 Pengeluaran tersebut harus dicatat sebagai
beban pemeliharaan gedung karena pengecatan hanya untuk mempertahankan
kondisi aset;

i. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang diperoleh dari
pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna,
tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.
Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya
didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum
Negara (Rupiah Murni) atau Kas BLU. Dokumen sumber untuk merekam
pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan
Dana Langsung (SP2D LS) dan SP3B.
Contoh jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Belanja Modal
Kas di Bendahara Pengeluaran
Utang Pajak

(Untuk mencatat realisasi belanja modal)

XXX

XXX

XXX

Atas belanja modal tersebut, BLU UNY akan memperoleh aset tetap yang harus
disajikan di neraca. Adapun untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat
dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1) Aset tetap Intrakomptabel, adalah daftar BMN berupa aset tetap yang

memenuhi kriteria kapitalisasi dan BMN yang tersaji di Neraca, adapun batas
nilai kapitalisasi peralatan mesinadalah >Rp 300.000,00 batas nilai kapitalisasi
gedung dan bangunan adalah £ Rp 10.000.000,00 dengan umur ekonomis 1
tahun; dan

2) Aset tetap Ekstrakomptabel, adalah daftar BMN berupa aset tetap yang nilainya
dibawah Rp300.000,00 selanjutnya dijelaskan dalam CaLK dan Catatan Ringkas
Barang Milik Negara (CRBMN).
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Contoh Jurnaluntuk pengakuan perolehanaset tetap di Neraca adalah sebagai
berikut:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Tanah XXX

Peralatan dan Mesin XXX

Gedung dan Bangunan XXX

Jalan dan Jembatan XXX

Irigasi XXX

Jaringan XXX

Aset Tetap Lainnya XXX

Konstruksi dalam Pengerjaan XXX

Aset Tak Berwujud XXX

Belanja Modal XXX

Pengukuran Aset Tetap
Aset tetap yang dirniliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur

untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Komponen pengukuran biaya yang dapat
dimasukkan sebagai biaya perolehan suatuasettetap terdiridari:
a. Pengukuran pada saat pengakuan awal

1) Biaya perolehan
Pada saatpengakuanawal, aset tetap dicatat sebesar biaya peroleharmya. Biaya
perolehan aset tetap meliputi harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya
hukum, bea impor, setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya, dan setiap
biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi
dan kondisi yang membuat aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang
dikehendaki. Biaya yang dapat diatribusikan meliputi biaya penyiapan
lahan/tempat, biaya pengiriman, penyimpanan dan bongkar-muat, biaya
pemasangan, biaya pengujian dan biaya professional;

2) Perolehan dengan sewa pembiayaan, pembayaran cicilan atau penangguhan
pembayaran
Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa pembiayaan (finance lease),
pembayaran cicilan, atau penangguhan pembayaran untuk jangka waktu lebih
dari satu tahun, maka biaya perolehan aset tersebut harus diukur sebesar nilai
kini dari seluruh pembayaran dimasa depan. Sedangkan bunga yang
diperhitungkan harus diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sewa
pembiayaan,cicilan atau penangguhan pembayaran;

3) Perolehan dengan pertukaran
Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau
kombinasi aset moneter dan aset non moneter, maka biaya perolehan aset
tersebut diukur pada nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan,
mana yang lebih andal.
Jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar
aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal,
makabiaya perolehan aset diukur pada jumlah tercatat asetyangdiserahkan.
Jika biaya perolehan menggunakan nilai wajar, maka selisih yangterjadi antara
nilai wajar dan jumlah tercatat aset lama diakui sebagai keuntungan atau
kerugian pertukaran;

Pengukuran setelah pengakuan awal
1) Setelah pengakuan awal, BLU harus mengukur seluruh aset tetapnya pada

biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan
nilai;

2) Penilaian kembali
3) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali

dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Revaluasi aset tetap, jika
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dilakukan, harus mencakup seluruh unsur di dalam suatu kelompok aset tetap.
Selisih yang timbul antara nilai revaluasi dan jumlah tercatat aset tetap diakui
sebagai bagian dari ekuitas, dan dijelaskan dalam CALK;

4) Penurunan nilai
Pada saat tertentu jumlah tercatat suatu aset tetap mungkin tidak lagi sepadan
dengan nilai manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh dari aset tersebut
dimasa depan, misalnya karena kerusakan fisik atau keusangan menyebabkan
kinerjanya menurun. Jika ini terjadi, maka aset tersebut harus diturunkan
nilainya sampai sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi
yang tersisa, dan jumlah penurunan nilainya diakui sebagai kerugian
penurunan nilai aset tetap. Jumlah penurunan nilai diukur sebesar taksiran
jumlah penurunan kinerjanya;

5) Aset tetap yang dihentikan penggunaannya
Jika suatu aset tetap dihentikan penggunaannya secara permanen, maka aset
tersebut harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan direklasifikasi ke aset
tidak lancar lainnya sebesar nilai wajarnya. Selisih yang timbul antara nilai
tercatat dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam
laporan aktivitas periode berjalan. Jika nilai wajar aset tersebut tidak dapat
ditentukan secara andal, maka asetdiukur padanilai tercatatnya;

6) Aset tetap yang akan dijual
BLU UNY tidak diperkenankan menghapuskan aset dan menjualnya kecuali
telah mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Menteri Keuangan
(DJKN/KPKNL). Aset tetap yang telah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan untuk dijual atau dilelang harus dihentikan penggunaannya dan
direklasifikasi ke kelompok aset lancar sebesar nilai wajarnya, yaitu taksiran
harga jual yang wajar. Selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai
wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan aktivitas
periode berjalan.

Penyusutan
1) BLU UNY harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan

(depreciable assets) secara sistematis selama umur manfaatnya;
2) Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika

aset berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu
beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan. Penyusutan tidak dihentikan
ketika aset tetap tidak digunakan, kecuali jika aset tersebut dihentikan
pengakuannya atau telah disusutkan secara penuh;

3) Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode dan tarip
penyusutan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan
memperhatikan nilaiekonomisdan manfaatteknisnya.
Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:
a) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak

dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau
membawa aset ke kondisi kerjanya; dan

b) Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa kecuali biaya
tersebut perlu untuk membawa asetke kondisi kerjanya.

Untuk lembaga pemerintah yangbarupertama kaliakanmenyusun neraca,
perlu ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk mencantumkan nilai aset
tetapnya di neraca. Pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset
tetap pada saat neraca tersebut disusun. Misalnya nilai tanah pada saat
peroleharmya tahun 1985 adalah Rp200.000,000,00 Pada waktu akanmenyusun
neraca awal tahun 2005, tanah tersebut dinilai dengan nilai wajarnya, misalkan
dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), ternyata nilainya adalah Rp
350.000.000,00 Dengan demikian nilai tanah yang akan dicantumkan di
neraca adalah Rp 350.000.000,00 Penilaian dengan menggunakan nilai wajar ini
dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara material berbeda
dengan nilai wajarnya atau yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum
tanggal penyusunan neraca awal.
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Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga
peroleharmya. Dengan demikian transaksi perolehan aset setelah disusunnya
neraca yang pertama kali dicatat berdasarkan harga peroleharmya.
Contoh Kasus Perolehan Tanah

BLUUNY membeli tanah dengan hargaRp 30.000.000.000,00 dimana di atasnya
berdiri bangunan senilai Rp 10.000.000.000,00. Untuk membuat tanah tersebut
siap digunakan maka harus dikeluarkan lagi biaya untuk pembongkaran
bangunan sebesar Rp 2.000.000.000,00 pematangan tanah Rpl.000.000.000,00
dan balik nama Rp 1.000.000.000,00. Harga perolehan tanah ini adalah sebesar
Rp34.000.000.000,00 (30.000.000.000,00 + 2.000.000.000,00 + 1.000.000.000,00 +
1.000.000.000,00).

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Tanah

Belanja Modal Tanah
34 M

34 M

d. Perolehan Secara Gabungan
Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan, yang dimaksud dengan
gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang
tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara
penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah
dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset
tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset
tetap tersebut di pasaran.
Contoh Kasus Perolehan Secara Gabungan
Satker UNY membeli 1 buah meja rapat dan 10 buah kursi dengan harga Rp
15.000.000,00 Harga pasar meja Rp 10.000.000,00 sedangkan 1 buah kursi Rp
1.000.000,00. Atas transaksi ini harga perolehan mejadicatat dengannilaisebesar Rp
7.500.000,00 (10/20 x 15), sedangkan kursi masing-masing dicatat dengan nilai Rp
750.000,00 (1/20 x 15). Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan &
Mesin

15 juta
15juta

Pertukaran Aset Tetap
Pemerintah dimungkinkan untuk saling bertukaraset tetap baik yang serupa

maupun yang tidak. Permasalahan utama apabila suatu aset dipertukarkan adalah
bagaimana cara penilaiannya.

Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset
lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai
wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang
harus diserahkan untuk mendapatkanasettetapbaru tersebut.

Misalnya aset tetap Satker Universitas A berupa sepeda motor senilai Rp
10.000.000,00 ditukar dengan aset tetap Satker Universitas Bberupa mesin fotocopy
dengan nilai Rp 7.500.000,00 dan memperoleh tambahan kas sebesar Rp
2.000.000,00. Atas pertukaran tersebut, Satker Universitas A mencatat penghapusan
motor senilai Rpl0.000.000,00, penambahan kas karena pendapatan lain-lain senilai
Rp 2.000.000,00, dan perolehan mesin foto copy senilai Rp 7.500.000,00. Sedangkan
Satker Universitas B mencatat penghapusan aset tetap mesin fotocopy senilai Rp
7.500.000,00 pengurangan kas karena belanja modal senilai Rp 2.000.000,00 dan
perolehan asettetapberupa sepeda motordengannilaiRp 9.500.000,00.

Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki
manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan aset
yang serupa, maka tidak adakeuntungan dan kerugian yang diakui dalamtransaksi
ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount)
atas aset yang dilepas.
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Contoh transaksi untuk kasus ini adalah komputer senilai Rp 7.000.000,00
ditukar dengan komputer yang sama dan senilai, maka pencatatan yang harus
dilakukan adalah menghapus komputer yang lama senilai Rp 7.000.000,00 dan
mencatat perolehan komputer yang baru senilai Rp 7.000.000,00.

f. Aset Donasi

Donasi merupakan sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan. Aset
tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah harus dicatat sebesar harga taksiran
atau harga pasar yang layak. Donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun
barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran. Jika donasi/hibah ini dalam bentuk uang tidak akan terjadi
permasalahan. Lain halnya dengan hibah dalam bentuk barang. Perlakuan untuk
hibah dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah-olah ada uang
kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset
tetap yang bersangkutan. Untuk keperluan administrasi anggaran akan diterbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan sebesar nilai barang yang
diterima. Dengan demikian, jurnal yang harus dibuat meliputi 3 jurnal yaitu
pengakuan pendapatan, belanja modal, dan jurnal pengakuan aset tetap. Jurnal
pengakuan pendapatan dan belanja modal akan mempengaruhi laporan aktivitas,
sedangkanjurnal pengakuanasetmempengaruhi neraca.
Contoh KasusHibah Dalam BentukBarang
UNY mendapat hibah dari Bank PT X berupa 1 buah mobil dengan nilai wajar
sebesar Rp 100.000.000,00. OlehUNY transaksi ini diakui sebagai pendapatan hibah
di Laporan Aktivitas sebesar Rpl00.000.000,00, belanja modal di Laporan Aktivitas
sebesar Rpl00.000.000,00 dan penambahan aset tetap di neraca sebesar
Rpl00.000.000,00.

Jurnal untuk transaksi ini adalah:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Peralatan& Mesin (kendaraan)
Pendapatan Hibah

100 juta
100 juta

g. Aset Tidak Berwujud
Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik. Adapun asettidak berwujud dapat diakui apabila:
1) BLU akan memperoleh manfaatekonomi dimasa depan dariaset tersebut; dan
2) Biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal.
Semua asettidak berwujudyangdimiliki BLU dianggap mempunyai umur manfaat
yang terbatas. Jika BLU tidak mampu mengestimasi umur manfaat suatu aset tidak
berwujud, maka umur manfaatnya ditentukan palinglama 10tahun, dan Aset tidak
berwujuddiamortisasi selama umur manfaatnya dengan metode garis lurus.

h. Aset Bersejarah
Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dirniliki atau dikuasai oleh

pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi
oleh peraturan yangberlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset
tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika
mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

Barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya.
Oleh karena itu dalam Standar Akuntansi Pemerintah diatur bahwa aset bersejarah
tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini pun hanya mencantumkan kuantitas fisiknya
saja tanpa nilai peroleharmya.

Apabila aset bersejarah tersebut masih dimanfaatkan untuk operasional
pemerintah, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuannya sama seperti
aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.
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3. Pengukuran Aset Tetap Setelah Perolehan.
a. Pengukuran Setelah Perolehan.

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam
kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi
merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya
dikemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang
bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk
peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset
tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan
adalah belanja yangmemberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak
berpengaruh padanilai asettetap yangbersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang
memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja
modal,harus dikapitalisasi untuk menambah nilaiasettetap tersebut.

Misalnya UNY mempunyai sebuah Personal Computer yang dibeli tahun
2008 dengan nilai perolehan Rp7.000.000,00. Setiap tahun dikeluarkan biaya
pemeliharaan sebesar Rp 200.000,00. Setelah biaya pemeliharaan tersebut
dikeluarkan, nilai komputer tetap Rp7.000.000,00. Pada tahun 2009 Personal
Computer tersebut diupgrade dengan biaya Rp500.000,00. Atas biaya upgrade yang
dapat meningkatkan kapasitas Personal Computer tersebut, maka nilai Personal
Computer menjadi Rp7.500.000,00.

b. Pengukuran Berikutnya Terhadap PengakuanAwal.
Seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah akan
mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena pemakaian. Dalam
rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan
penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan
penggunaannya, atau dilepaskan.

1) Penyusutan
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas
dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,
seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset
tersebut. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap harus (depreciable
assets) harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode
penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset (the pattern in
which the asset's economic benefits are consumed by the enterprise) oleh BLU.
Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang
bersangkutan.
Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor
komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara
wajar. Jurnal standar untuk penyusutanadalah sebagai berikut:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Biaya Penyusutan
Akumulasi Penyusutan

(Untuk mencatat penyusutan)

XXX

XXX
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Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis
sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat
menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (service potential)
yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan meliputi antaralain:
a) Metode garis lurus (straight line method); atau
b) Metode saldo menurun ganda (double declining method); atau
c) Metode unit produksi (unit ofproduction method)

Adapun BLU UNY menerapan penyusutan dengan metode garis lurus.
Metode garis lurus ini dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut
Sebuah mesin fotocopy yang dibeli dengan harga Rp 10.000.000,00 dan
diperkirakan mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dan kapasitasnya
mampu memfotocopy sebanyak 100.000 lembar. Penyusutan yang dapat
dihitung setiap tahun dari mesin ini adalahsebagaiberikut:
Contoh Metode garis lurus
Tahun I: Rp 10.000.000,00 :4 = Rp 2.500.000,00.
Jurnal:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Biaya Depresiasi Peralatan & Mesin 2.500.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan 2.500.000

& Mesin

(Untuk mencatatpenyusutan)

Penghitungan dan jurnal yang sama harus dilakukan untuk 3 tahun berikutnya
sehingga nilai dari mesin tersebut pada akhir tahun ke 4 adalah Rp 0,00.
Penyusutan Aset tetap dengan metode garis lurus dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:

No. lenis Aset TetaD Umur (Th)
1 Peralataan dan Mesin 4

2

3

4

5

6

Gedung dan Bangunan
Jalan dan Jembatan
Irigasi
Jaringan
Kendaraan Roda 2-3

20

16

16

16

4

7 Kendaraan Roda 4 8

8 Aset Tak Berwujud* 10

2) Penilaian Kembali (Revaluasi)
Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, BLU dapat melakukan
penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset
tetap BLU yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. Penilaian
kembali (revaluasi) dapat dilakukan sepanjang revaluasi tersebut dilakukan
berdasarkan ketentuan yang berlaku misalkan undang-undang, peraturan
pemerintah, atau peraturan presiden.
Apabila revaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus
disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset
tetap yang bersangkutan sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasidengan
nilai tercatat.

Contoh Jurnal Revaluasi

Jurnal standar untuk mencatat hasil revaluasi adalah:
a) Bila nilairevaluasi lebihkecildaripada nilaitercatat, misalnyauntuk tanah.
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Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Ekuitas

Tanah

(Untuk mencatat revaluasi)

XXX

XXX

b) Bilanilai revaluasi lebih besar daripada nilai tercatat, misalnya:
Tanggal Nama Perkiraan

Tanah

Ekuitas

(Untuk mencatat revaluasi)

Kode Debet

XXX

Kredit

XXX

Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap
Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap
tersebut akan dilakukan penghentian dan pelepasannya dari penggunaan melalui
transaksi penghapusan dari pembukuan. Adapun proses penerbitan SK penetapan
penghapusanseringkali memerlukanwaktu yang lama, sementara menunggu surat
keputusan penghapusan terbit maka BLU UNY melakukan identifikasi aset yang
rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset tetap
menjadi akun Aset Lain-lain dalam kelompok aset lainnya di neraca dan
diungkapkan dalamCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan CRBMN.
Jurnal standar untuk penghentian aset tetap dari penggunaannya adalah sebagai
berikut:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Aset Lainnya
Aset Tetap Peralatan & Mesin

(Untuk mencatat penghentian aset
tetap)

XXX

XXX

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, berarti
aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tertap sehingga harus
dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui dasar hukum SK
penetapan penghapusan dari Menteri Keuangan (DJKN/KPKNL), maka aset tetap
tersebutharus dieliminasi darineraca dan diungkapkan dalamCaLK.

Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sbb:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Ekuitas

Aset Tetap Lainnya
(Untuk mencatat pelepasan aset tetap)

XXX

XXX

4. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap
a. Penyajian

Penyajian posisi Barang Milik Negara BLU-UNY di Neraca SIMAK BMN adalah
sebagai berikut:

AKUNNERACA
JUMLAH

KODE URAIAN

Tanah Xxxx

Peralatan dan Mesin Xxxx

Gedung dan Bangunan Xxxx

Jalan dan Jembatan Xxxx



AKUN NERACA
JUMLAH

KODE URAIAN

Irigasi Xxxx

Jaringan Xxxx

Aset Tetap Lainnya Xxxx

Konstruksi Dalam pengerjaan Xxxx

Aset tidak Berwujud / Software Xxxx

Aset Tetap yg tdk digunakan dim operasi
pemerintahan

Xxxx

JUMLAH Xxxxxxxxx
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Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset dan dirinci
berdasarkan jenisnya.

b. Pengungkapan
Untuk memberikan informasi yang akuntabel pada neraca, maka informasi
pendukung yang perlu diungkapkan adalah sebagaiberikut:
1) LaporanCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
2) LaporanCatatanRingkasBarang Milik Negara (CRBMN);
3) LaporanBarang Milik Negara Intrakomptabel; dan
4) LaporanBarang Milik Negara Ekstrakomptabel.

Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang
tercantum dalam neraca.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang harus diungkapkan untuk
masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:
1) Kebijakanakuntansi yang diterapkan dalam menyajikan aset tetap;
2) Rincian aset tetap yang dikelompokkan kedalam aset yang dimiliki dan aset

sewa;

3) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunannilai
pada awal dan akhir periode baik untuk aset tetap yang ctimiliki maupun aset
yang diperoleh dari sewa pembiayaan (aset sewa);

4) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan
lainnya seperti revaluasi dan reklasifikasi, baik untuk aset tetap yang dimiliki
maupun aset yang diperoleh dari sewa pembiayaan (aset sewa); dan

5) Keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik danaset tetap yang dijaminkan
atas utang.

Dalam Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) yang harus diungkapkan
untuk masing-masing jenis asettetapadalah sebagai berikut:
1) Dasarpenilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2) Informasi Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan: Mutasi penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan
perubahan nilai jika ada,dan mutasi aset tetap lainnya berdasarkan kriteria
kapitalisasi Intrakomptabel;

3) Informasi Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan: Mutasi penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan
perubahan nilai jika ada,dan mutasi aset tetap lainnya berdasarkan kriteria
kapitalisasi Ekstrakomptabel; dan

4) Informasi Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan: Mutasi penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan
perubahan nilai jika ada,dan mutasi aset tetap lainnya berdasarkan kriteria
kapitalisasi Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.

Selain itu, dalamCaLK juga harus diungkapkan:
1) Eksistensi danbatasan hak milik atas aset tetap;
2) Kebijakan akuntansi untukkapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;



53

3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset

tetap.
Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap
yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu Satuan Kerja BLU. Laporan keuangan perlu
lampiran dan rincian aset tetap tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode
aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, nilai perolehan aset tetap, dan data
sumber yang sah sebagaipendukung ataslaporankeuangan tersebut.

C. PERLAKUAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.

1. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan atau sering disebut KDP adalah aset-aset yang

sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
peroleharmya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan
belum selesai.

Selanjutnya bahwa suatu KDP akan diakui sebagai aset tetap yang definitif jika
pekerjaan yang meliputi (Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan)
secara kapitalisasi nilai substansinya telah selesai dikerjakan dan telah dapat
memberikan manfaat, disertai penjelasan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
(BAPP) atau lebih dikenal sebagai Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau PHO
{Provision Hand Over) dan selanjutnya ditertibkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
Kedua atau lebih dikenal sebagai Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan atau FHO
(Final Hand Over) dengan dilampiri data sumber yang relevan. Merujuk Perpres Nomor
54 Tahun 2010 dan PSAP Nomor 8 paragraf 15, bahwa dokumen BAPP atau PHO adalah
dokumen yang ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor, selanjutnya dokumen BAST
atau FHO ditandatangani oleh PPK, Kontraktor, untuk diserahkan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Tujuan penyusunan pedoman akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah
memberi petunjuk kepada organisasi yang terkait dalam pelaksanaan pencatatan dan
pelaporan KDP agar organisasi tersebut memiliki persepsi yang sama sehingga tercapai
keseragaman dalam akuntansi KDP, sedangkan tujuan akuntansi KDP adalah:
a. Menyediakan informasi yang akurat sesuai data sumber tentang KDP;
b. Mengamankan asset Negara melalui transaksi KDP dalam pencatatan, pemrosesan,

dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten;
c. Mendukung penyelenggaraan sistem akuntansi yang menghasilkan informasi KDP

sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, yang dilakukan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan

d. Sebagai bahan Dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU
UNY.

2. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan
dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka
panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya
perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. KDP
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses peroleharmya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, maka konstruksi dari setiap aset
diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di
bawah ini terpenuhi:
a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja

dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-
masing aset tersebut; dan

c. Biayamasing-masing aset dapat diidentifikasikan.
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Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas
permintaan pemberi kerja dan dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan
diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau

fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak

semula.

Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika:
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan

dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional BLU
atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya
diklasifikasikan dalam aset tetap. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
a. Konstruksi yang secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapatmemberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang definitip setelah
pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan
tujuan peroleharmya.

3. PengukuranKonstruksi DalamPengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
a. Biaya yangberhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya

pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan
bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta
biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan
konstruksi; dan

b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan
bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang
bersangkutansepertibiayainspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan dengan kontrak konstruksi meliputi:
a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat

penyelesaian pekerjaan;dan
b. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan

pelaksanaan kontrak konstruksi.

4. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di
dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
a. Rincian kontrak KDP berikut jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uangmuka kerja yang diberikan; dan
e. Retensi.

5. DokumenKonstruksi Dalam Pengerjaan
Dokumen sumber yang digunakan dalam pelaksanaan penatausuhaan Konstruksi
Dalam Pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut:
a. Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dokumen

pendukung seperti Kuitansi, Faktur, Berita Acara SerahTerima, Kontrak, Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan, dandokumen lain yang dipersamakan;

b. Lembar AnalisisSPM (LA-SPM/SP2D);
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c. Kartu Kontruksi Dalam Pengerjaan (K-KDP); dan
d. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan(L-KDP).

6. Penatausahaan KDP oleh Satker

Penatausahaan KDP Satker BLU dimulai dengan menganalisa salinan SPM/SP2D/SP3B
beserta Surat Pengantar (SP) dan Dokumen Pendukung (DP) yang diterima dari UAKPA
untuk menentukan jenis-jenis KDP dan besaran belanja yang dapat dikapitalisasi
sebagaibiaya pembangunan aset dapat mencakup pembangunan:
a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
e. Aset Tetap Lainnya.
Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai biaya pembangunan aset mengacu kepada
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tentang
Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi BLU.
Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan untuk KDP adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan melalui kontrak:

1) Nilai kontrak;
2) Biaya perencanaan dan pengawasan;
3) Biaya perijinan;
4) Jasa konsultan; dan
5) Biayapengosongan dan pembongkaranbangunan lama.

b. Pembangunan secara swakelola:
1) Biaya bahan baku;
2) Upah tenaga kerja;
3) Sewa peralatan;
4) Biaya perencanaan dan pengawasan;
5) Biaya perijinan; dan
6) Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
Satker BLU harus memelihara Kartu KDP (K-KDP) sebagai catatan untuk
mengakumulasikan semua biaya pembangunan yang dapat dikapitalisasi, mulai
pada awal pembangunan sampai selesai. Apabila dalam satker BLU terdapat lebih
dari 1 (satu) bangunan yang sedang dibangun dengan bentuk dan harga
pembangunan per unit yang berbeda, maka K-KDP harus dibuat untuk setiap
bangunan. Tetapi jika yang dibangun adalah lebih dari 1 (satu) bangunan yang
sejenis dengan bentuk dan harga pembangunan yang sama untuk setiap unit, cukup
dibuatkan 1 (satu) K-KDP tetapi harus dicantumkan jumlah/banyaknya bangunan
yang dibangun.
Apabila terdapat 1 (satu) SPM/SP2D/SP3B yang membiayai lebih dari 1 (satu) jenis
KDP maka SPM/SP2D/SP3B tersebut harus dianalisis berdasarkan dokumen
pendukung SPM/SP2D/SP3B agar diperoleh kepastian aset KDP mana saja yang
dibiayai oleh SPM/SP2D/SP3B tersebut. Hasil analisis tersebut dicantumkan dalam
Lembar Analisis SPM/SP2D/SP3B (LA-SPM/SP2D) sebagai dasar pembuatan K-
KDP. Untuk SPM/SP2D/SP3B yang hanya membiayai 1 (satu) aset KDP tidak perlu
dibuatkan LA-SPM/SP2D kecuali jika hasil analisis menentukan bahwa sebagian
nilai SPM/SP2D/SP3B tersebut tidakdapat dikapitalisasi.
Setiap akhir semester/ tahun satker BLU harus membuat L-KDP berdasarkan K-KDP.
L-KDP tersebut dibuatsebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu:
1) rangkap ke-1 untuk arsip;
2) rangkap ke-2untuk dikirim ke levelatasnya;
3) rangkap ke-3 untuk dikirimke Bagian Keuangan dan Akuntansi.
Satker BLU menyampaikan L-KDP tingkat Kementerian Negara/Lembaga ke
Menteri Keuangan c.q. Ditjen. PBN. Satker BLU mengirimkan L-KDP setiap akhir
semester/tahun ke UAKPA untuk digunakan sebagai dasar akuntansi aset KDP.
Setelah KDP selesai dibangun dan sudah menjadi aset definitif sebagai barang milik
negara, berdasarkan BAST, BAP, K-KDP, dan salinan SPM/SP2D/SP3B, Satker BLU
melakukan perekaman Barang Milik Negara melalui Aplikasi SIMAKBMN untuk
menyusun Laporan Barang Milik Negara (Lap.BMN). Selain menghasilkan
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Lap.BMN, proses SIMAKBMN melalui Aplikasi SIMAKBMN juga menghasilkan
Arsip Data Komputer (ADK). Lap.BMN dan ADK dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap,
yaitu:
1) rangkap ke-1 untuk arsip;
2) rangkap ke-2 untuk dikirim ke level atasnya;
3) rangkap ke-3 untuk dikirim ke Bagian Keuangandan Akuntansi.
Satker BLU mengirimkan Laporan BMN beserta ADKnya ke unit akuntansi barang
level atasnya yaitu UAPPB-W sampai dengan satker BLU untuk disampaikan ke
Menteri Keuangan c.q. Ditjen.PBN. Satker BLU mengirimkan Laporan BMN beserta
ADK ke UAKPA untuk digunakan sebagai dasar akuntansi aset KDP.

Contoh Pengisian KDP
Berikut ini adalah contoh petunjuk pengisian dan bentuk LA-SPM/SP2D/SP3B
(Formulir 1),K-KDP (Formulir 2) dan L-KDP (Formulir 3) adalah sebagai berikut:
a. LA-SPM/SP2D

Merupakan formulir yang digunakan untuk mencantumkan hasil analisa terhadap
salinan SPM/SP2D/SP3B beserta surat pengantar dandokumen pendukung. Analisa
terhadap salinan SPM/SP2D/SP3B beserta surat pengantar dan dokumen
pendukung bertujuan mengetahui berapa jenis aset KDP yang dibiayai dari
SPM/SP2D/SP3B (salinan) tersebut dan biaya pembangunan aset yang dapat
dikapitalisasi. LA-SPM/SP2D digunakan sebagai dasar pembuatan K-KDP.

b. K-KDP

Merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat akumulasi semua biaya
pembangunan aset yang dapat dikapitalisasi. Setiap satker BLU harus
menatausahakan K-KDP walaupun KDP yang terkait sudah selesai. K-KDP tersebut
digunakan sebagai dasar pembuatan L-KDP.

c. L-KDP

Merupakan laporan KDP yang menyajikan informasi KDP dalam satu periode. Setiap
akhir semester/tahun satker BLU harus membuat L-KDP berdasarkan K-KDP.
Berdasarkan L-KDP yang diterima dari satker BLU, UAKPA membuat Formulir
Jurnal Aset (F-JA) untuk mencatat penambahannilai aset KDP.

d. BAST-KDP

Merupakan laporan Berita Acara Serah Terima KDP yang menyajikan informasi
Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA berdasarkan L-KDP untuk mencatat
penambahan nilai aset definitif.

ContohJurnal pengakuan dan pengukuranKDP
a. Penambahan dalam aset KDP

Berdasarkan L-KDP yang diterima dari satker BLU, UAKPA membuat Formulir
Jurnal Aset (F-JA) untuk mencatatpenambahan nilaiasetKDP.

Contoh Jurnal untuk penambahan nilai aset KDP adalah:

Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Konstruksi DalamPengerjaan
Belanja Modal

(Diinvestasikan dalamAset Tetap)

xxxxx

xxxxx

b. Pengurangan dalam aset KDP
Setelah KDP selesai dibangun dan menjadi aset definitif sebagai barang milik negara,
Satker BLU melakukan perekaman aset definitif melalui aplikasi SIMAKBMN.

Jurnal untuk mencatatassettetap definitifadalah:
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Tanggal Nama Perkiraan Kode Debet Kredit

Aset Tetap
Konstruksi Dalam Pengerjaan

xxxx

xxxx

Selanjutnya sistem akuntansi keuangan BLUUNY melakukan posting, sehingga pada
neraca muncul akun Aset Tetap definitif yang sesuai yaitu:
1) Tanah;
2) Peralatan dan mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan dan Jembatan;
5) Irigasi;
6) Jaringan; atau
7) Aset Tetap Lainnya.

Contoh Isian Form KDP dan BAST:

Halaman (I)

KARTU KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (K-KDP)

Kementerian Negara/Lembaga

Eselonl

Wilayah

Nomor Kartu KDP

Jumlah konstruksi

Kode lokasi Aset

:(5) 99.99999999,

:(6)

jkodeUAKPS)

(8).F/SF/Program/Kegiatan

Satuan Kerja _(KodedanUraian)_

CaraPembangunan

(10)

Svvaketola

Kontrak

Nomor Kontrak

Nama Kontraktor

Alamat Kontraktor

:{11).

:(12).

:(13).

No.
Urut

(17)

Nomor SPM/SP2D
Penyesuaian

(18)

Kementerian Negara/Lembaga
Eselonl

Wilayah
F/SF/Program/Keg
Satuan Kerja

Tanggal SPMSP2D
Penyesuaian

(19)

ill.
iEl
QL
ML
(5).

No

Urut

(9)

Nornor

K-KDP
Jumlah sampai

denaan Bulan Lalu

(10) (U)

Jumlah Rupiah

perSPM/SP2D

(20)

Periode

Tanggal Mulai kontrak (14)

Tanggal Akhir Kontrak: (15)

Nilai Kontrak (161a. Rp.

b.Valuta Asing.

Jumlah Rupiah
Yangtelah dibayarkan

(21)

•I8L

F/enambahan"
gulanlni

l<DP^stid^)rffnjadi
ajgtdefi.nlf

Bujanlnj,

(13)

Jumlah sampai dengan
Bulan Ini

02) (14)

Kepala Sa^anF
(16) v

Sebagian SwakeWa

Sebagian Kontrak

Keterangan

(22)

KgMan

(15)



58

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA BERITA ACARA

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Kegiatan : Pembangunan
Lokasi : BLU /Satker

Nomor : /BAST/ /20

Tanggal : Tgl./ Bin / Tahun

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempatdi ,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal iniselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya disebut Sebagai
PIHAK KESATU

II. Nama :

Jabatan :
Alamat :

Dalam hal iniselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya disebut Sebagai
PIHAK KEDUA

dengan initelah sepakat mengadakan Serah Terima Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal
1 dan Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Pekerjaan/Kegiatan
Pembangunan beserta dokumen pendukungnya dalam kondisi SELESAI 100 %, dengan
keterangan sebagai berikut:

No. URAIAN KEGIATAN Nomor KDP Prestasi %) JUMLAH
1 Perencanaan 100 %

2 Pengawasan 100%

3 Pelaksana Pembangunan 100 %

... Dst

Jumlah Keseluruhan

Seperti terlampir dalam Laporan Analisa Konstruksi Dalam Pekerjaan (LA-KDP).

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima PIHAK KESATU berupa penyelesaian Pekerjaan/Kegiatan
Pembangunan beserta dokumen pendukungnya dalam kondisiSELESAI 100 %sebesar
nilai: Rp ,-seperti terlampir dalam Laporan Analisa Konstruksi Dalam Pekerjaan (LA-
KDP).

Pasal 3

Dengan Berita Acara Serah Terima Kegiatan/Pekerjaan ini tanggung jawab Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) atau PIHAK KESATU telah selesai dan selanjutnya pemanfaatan dan
pemeliharaan, menjadi tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau PIHAK
KEDUA

Demikian Berita Acara Serah Terima Kegiatan/Pekerjaan ini dibuat untukdijadikan dokumen
dan dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA (KPA) PIHAK KESATU (PPK)

NIP. NIP.
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D. PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1. Prosedur Penyusunan Laporan BMN pada tingkat Satker BLU
a. Pencatatan Saldo Awal

Prosedur Pencatatan Saldo Awal pada tingkat Satker dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
1) Petugas Administrasi menerima dokumen sumber dariBendahara

Barang/Penanggung Jawab Satker BLU berupa: Laporan BMN yang lalu,
Laporan Hasil Inventaris (LHI) BMN, KIB, DBR, BA Hibah/penyerahan barang
dan bukti-bukti kepemilikan Dokumen Sumber Saldo Awal;

2) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber dalam Buku
Agenda/Ekspedisi/Arsip Penerimaan, kemudian menyampaikannya kepada
Petugas Verifikasi;

3) Petugas Verifikasi menerima dokumen sumber dari petugas administrasi dan
melakukan verifikasi atas dokumen sumber tersebut, meliputi:
a) Keabsahan dokumen sumber antara lain:

(1) Laporan BMN telah ditandatangani oleh Bendahara Barang/Penanggung
JawabUAKPB/Petugas Pengurus BMN;

(2) LHI BMN telah disetujui oleh penanggung jawab Satker BLU dan
ditandatangani oleh KepalaSATKER;

(3) Bukti kepemilikan BMN yang masih berlaku dan sah; dan
(4) DBR/KIBtelah ditandatangani oleh Petugas yang ditunjuk dan diketahui

oleh pejabatyang berwenang;
b) Kelengkapan data padaBerita Acara/Laporan BMN/LHI BMN:

Kode UAKPB; Tanggal/ tahun perolehan BMN; Kode Barang; Nomor urut
pendaftaran; Jumlah barang; Harga barang; Identitas barang lainnya;
Kebenaran perhitungan.

4) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber kepada Operator Komputer;
5) Operator Komputer merekam dokumensumber ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN

menggunakan Modul Transaksi Saldo awal (KIB, DBR);
6) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan

menyerahkannya kepada petugas verifikasi;
7) Petugas Verifikasi melakukan verifikasi terhadap RTH dengan dokumen

sumbernya; Jika terdapat ketidak sesuaian RTH dengan dokumen sumbernya,
lakukan Prosedur Koreksi RTH;

8) Prosedur Koreksi RTH:

a) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH, menuliskan data yang benar pada data
yang tercetak salah dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat
(misalnya menggunakanpulpenberwarna);

b) Menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang telah dikoreksi kepada
operator komputer untuk dilakukan perekaman;

c) Operator Komputer melakukan perekaman dalam Aplikasi SIMAK-BMN
pada Modul Saldo Awal yang menghasilkan RTH yang sudah dikoreksi
untuk dicetak; dan

d) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi;
9) Petugas Adininistrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang telah

diverifikasi;

10) Operator Komputer melakukan backup data pada Aplikasi SIMAK BMN.

b. Prosedur Pencatatan Transaksi Perolehan BMN
Pencatatan Transaksi Perolehan BMN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber antara lain:

a) Untuk Pembelian yaitu SPM/SP2D, Faktur, Kontrak, SPK;
b) Untuk Transfer Masuk yaitu BAST dan/atau bukti kepemilikan;
c) Untuk Hibah Masuk yaitu BAST dan/atau buktikepermilikan;
d) Untuk Rampasan yaitu SK Pengadilan tentang rampasan;
e) Untuk Penyelesaian Pembangunan yaitu BAST danL-KDP;
f) Untuk Pembatalan Penghapusan yaitu SK Pembatalan Penghapusan;
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g) Untuk Reklasifikasi Masuk yaitu Catatan Hasil Koreksi reklasifikasi masuk,
Surat Keterangan Penanggung Jawab Satker BLU beserta KIB/ DBR BMN
yang bersangkutan;

h) Untuk Bangun SerahGuna yaitu BAST dan Kontrak;
i) Untuk Bangun Guna Serahyaitu BAST dan Kontrak;
j) Untuk Pertukaran yaitu BAST;
k) Untuk PerolehanLainnya yaitu BAST, Kontrak, Faktur/ Kwitansi;

2. Petugas Adrninistrasi mencatat penerimaan dokumen sumber dalam Buku
Agenda/Ekspedisi kemudian menyerahkan Dokumen Sumber tersebut kepada
Petugas Verifikasi;

3. Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,
meliputi:
a) Kelengkapan data pada Dokumen Sumber:

(1) Tanggal/tahun perolehan BMN; Nama/Jenis Barang; Kode Produksi
Barang; Jumlah barang; Harga barang; Kondisi barang; Idenritas barang
lainnya; Kebenaranperhitungan;

(2) Khusus Reklasifikasi Masuk : Nomor Urut Pendaftaran/Nama /Jenis
Barang/Kode Produksi Barang sebelum dan sesudah Reklasifikasi;
Apabila terdapat dokumen sumber yang salah, dokumen tersebut
dikembalikan kepada pemohon/yang mengajukan Dokumen Sumber
untuk dikoreksi. Setelahdikoreksi dapat diajukan kembali;

b) Keabsahan Dokumen Sumber: Masing-masing DS harus mendapatkan
Validasi dari Penanggung Jawab Unit yang mengajukan Dokumen Sumber
tersebut;

4. Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumberkepada Operator Komputer;
5. Operator komputer melakukan perekaman dokumen sumber ke dalam Aplikasi

SIMAK BMN (KIB, DBR dan DBL), dengan menggunakan Modul sebagai
berikut:

a) Pembelian: Modul Perolehan/Pembelian;
b) Transfer Masuk: Modul Perolehan/Transfer Masuk;
c) Hibah Masuk: Modul Perolehan/Hibah Masuk;
d) Rampasan: Modul Perolehan/Rampasan;
e) Penyelesaian Pembangunan: Modul Perolehan / Penyelesaian

Pembangunan;
f) Pembatalan Penghapusan: Modul Perolehan / Pembatalan Penghapusan;
g) Reklasifikasi Masuk: Modul Perolehan/ Reklasifikasi Masuk;
h) Bangun Serah Guna: Modul Perolehan/ Serah Guna;
i)Bangun Guna Serah: Modul Perolehan/Guna Serah;
j)Pertukaran: Modul Perolehan/Pertukaran;
k) Perolehan Lainnya: Modul Perolehan/Perolehan Lainnya;

6. Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan
menyerahkan RTH & Dok.Sumber kepada Petugas Verifikasi;

7. Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi terhadap RTH dengan
dokumen sumbernya; Jika terdapat ketidaksesuaian RTH dengan dokumen
sumbernya, lakukan Prosedur Koreksi RTH;

8. Prosedur Koreksi RTH:

a) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data yang benar
pada data yang tercetak salah dengan menggunakan tanda yang mudah
dilihat (misalnya menggunakan pulpen berwarna);

b) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang sudah
dikoreksi kepada operator komputer untuk dilakukan Perekaman;

c) Operator Komputer melakukan perekaman kembali ke dalam Aplikasi
SIMAK BMN yangmenghasilkan RTHyang sudah dikoreksiuntuk dicetak;

d) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi;
9. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang telah

diverifikasi;

10. Operator Komputer melakukan pengamanan data backup pada Aplikasi
SIMAK-BMN.
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c. Prosedur Pencatatan Transaksi Perubahan BMN

1) Petugas Adrninistrasi menerima Dokumen Sumber:
a) Pengurangan/201 dari Pengguna Barang berupa SK Perubahan Status atau

SK HasilKoreksi Perubahan Nilai/Kuantitas atau SK PenghapusanBMN;
b) Pengembangan/202 dari PPK/Bendahara Pengeluaran/Pejabat Penerbit

SPM berupa BAST, Faktur, Kontrak, SPK, dan SPM/SP2D;
c) Perubahan Kondisi/203 dari Penanggung Jawab Ruangan/ Bendahara

Barang/Pengurus Barang berupa Laporan Hasil Inventarisasi Kondisi
Barang;

d) Perubahan Nilai/Kuantitas/204 Penanggung jawab Satker BLU berupa SK
Hasil Koreksi perubahan nilai/kuantitas beserta KIB/DBR/DBL BMN yang
bersangkutan;

e) Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi dariPenanggung Jawab
Satker BLU berupa BAST, SPM/SP2D, Faktur, SPK;

2) Petugas Adrninistrasi mencatat penerimaan dokumen sumber dalam Buku
Agenda/Ekspedisi dan menyerahkan dokumen sumber tersebutkepada Petugas
Verifikasi;

3) PetugasVerifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,
meliputi:
a) Kelengkapan data pada dokumen sumber antara lain:

(1) Tanggal/ tahun perolehan BMN;
(2) Nama/Jenis/Kode Barang;
(3) Jumlah barang;
(4) Harga barang;
(5) Nomor Urut Pendaftaran;
(6) Kondisi barang;
(7) Identitas baranglainnya;
(8) Kebenaran perhitungan;
(9) Khusus Pengurangan adalah jumlah barang sebelum dan setelah

pengurangandan nilaibarang sebelum dan setelah pengurangan;
(10) Khusus Pengembangan adalah jumlah pengembangan BMNdan Nilai

pengembangan BMN;
(11) Khusus Perubahan Nilai/Kuantitas adalah jumlah barang sebelum dan

setelah koreksi dan nilai barangsebelum dan setelah koreksi;
Apabila terdapat dokumen sumber yang salah, dokumen tersebut
dikembalikan kepada pemohon/yang mengajukan dokumen sumber untuk
dikoreksi. Setelah dikoreksi dapatdiajukan kembali.

b) Keabsahan dokumen sumber: Masing-masing harus mendapatkan validasi
daripenanggungjawab unit yangmengajukan dokumen sumber tersebut;

4) Petugas Verifikasi menyampaikan dokumen sumber kepada Operator Komputer;
5) Operator komputer merekam dokumen sumber ke dalam aplikasi SIMAK-BMN

dengan menggunakan Modul sebagai berikut:
a) Pengurangan: ModulPerubahan/Pengurangan;
b) Pengembangan:Modul PerubahanPengembangan;
c) Perubahan Kondisi: Modul PerubahanPerubahan Kondisi;
d) Perubahan Nilai/Kuantitas: ModulPerubahan/ Perubahan Nilai/ Kuantitas;
e) Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi: Modul Perubahan

BMN/ Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi;
6) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) pada Aplikasi

SIMAK-BMN, Dokumen Sumber dan menyerahkan RTH & Dokumen Sumber
kepada PetugasVerifikasi;

7) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi terhadap RTH dengan
dokumen sumbernya. Jika terdapat ketidaksesuaian RTH dengan dokumen
sumbernya, lakukan Prosedur Koreksi RTH

8) Prosedur Koreksi RTH:

a) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data yang benar pada
data yang tercetak salah dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat
(misalnya menggunakan pulpenberwarna);
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b) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang sudah
dikoreksi kepada operatorkomputer untuk dilakukan Perekaman;

c) Operator Komputer melakukan perekaman kembali ke dalam Aplikasi
SIMAK BMN yang menghasilkan RTH yang sudah dikoreksi untuk dicetak;

d) Operator Komputer mencetak RTH yangtelah dikoreksi;
9) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang telah

diverifikasi;

10) Operator Komputer melakukanbackupdata pada AplikasiSIMAK-BMN.
Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

1) Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber (DS) dari KPKNL berupa BA
Hasil Evaluasi;

2) Petugas Adrninistrasi mencatat penerimaan DS dalam buku agenda/ekspedisi
dan menyerahkanDStersebut kepada Petugas Verifikasi;

3) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,
meliputi kelengkapan data dan keabsahan Dokumen Sumber;

4) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber kepada Operator Komputer;
5) Operator Komputer merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN

dengan menggunakan modul Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset;
6) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan

menyerahkanRTH dan DokumenSumber kepada Petugas Verifikasi;
7) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi terhadap RTH dengan

dokumen sumbernya. Jika terdapat ketidaksesuaian RTH dengan dokumen sumbernya,
maka dilakukan Prosedur Koreksi RTH;

8) Prosedur Koreksi RTH:
a) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data yang benar

pada data yang tercetak salah dengan menggunakan tanda yang mudah
dilihat (misalnya menggunakan pulpen berwarna);

b) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang sudah
dikoreksi kepada operator komputer untuk dilakukan Perekaman;

c) Operator Komputer melakukan perekaman kembali ke dalam Aplikasi
SIMAK BMN yangmenghasilkan RTHyang sudah dikoreksiuntuk dicetak;

d) Operator Komputer mencetak RTH yangtelah dikoreksi;
9) Petugas Adrninistrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang telah

diverifikasi;

10) Operator Komputer melakukanbackup data padaAplikasi SIMAK-BMN;

Pencatatan Transaksi PenghapusanBMN
1) PetugasAdministrasi menerima Dokumen Sumber:

a) Penghapusan: dari Pengguna Barang berupa SK Penghapusan BMN;
b) Transfer Keluar: dari Kuasa Pengguna Barang atau bendahara

barang/pengurus barang berupa BAST dan/atau bukti kepemilikan;
c) Hibah Keluar: dari Pengguna Barang atau Pengelola Barang berupa BAST

dan/atau bukti kepemilikan;
d) Reklasifikasi Keluar: dari Penanggung jawab Satker BLU berupa Catatan

Hasil Koreksi beserta KIB/DBR/DBL BMN yang akan direklasifikasi;
e) Koreksi Pencatatan: dari Penanggung jawab Satker BLU berupa Catatan

Hasil Koreksi beserta KIB/DBR/DBL BMN yang akan dikoreksi;
2) Petugas Adrninistrasi mencatat penerimaan DS dalam buku agenda/ekspedisi

dan menyerahkan DStersebut kepada Petugas Verifikasi;
3) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,

meliputi:
a) Kelengkapandata padaDokumen Sumber:

(1) Tanggal/tahun perolehan BMN;
(2) Nama/Jenis/Kode Barang;
(3) Nomor urut pendaftaran;
(4) Jumlah barang;
(5) Nilai barang;
(6) Kondisi barang;
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(7) Identitas barang lainnya;
(8) Kebenaran perhitungan;
(9) Khusus Penghapusan adalah Nama/ Jenis/Kode Barang yang

dihapuskan, Nomor urut pendaftaran BMN yang dihapuskan;
(10) KhususTransfer Keluar adalahjumlah &nilai barang yang diserahkan;

Khusus Reklasifikasi Keluar adalah Nama/Jenis/Kode Barang
sebelum dan setelah reklasifikasi keluar; dan

(11) Khusus Koreksi Pencatatan adalah Nama/Jenis/Kode Barang sebelum
dan setelah koreksi pencatatan.

Apabila terdapat dokumen sumber yang Salah, dokumen tersebut
dikembalikan kepada Pemohon/yang mengajukan Dokumen Sumber untuk
dikoreksi. Setelah dikoreksi dapat diajukan kembali.

b) Keabsahan dokumen sumber: Masing-masing harus mendapatkan Validasi
dariPenanggung Jawab Unit yangmengajukan dokumen sumber tersebut;

4) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber dengan Operator Komputer;
5) Operator Komputer merekam dokomen sumber ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN

denganmenggunakan modul sebagai berikut:
a) Penghapusan yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Penghapusan;
b) Transfer Keluar yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Transfer Keluar;
c) Hibah Keluar yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Hibah Keluar;
d) Reklasifikasi Keluar yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Reklasifikasi

Keluar;

e) Koreksi Pencatatan yaitu Transaksi Pengurangan BMN/Koreksi Pencatatan;
6) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan

menyerahkanRTH dan Dok. Sumber kepada Petugas Verifikasi;
7) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi terhadap RTH dengan

dokumen sumbernya; Jika terdapat ketidaksesuaian RTH dengan dokumen
sumbernya, maka dilakukan Prosedur Koreksi RTH;

8) Prosedur Koreksi RTH:
a) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data yang benar

pada data yang tercetak salah dengan menggunakan tanda yang mudah
dilihat (misalnyamenggunakan pulpen berwarna);

b) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang sudah
dikoreksi kepada operator komputer untuk dilakukan Perekaman;

c) Operator Komputer melakukan perekaman kembali ke dalam Aplikasi
SIMAK BMN yang menghasilkan RTH yang sudah dikoreksi untuk dicetak;

d) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi;
9) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang telah

diverifikasi;

10) Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK-BMN;
f. Penghentian BMN dari Penggunaan

1) Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari Penanggung Jawab
Satker BLU berupa Surat Ketetapan Penghentian Penggunaan BMN;

2) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber dalam buku
agenda/ekspedisi dan menyerahkan dokumen sumber tersebut kepada Petugas
Verifikasi;

3) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,
meliputi:
a) Kelengkapan data:

(1) Tanggal/tahun perolehanBMN;
(2) Nama/Jenis/ Kode Barang;
(3) Nomor urut pendaftaran;
(4) Jumlah barang;
(5) Nilai barang;
(6) Kondisi barang;
(7) Identitas baranglainnya;
(8) Kebenaran perhitungan;

b) Keabsahan Dokumen Sumber;
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4) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber kepada Operator Komputer;
5) Operator Komputer merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN

dengan menggunakan modul Penghentian BMNdari Penggunaan;
6) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan

menyerahkan RTHdan Dokumen Sumber (DS) kepada Petugas Verifikasi;
7) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi terhadap RTH dengan

dokumen sumbernya. Jika terdapat ketidaksesuaian RTH dengan dokumen
sumbernya, maka dilakukan Prosedur Koreksi RTH;

8) Prosedur Koreksi RTH:

a) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data yang benar
pada data yang tercetak salah dengan menggunakan tanda yang mudah
dilihat (misalnya menggunakan pulpen berwarna);

b) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang sudah
dikoreksi kepada operator komputer untuk dilakukan Perekaman;

c) Operator Komputer melakukan perekaman kembali ke dalam Aplikasi
SIMAK BMN yangmenghasilkan RTHyang sudah dikoreksiuntuk dicetak;

d) Operator Komputer mencetak RTH yang telah dikoreksi;
9) Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang telah

diverifikasi;

10) Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK-BMN.

g. Pencatatan Konstruksi DalamPengerjaan (KDP)
1) Petugas Adrninistrasi menerima Dokumen Sumber dari UAKPA berupa

SPM/SP2D berikut dokumen pendukungnya, yaitu: Kuitansi, Faktur, Kontrak,
BA penyelesaian Pekerjaan dan dokumen lainyang dipersamakan;

2) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber dalam buku
agenda/ekspedisi dan menyerahkan dokumen sumber tersebut kepada Petugas
Verifikasi;

3) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,
meliputi:
1) Kelengkapan data: Tanggal/tahun perolehan BMN; Nama/Jenis BMN;

Jumlah BMN; Lokasi BMN; Penanggung Jawab/Pengguna BMN; Nilai BMN;
Kondisi BMN;IdentitasBMN lainnya; Kebenaran perhitungan;

2) Keabsahan Dokumen Sumber (DS);
4) Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen sumber kepada Operator Komputer;
5) Operator Komputer merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN

dengan menggunakan modul Konstruksi Dalam Pengerjaan;
6) Operator Komputer mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan

menyerahkan RTH dan Dokumen Sumber kepada PetugasVerifikasi;
7) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi terhadap RTH dengan

dokumen sumbernya. Jika terdapat ketidaksesuaian RTH dengan dokumen
sumbernya, maka dilakukan Prosedur Koreksi RTH;

8) Prosedur Koreksi RTH:
a) Petugas Verifikasi mengoreksi RTH dengan menuliskan data yang benar pada

data yang tercetak salah dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat
(misalnya menggunakan pulpen berwarna);

b) Petugas Verifikasi menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH yang sudah
dikoreksi kepada operatorkomputer untuk dilakukan Perekaman;

c) Operator Komputer melakukan perekaman kembali ke dalam Aplikasi
SIMAK BMN yang menghasilkan RTHyang sudah dikoreksi untuk dicetak;

d) Operator Komputermencetak RTHyang telah dikoreksi;
9) Petugas Adrninistrasi mengarsipkan RTH dan dokumen sumber yang telah

diverifikasi; dan

10) Operator Komputer melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK-BMN.

h. Prosedur Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan SAK
1) Operator Komputer mencetak Laporan SIMAK BMN dan SAK
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a) Operator Komputer SIMAK BMN mencetak 5 rangkap Laporan SIMAK
BMN yaitu:
(1) Laporan Neraca BMN dan RTH Pembelian;
(2) LaporanNeraca BMN dan RTH Penyelesaian Pembangunan;
(3) LaporanNeraca BMN dan RTH Pengembangan;
(4) Daftar SPM/SP2D telah direkam;

b) Operator Komputer SAK mencetak5 rangkap Laporan SAK yaitu:
(1)Neraca bulanan;
(2) Buku Besar perkiraan Aset Tetap bulan berjalan (mengenai: Tanah,

Gedung & Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan, dan Irigasi,
Aset Tetap Lainnya dan KDP);

(3) Buku Besar perkiraan Belanja Modal bulan berjalan (mengenai: Belanja
Modal Tanah, Belanja Modal Gedung & Bangunan, Belanja Modal
Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya).

2) Operator Komputer mengirim ADK pada Apilkasi SIMAK BMN ke SAK secara
berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) untuk menyusun neraca aset;

3) Rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAK dilaksanakan dengan prosedur sebagai
berikut:

a) Tim Verifikasi membandingkan saldo Aset Tetap untuk perkiraan berikut:
Tanah, Gedung & Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan, dan
Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya;

b) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar perbandingan adalah
ADK, Neraca Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Neraca BMN,
CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) dan CaLBMN (Catatan Atas
Laporan Barang Milik Negara);

c) Bila hasil rekonsiliasi menunjukkan saldo Aset Tetap Neraca SAK sama
dengan Neraca BMN maka dilakukan pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi;

d) Bila Saldo Aset Tetap Neraca SAK tidak sama dengan Neraca BMN maka
dilakukan penelitian atassaldo perkiraanAset Tetap sebelum disesuaikan;

e) Penelitian atas saldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan, dilakukan
oleh Tim Verifikasi dengan dokumen sumber sebagai berikut: Neraca SAK
dan Neraca BMN, CALK, Catatan atas LaporanBMN;

f) Bila tidak ditemukan saldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan maka
perlu dilakukan pengiriman kembali data BMN dari Aplikasi SIMAK BMN;

g) Bila ada saldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan, perlu
membandingkan RTH Pemberian, Penyelesaian Pembangunan, dan
Pengembangan SIMAK BMN dengan Buku Besar Aset Tetap dan Belanja
Modal SAK;

h) BilaSaldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan merupakan KDPmaka
dilakukan Prosedur KDPbaik padaUAKPA maupun UAKPB;

i) Bila Saldo perkiraan Aset Tetap sebelum disesuaikan bukan merupakan
KDP maka dilakukan koreksi perekaman data SIMAK BMN pada UAKPB;

4) Setelah penilitian selesai, dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR):
a) Petugas Verifikasi menyiapkan BAR Internal SAK dan SIMAK BMN

berdasarkan dokumen sumber Format BAR, Hasil Penelitian atas Neraca SAK
dan SIMAK BMN;

b) Penandatanganan BAR Internal SAK dan SIMAK BMN dilakukan oleh
Penanggungjawab UAKPA dan Satker BLU;

c) Petugas administrasi mencatat dan menyimpan dalam Register Pelaksanaan
Rekonsiliasi InternalSAK dan SIMAK BMN (Arsip, Aplikasi SAK dan SIMAK
BMN, dan Register Pelaksanaan Rekonsiliasi).

Prosedur Rekonsiliasi SatkerBLU dengan KPKNL
Rekonsiliasi Satker BLU dengan KPKNL dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut:
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1) Operator Komputer melakukan back up data, menyiapkan ADK BMN, mencetak
LBKP dan register pengiriman Data ke KPKNL (untuk divalidasi oleh
penanggung jawab Satker BLU);

2) Petugas Administrasi mengirim LBKP, ADK BMN, dan register pengiriman ke
KPKNL. Setelah ditandatangani oleh petugas KPKNL, register pengiriman
diambil kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di KPKNL sebagai Arsip);

3) Petugas Verifikasi melakukanRekonsiliasi denganKPKNL:
1) Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama, lanjutkan dengan

penandatanganan BAR;
2) Jika di dalamLaporan Hasil Rekonsiliasi masih terdapat kekeliruan pada data

LBKP, lakukan perbaikan data;
3) Petugas Verifikasi di Satker BLU melakukan perbaikan data hasil Rekonsiliasi

dan mengulangi langkah Rekonsiliasi;
4) Setelah proses rekonsiliasi selesai dilanjutkan dengan penandatangan BAR;

4) Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh KPKNL dan
menyampaikannya kepada pejabat UAKPB atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk ditandatangani;

5) Petugas Verifikasi menyerahkan kembali BAR yang telah ditandatangani oleh
pejabat Satker BLU ke KPKNL untuk disahkan oleh pejabat yang menangani
Rekonsiliasi di KPKNL;

6) Petugas Administrasimenyimpan dan mencatat Laporan Hasil Rekonsiliasi dan
BAR dalam register pengiriman data ke KPKNL.

j. Prosedur Pengiriman Data Satker BLU Ke UAPPB-W/ El adalah sebagai berikut:
1) Operator komputer melakukan back up data SIMAK-BMN;
2) Operatorkomputer mencetak Laporan BMN yang terdiri dari:

a) Laporan BMN Intrakomptabel;
b) Laporan BMN Ekstrakomptabel;
c) LaporanBMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
d) Laporan BMN Bersejarah;
e) Untuk Laporan Periode akhir tahun perlu dicetak laporan-laporan sebagai

berikut:

a) Laporan Kondisi Barang (LKB);
b) Laporan BMN Tahunan;

3) Petugas verifikasi membuat Catatan Ringkas BMN berdasarkan Laporan BMN,
LKB, Laporan BMN tahunan;

4) Pengiriman laporan BMN dilakukandenganketentuan sebagai berikut:
1) KP ke UAPPB-E1;
2) KD ke UAPPB-W;
3) Dana Dekonsentrasi ke UAPPB-E1;
4) Tugas Pembantuan ke UAPPB-E1;

5) Operator komputer mengirim data BMN dari Aplikasi SIMAK BMN dan
mencetak serta mengotorisasiregister pengirimannya;

6) Petugas adniinistrasi melakukan pengiriman seluruh Laporan BMN, ADK dan
Catatan Ringkas BMN; dan

7) Petugas adrninistrasi menyimpan dan mencatat dalam register pengiriman data
SIMAK BMN dalam buku agenda dan aplikasi SIMAK-BMN.

k. Pengiriman Data SIMAK BMN KeUAKPA / SAK
1) Operator Komputer mengirim Data BMN dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAK

dan mentransfer data BMN ke dalam bentuk ADK;
2) PetugasVerifikasi membuat Catatan Ringkas BMN;
3) Petugas Administrasi mengirim ADK BMN, Register Pengiriman yang telah

ditandatangani oleh Penanggung jawab UAKPB & Catatan Ringkas BMN ke
UAKPA;

4) Petugas Administrasi menyimpan salinan dokumen yangdikirim ke UAKPA.

2. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN pada Tingkat UAPPAW
a. Prosedur Penerimaan Data UAKPB Pada UAPPB-W
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1) Petugas administrasi menerima dokumen sumber yaitu Laporan BMN, LKB
(untuk periode akhir tahun), Catatan Ringkas BMN, ADK, dan Register
Pengiriman dari UAKPB;

2) Petugas adrninistrasi mencatat penerimaan dokumen sumber tersebut di dalam
buku agenda/ekspedisi;

3) Petugas administrasi menyampaikan dokumen sumber tersebut kepada Petugas
Verifikasi;

4) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,
meliputi:

5) Dokumen sumbertelah ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB;
6) ADK yang diterima memiliki kode UAKPB dan periode pengiriman yang sesuai

dengan dokumen sumber;
Apabila terdapat dokumen sumber yang tidak sah, menyampaikan
pemberitahuan kepada UAKPB yang bersangkutan untuk memperbaiki atau
melengkapi Dokumen Sumber;

7) Operator komputer menerima Data dari UAKPB pada Aplikasi SIMAK BMN,
mencetak Register Penerimaan Data dan menyampaikannya kepada Petugas
Verifikasi;

8) Petugas verifikasi mencocokan ulang Register Penerimaan Data dengan Register
Pengiriman Data dari UAKPB:
a) Jika jumlah data (record) sama, lakukan pencetakan Laporan BMN untuk

UAKPB yang bersangkutan;
b) Jika ada perbedaan jumlah data, UAKPB yang bersangkutan diminta untuk

melakukan pengiriman ulang;
9) Operator Komputer melakukan back up data dan mencetak Laporan BMN

berdasarkan ADK dan Dokumen Sumber dan menyerahkan kepada petugas
verifikasi;

10) Petugas Verifikasi mencocokkan ulang data laporan BMN dengan Cetakan
LaporanBMN UAKPB yang diterima:
a) Jika angka laporan BMN sama, lakukan back up data BMN pada Aplikasi

SIMAKBMN;

b) Jika ada perbedaan angka laporan keuangan, sampaikan kepada UAKPB
yang bersangkutan untuk mengirim ulang ADK;

11) Petugas administrasi mengarsipkan dokumen sumber, register penerimaan,
Laporan BMN yang telah diverifikasi.

b. Prosedur Rekonsiliasi UAPPB-W dengan Kanwil DJKN
Rekonsiliasi UAPPB-W dengan Kanwil DJKN dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut:

1) Operator Komputer melakukan back up data, mempersiapkan ADK LBPPW,
mencetak LBPPW dan register pengiriman Data ke Kanwil DJKN (untuk
divalidasi oleh penanggungjawab UAPPB-W);

2) Petugas Administrasi mengirim LBPPW, ADK, dan register pengiriman ke
Kanwil DJKN. Setelah ditandatangani oleh petugas Kanwil DJKN, register
pengiriman diambil kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di Kanwil DJKN
sebagai Arsip);

3) Petugas Verifikasimelakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN:
a) Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama, lanjutkan dengan

penandatanganan BAR;
b) Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi masih terdapat kekeliruan pada

data LBPPW, lakukan perbaikandata;
4) PetugasVerifikasi di UAPPB-W melakukan perbaikandatahasil Rekonsiliasi dan

mengulangi langkah Rekonsiliasi;
5) Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh Kanwil DJKN dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPPB-W atau pejabat Iain yang ditunjuk
untuk ditandatangani;

6) Petugas Verifikasi menyerahkan kembali BAR yang telah ditandatangani oleh
pejabat UAPPB-W ke Kanwil DJKN untuk disahkan oleh pejabat yang
menangani Rekonsiliasi di Kanwil DJKN;



68

7) Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat Laporan Hasil Rekonsiliasi dan
BAR dalam register pengiriman data ke Kanwil DJKN.

c. Prosedur Pengiriman Data UAPPB-W Ke UAPPB-El
1) Petugas Administrasi menerima dan meneliti register pengiriman dan

penerimaan data dari UAKPB dengan cara membandingkan register dengan
daftar penerimaan data UAKPB untuk memastikan seluruh data telah diterima
dan digabungkan dalam Aplikasi SIMAK BMN;
(Bila ada UAKPB yang belum mengirim data atau data yang dikirim belum
benar, sampaikan pemberitahuan untuk memperbaiki dan melakukan
pengiriman ulang)

2) Operator Komputer melakukan Back Up data SIMAK BMN dan mencetak
formulir Laporan BMN dengan Aplikasi SIMAK BMN yaitu:
a) Laporan BMN Intrakomptabel;
b) Laporan BMN Ekstrakomptabel;
c) Laporan BMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
d) Laporan BMN Bersejarah;
e) Untuk Laporan periode akhir tahun Operator Komputer membuat Back Up

data SIMAK BMN dan mencetak formulir Laporan BMN dengan Aplikasi
SIMAK BMN yaitu:
(1) Laporan Kondisi Barang(LKB);
(2) Laporan BMN Tahunan;

3) Petugas verifikasi membuat Catatan Ringkas BMN berdasarkan Laporan BMN,
LKB dan Laporan BMN tahunan sebelum dikirimkan ke UAPPB-El;

4) Operator komputer mengirim ADK dan mencetak serta memberikan otorisasi
atas register pengirimannya;

5) Petugas administrasi melakukan pengiriman seluruh Laporan BMN, ADK dan
Catatan Ringkas BMN;

6) Petugas administrasi menyimpan dan mencatat dalam register pengiriman data
SIMAK BMN dalam buku agenda;

3. Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN pada Tingkat UAPPB-El
a. Penerimaan Data UAPPB-W / UAKPB KP / DK/TP Pada UAPPB-El

1) Petugas administrasi menerima dokumen sumber yaitu Laporan BMN, LKB
(untuk periode akhir tahun), Catatan Ringkas BMN, ADK, dan Register
Pengiriman dari UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP;

2) Petugas adrninistrasi mencatat penerimaan dokumen sumber tersebut di dalam
buku agenda/ekspedisi;

3) Petugas administrasi menyampaikan dokumen sumber tersebut kepada Petugas
Verifikasi;

4) Petugas Verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,
meliputi:
a) Dokumen sumber telah ditandatangani oleh penanggung jawab UAPPB-El;
b) ADK yang diterima memiliki kode UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP dan

periode pengiriman yang sesuai dengan dokumen sumber;
c) Apabila terdapat dokumen sumber yang tidak sah, menyampaikan

pemberitahuan kepada UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang bersangkutan
untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen sumber;

5) Operator komputer di UAPPB-El menerima Data dari UAPPB-W/UAKPB
KP/DK/TP pada Aplikasi SIMAK BMN, mencetak Register Penerimaan Data
dan menyampaikannya kepada Petugas Verifikasi;

6) Petugas verifikasi mencocokan ulang Register Penerimaan Data dengan Register
Pengiriman Data dari UAPPB-El:
a) Jika jumlah data (record) sama, lakukan pencetakan Laporan BMN untuk

UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang bersangkutan;
b) Jika ada perbedaan jumlah data, UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang

bersangkutan diminta untuk melakukan pengiriman ulang;
7) Operator Komputer melakukan pencetakan Laporan BMN berdasarkan ADK

dan Dokumen Sumber dan menyerahkankepada petugas verifikasi;
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8) Petugas Verifikasi mencocokkan ulang data laporan BMN dengan Cetakan
Laporan BMN UAPPB-El yang diterima:
a) Jika angka laporan BMN sama, lakukan back-up data BMN pada Aplikasi

SIMAKBMN;

b) Jika ada perbedaan angka laporan keuangan, sampaikan kepada UAPPB-
W/UAKPB KP/DK/TP yang bersangkutan untuk mengirimulang ADK;

9) Petugas administrasi melakukan back up data dan mengarsipkan dokumen
sumber, register penerimaan, Laporan BMN yang telah diverifikasi.

b. Rekonsiliasi UAPPB-El dengan DJKN
Rekonsiliasi UAPPB-El dengan DJKN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1) Operator Komputer melakukan back up data, mempersiapkan ADK LBPPE1,

mencetak LBPPE1 dan register pengiriman Datake DJKN (untuk divalidasi oleh
penanggung jawab UAPPB-El);

2) Petugas Administrasi mengirim LBPPE1, ADK, dan register pengiriman ke
DJKN. Setelah ditandatangani oleh petugas DJKN, register pengiriman diambil
kembali sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di DJKN sebagai Arsip);

3) Petugas Verifikasimelakukan Rekonsiliasi dengan DJKN:
a) Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudah sama, lanjutkan dengan

penandatanganan BAR;
b) Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi masih terdapat kekeliruan pada

data LBPPE1, lakukan perbaikan data;
4) Petugas Verifikasi di UAPPB-El melakukan perbaikan data hasil Rekonsiliasi

dan mengulangi langkah Rekonsiliasi;
5) Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh DJKN dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPPB-El atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk ditandatangani;

6) Petugas Verifikasi menyerahkan kembali BAR yang telah ditandatangani oleh
pejabat UAPPB-El ke DJKN untuk disahkan oleh pejabat yang menangani
Rekonsiliasi di DJKN;

7) Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat Laporan Hasil Rekonsiliasi dan
BAR dalam register pengiriman data ke DJKN;

c. Pelaporan Dan Pengiriman DataUAPPB-El Ke UAPB
1) Petugas Administrasi menerima dan meneliti register pengiriman dan

penerimaan data dari UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP dengan cara
membandingkan register dengan daftar data yang dikirimkan oleh UAPPB-
W/UAKPB KP/DK/TP untuk memastikan seluruh data telah diterima dan
digabungkan dalam Aplikasi SIMAK BMN;
(Bila ada UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang belum mengirim data atau data
yang dikirim belum benar, sampaikan pemberitahuan untuk memperbaiki dan
melakukan pengiriman ulang)

2) Operator Komputer melakukan Back Up data SIMAK BMN dan mencetak
formulir Laporan BMN denganAplikasiSIMAK BMN yaitu:
a) Laporan BMN Intrakomptabel;
b) Laporan BMN Ekstrakomptabel;
c) Laporan BMN Intrakomptabeldan Ekstrakomptabel;
d) Laporan BMN Bersejarah;
e) Untuk Laporan periode akhir tahun perlu dicetak laporan BMN berikut,

yaitu:
(1) LaporanKondisi Barang (LKB);
(2) Laporan BMN Tahunan;

3) Petugas verifikasi membuat Catatan Ringkas BMN berdasarkan Laporan BMN,
LKB dan Laporan BMN tahunan sebelum dikirimkan ke UAPB;

4) Operator komputer mengirim ADKdanmencetak register pengirimannya;
5) Petugas administrasi melakukan pengiriman seluruh Laporan BMN, ADK dan

Catatan Ringkas BMN;
6) Petugas administrasi menyimpan dan mencatat dalam register pengiriman data

SIMAK BMN dalam buku agenda.
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Penyusunan Laporan BMN/SIMAK BMN pada Tingkat UAPB
a. Penerimaan Data UAPPB-El Pada UAPB

1) Petugas Administrasi menerima dokumen sumber (Laporan BMN, LKB, Catatan
Ringkas BMN, ADK, dan Register Pengiriman);

2) Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen sumber tersebut dalam
buku agenda;

3) Petugas verifikasi menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen sumber,
meliputi:
a) Dokumen sumber telah ditandatanganioleh penanggung jawab UAPPB-El;
b) ADK yang diterima memiliki kode UAPPB-El dan periode pengiriman yang

sesuai dengan dokumen sumber;
(Apabila terdapat dokumen sumber yang tidak sah, menyampaikan
pemberitahuan untuk memperbaiki dokumen Sumber kepada UAPPB-El
yang bersangkutan)

4) Operator Komputer menerima data ADK dan dokumen sumber dari UAPPB-El
pada aplikasi SIMAK-BMN, mencetak Register Penerimaan Data dan
menyampaikannya kepada Petugas Verifikasi;

5) Petugas Verifikasi mencocokanulang Register Penerimaan Data dengan Register
Pengiriman Data dari UAPPB-El:
a) Jika jumlah data (record) sama, lakukan pencetakan Laporan BMN untuk

UAPPB-El yang bersangkutan;
b) Jika ada perbedaan jumlah data, UAPPB-El yang bersangkutan diminta

untuk melakukan pengirimanulang (ulangi langkah dari awal);
6) Petugas Verifikasi mencocokan ulang Data Laporan BMN dengan cetakan

Laporan BMN UAPPB-El yang diterima;
7) Operator Komputer melakukan back up data BMN;
8) Petugas Administrasi melakukan Back Up data dan mengarsipkan dokumen

sumber, registerpenerimaan, Laporan BMN yang telah diverifikasi.
b. Prosedur Rekonsiliasi UAPB dengan DJKN

1) Operator Komputer melakukan back up data, mencetak LBP, mempersiapkan
ADK LBP dan mencetak register pengiriman Data ke DJKN (ditandatangani oleh
penanggungjawab UAPB);

2) Petugas A<irninistrasi mengirim LBP, ADK, dan register pengiriman ke DJKN.
Setelah ditandatangani oleh petugas DJKN, register pengiriman diambil kembali
sebagai arsip (1 Lembar ditinggal di DJKN sebagai Arsip);

3) Petugas Verifikasi UAPB melakukan Rekonsiliasi dengan DJKN:
a) Jika Laporan Hasil Rekonsiliasi sudahsama lakukan penandatanganan BAR;
b) Jika di dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi terdapat kesalahan pada data LBP,

lakukan penelusuran dan perbaikan Data;
c) Petugas Adrninistrasi, Verifikasi dan Operator Komputer melakukan

penelusuran kesalahan pada data LBP, kemudian meminta UAKPB terkait
untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan prosedur melalui UAPPB-W
dan UAPPB-El;

d) Setelah proses rekonsiliasi selesai dilanjutkan dengan penandatangan BAR;
4) Petugas Verifikasi menerima BAR yang disiapkan oleh DJKN dan

menyampaikannya kepada pejabat UAPB atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
ditandatangani;

5) Petugas Verifikasi menyerahkan kembali BAR yang telah ditandatangani oleh
pejabat UAPB ke DJKN untuk disahkan oleh pejabat yang menangani
Rekonsiliasi di DJKN; dan

6) Petugas Administrasi menyimpan/mencatat Laporan Hasil Rekonsiliasi dan
BAR dalam register pengiriman data ke DJKN.

c. Pelaporan Dan Pengiriman DataUAPB Ke DJKN
1) Petugas Administrasi menerima dan meneliti registrasi pengiriman dan

penerimaan data dari UAPPB-El (Registrasi Pengiriman & Penerimaan Data
UAPPB-El, Daftar UAKPB, Aplikasi SIMAK BMN) dengan membandingkan
dengan daftar dalam UAPPB-El untuk memastikan seluruh data UAPPBE1 telah
diterima dan digabungkan dalam Aplikasi SIMAK BMN;



71

2) Bila ada UAPPB-El yang belum mengirim data atau data yang dikirim belum
benar, sampaikan pemberitahuan kepada UAPPB-El yang bersangkutan untuk
memperbaiki dan melakukan pengiriman ulang;

3) Operator Komputer melakukan Back Up data SIMAK BMN dan mencetak
formulir Laporan BMN dengan Aplikasi SIMAK BMN:
a) Laporan BMN Intrakomptabel;
b) Laporan BMN Ekstrakomptabel;
c) Laporan Gabungan BMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
d) Laporan BMN Bersejarah;
e) Untuk periode akhir tahun, perlu dicetak Laporan BMN sebagai berikut,

yaitu:
(1) Laporan Kondisi Barang;
(2) Laporan BMN Tahunan;

4) Petugas verifikasi membuat Catatan Ringkas BMN berdasarkan Laporan BMN,
LKB, Laporan BMN tahunan;

5) Operator Komputer mengirim ADK dan mencetak register pengirimannya;
6) Petugas Administrasi melakukan pengiriman seluruh Laporan BMN, ADK dan

Catatan Ringkas BMN; dan
7) Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat dalam register pengiriman data

SIMAK BMN dan buku Agenda.



BAB III

SISTEM AKUNTANSI BIAYA DAN KERUGIAN

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Universitas Negeri Yogyakarta
sebagai PTN PK-BLU disusun dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

khususnya pasal 68 dan 69 tentang pengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum;
b. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 130/KMK.05/2009 tanggal 21 April

2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai Badan
Layanan Umum (BLU) maka terhitung mulai tanggal tersebut UNY tidak lagi
sebagai Satuan Kerja (satker) pemerintah biasa tetapi sebagai satker-BLU;

c. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, khususnya pasal 25, 26, dan 27 tentang Akuntabilitas, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU, yang dirubah dengan PP Nomor 74
Tahun 2012tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum;

d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dinyatakan bahwa Sistem Akuntansi
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan;

e. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia;
f. Draft Final Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi

dengan PK-BLU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tahun 2012; dan
g. Prinsip dan praktik akuntansi yang lazim diterapkan dalam pelaporan keuangan

entitas pendidikan.

2. Pengertian Sistem Akuntansi Biaya dan Kerugian
Sistem akuntansi biaya dan kerugian adalah merupakan serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan, khususnya yang berkaitan
dengan akun beban dan kerugian, yang disusun secara sistematis dalam satu periode
waktu tertentu. Sistem akuntansi biaya diharapkanmampu menghasilkan:
a. Informasi tentang harga pokok produksi/jasa;
b. Informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan;dan
c. Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya

sesungguhnya).
Pedoman sistem akuntansibiaya ini juga diharapkan dapat menghasilkaninformasi

yang berguna untuk : (a) perencanaan dan pengendalian operasional BLU, (b)
pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU, dan (c) perhitungan tarif layanan BLU
(PMKnomor 76/PMK.05/2008 pasal1-2).

Dalam pedoman akuntansi biaya Universitas Negeri Yogyakarta ini baru sampai
dalam tahap menyiapkan instrumen yang perlu ditindak lanjuti untuk menghasilkan
sistem akuntansi biaya seperti yang dimaksudkan di atas.

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai satker BLU, pengelolaan keuangannya
mengikuti Pola Badan Layanan Umum (PPK-BLU). PPK-BLU adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaankeuangan negarapadaumumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, khusunya pasal 10 tentang standar biaya dan tarif
didasarkan pada beberapa halsebagai berikut, yaitu:
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a. BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada
Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;

b. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis
sebagaimana dimaksud pada point (1);

c. RBA sebagaimana dimaksud pada point (2) disusun berdasarkan basis kinerja
dan perhitungan akuntansi biaya menurat jenis layanannya dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan
akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD/PNBP;

d. Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan
standarbiaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLU;

e. Perhitungan akuntansi biaya menurat jenis layanannya paling kurang
menyajikan perhitungan biayalangsungdan biaya tidak langsung; dan

f. Dalam hal BLU belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan Standar Pelayanan
Minimum (SPM), yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga sesuai dengan
kewenangannya. SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan rninimum
yang diberikaan oleh satker BLUkepada masyarakat.

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri BLU
mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada Standar
Akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya, serta Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi dengan PK-BLU dan ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan kewenangannya.

3. Sistematika

Sistematika pedoman akuntansi adalahsebagai berikut:
a. Pendahuluan.

b. Perlakuan Akuntansi Beban dan Kerugian.
c. Rencana Strategis (Rencana Strategi Bisnis 2010 - 2014) dan Standar Pelayanan

Minimal.

d. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran(RBA) dan Evaluasi RBA.
e. Pedoman Tarif BLU UNY dan Analisis Penghitungan Biaya (Unit Cost).
f. Penutup.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI BEBAN DAN KERUGIAN

1. Definisi Bebandan Kerugian.
Beban atau biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan

dalam bentuk arus keluar atau pengurangan aset, atau peningkatan kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Beban timbul dari pelaksanaan aktivitas PT
PK-BLU yang biasa seperti beban pegawai, beban pemeliharaan dan beban penyusutan
dan/atau penghapusan.

Kerugian mencerminkan unsur lain dari beban dalam bentuk arus keluar neto
yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas PT PK-BLU yang biasa.
Kerugian dapat timbul, misalnya dari penjualan aset tetap, kerugian akibat bencana
alam, dan kerugian yang belum direalisasi seperti kerugian penurunan nilai aset dan
kerugianselisihkurs valuta asing.

2. Klasifikasi Beban

Beban atau biaya diklasifikasikan di dalam laporan aktivitas berdasarkan
fungsinya, yaitu sebagaiberikut:
a. Beban Layanan
b. Beban Adrninistrasi dan Umum
c. Beban Lainnya
Penjelasan:
a. Beban Layanan

Beban Layanan merupakan beban yang terkait langsung dengan pelaksanaan
penyelenggaraan fungsi pokok UNY sebagai PT PK-BLU, yaitu pendidikan dan
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pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Beban layanan
diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, meliputi antara lain:
1) Beban pegawai, meliputi seluruh beban gaji, honor, tunjangan yang terkait

langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tenaga pendidik tetap dan
tidak tetap (tidak termasuk jabatan straktural) dan biaya pembinaan dan
pengembangan tenaga pendidik;

2) Beban bahan, meliputi semua beban pemakaian bahan untuk kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat seperti bahan-bahan
yang digunakan dalam kegiatan praktikum, laboratorium dan bahan lainnya
yang digunakan untuk kegiatan pengajaran (kertas, alat tulis), penelitian dan
kegiatan pada masyarakat;

3) Beban beasiswa, meliputi pemberian beasiswa untuk tenaga pendidik dan
mahasiswa yang dibiayai dari sumber sendiri (PNBP), APBN melalui DIPA BLU
yang bersangkutan atauhibah beasiswadari pihak lain/ swasta;

4) Beban pemeliharaan, meliputi seluruh beban pemeliharaan aset Universitas
Negeri Yogyakarta (PT BK-BLU) yang digunakan untuk kegiatan pendidikan
dan pengajaran, penelitiandan pengabdian padamasyarakat;

5) Beban langganan daya dan jasa layanan, meliputi beban atas penggunaan jasa
layanan pihakketiga seperti: listrik, air, telpon, internet, media dan kepustakaan,
sewa gedung perkuliahan, layanan kesehatan tenaga pendidik dan mahasiswa,
jasa penerbitan jurnal ilmiah, jasa catering dan tata boga untuk kegiatan
pengajaran, penelitian dan pengabdian padamasyarakat dan sebagainya;

6) Beban perjalanan dinas dan akomodasi, meliputi beban perjalanan dinas dan
akomodasi tenaga pendidik dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran, penelitian
dan pengabdian pada masyarakat;

7) Beban penyusutan dan amortisasi, meliputi beban penyusutan/penghapusan
gedung dan sarana kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat; dan

8) Beban lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan Universitas negeri
Yogyakarta (PT PK-BLU).

b. Beban Administrasi dan Umum merapakan beban yang diperlukan untuk
adrninistrasi dan baban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung
dengan kegiatan pelayanan UNY (PT PK-BLU). Beban Administrasi dan Umum
diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, meliputi antara lain:
1) Beban pegawai, meliputi seluruh beban gaji, honor, tunjangan jabatan straktural

dan biaya pembinaan dan pengembangan tenaga administrasi dan pejabat
straktural;

2) Beban adrninistrasi dan rumah tangga kantor, meliputi beban alat tulis kantor,
photocopy, barang cetakan, keperluan rumah tangga kantor;

3) Beban pemeliharaan, meliputi seluruh beban pemeliharaan aset UNY (PT PK-
BLU) yangdigunakan untuk kegiatan adrninistrasi perkantoran;

4) Beban legal dan profesional, meliputi beban yang terkait dengan proses hukum
dan penggunaan jasa profesional seperti akuntan, pengacara, arsitek dan
sebagainya;

5) Beban perjalanan dinas dan akomodasi, meliputi beban perjalanan dinas dan
akomodasi tenaga administrasi dan pejabat straktural dalam pelaksanaan
kegiatan administrasi;

6) Beban hubungan masyarakat dan bina lingkungan, meliputi beban sosial,
sumbangan, bina lingkungan, promosidan iklan;

7) Beban penyusutan dan amortisasi, meliputi beban penyusutan/penghapusan
gedung dan sarana kegiatan penunjang administrasi dan umum; dan

8) Beban lainnya yangtidakterkait secara langsung dengan pelayanan BLU UNY.
c. Beban Lainnya merapakan beban yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Beban

Layanan dan Administrasi danUmum,meliputiantara lain:
1) Beban keuangan, yaitu beban yang timbul dari transaksi keuangan, pembiayaan

atau penjaminan seperti biaya administrasi bank, provisi danbunga kredit, biaya
garansi bank;
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2) Beban penyisihan piutang, yaitu beban yang timbul sehubungan dengan
pengakuan kerugian dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih;

3) Kerugian penyusutan aset, yaitu beban yang timbul sehubungan dengan
pengakuan kerugian akibat penjualan aset UNY (PT PK-BLU) dibawah nilai
tercatatnya;

4) Kerugian penurunan nilai aset, yaitu beban yang timbul sehubungan dengan
pengakuan kerugian akibat terjadinya penurunan manfaat ekonomi sampai
dibawah nilai tercatatnya;

5) Kerugian akibat bencana alam, kebakaran; dan
6) Beban lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam beban layanan dan

beban administrasi dan umum.

Catatan:

Pengakuan akuntansi atas beban penyisihan piutang, kerugian penyusutan aset,
kerugian penurunan nilai aset, dan kerugian akibat bencanan alam dan kebakaran,
haras dilengkapi dengan alat bukti dokumen yang memadai seperti: Berita Acara
yang ditandatangani oleh Rektordan atauPejabat Yang Berwenang sesuai peraturan
berlaku.

3. Perlakuan Akuntansi atas Beban Jasa Layanan, Administrasi dan Umum, dan Beban
Lainnya.
a. Pengakuan

1) Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan
yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat
diukur dengan andal, kecuali untuk beban yang dibiayai dari APBN Rupiah
Murni;

2) Beban yang timbul atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang
dibiayai dari APBN rupiah murni diakui pada saat pengeluaran belanja
dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D; dan

3) Pada setiap tanggal pelaporan, UNY (PT PK-BLU) haras mengakui sebagai
beban (accrued) semua jasa yang telah diterima dari pihak lain namun
pembayarannya belum dilakukan oleh UNY.

b. Pengukuran
1) Beban jasa layanan, administrasi dan umum dan beban lainnya, kecuali beban

penyisihan piutang, penyusutan danamortisasi, dicatat sebesar jumlah kas yang
dibayarkan jika seluruh beban dibayarkan pada periode berjalan, atau jumlah
kas yang akan haras dibayarkan dimasa depan atas beban yang terjadi pada
periode berjalan.

2) Beban yang timbul atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja
modal yangdibiayai dari APBN rupiah murni dicatat sebesar pengeluaran bruto
belanja pada SPM.

3) Beban penyusutan/penghapusan dan amortisasi dicatat sebesar jumlah alokasi
sistematis dari manfaat ekonomi yang dikonsumsi (lihatakuntansi aset).

c. Penyajian dan Pengungkapan.
1) Beban disajikan dalam laporan aktivitas dengan menggunakan klasifikasi

menurat fungsinya (metode beban fungsional) yaitu beban layanan dan beban
administrasi dan umum serta beban lainnya (lihat Laporan Aktivitas).

2) Rincian beban menurat sifatnya seperti beban pegawai, beban
penyusutan/penghapusan dan beban bahan untuk setiap kelompok beban
fungsional harus disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) secara memadai.

d. Alokasi Beban Tergabung.
1) Beban yang timbul secara tergabung seperti beban langganan daya dan jasa,

beban pemeliharaan dan penyusutan gedung dan bangunan dapat diidentifikasi



76

secara terpisah, dialokasikan kepada Beban Layanan, dan Beban Adrninistrasi
dan Umum secara proporsional sesuai dengan taksiran volume pemakaiannya.

2) Dalam hal tidak ada dasar yang layak untuk mengalokasikan suatu beban
kepada beban layanan, dan beban administrasi dan umum, maka seluruh beban
yang timbul dapat dialokasikan kepada beban layanan atau beban administrasi
dan umum, mana yang mengkonsumsi paling besar.

4. Klasifikasi Kerugian
Kerugian dapat diklasifikasikan meliputi antara lain:
a. Kerugian penjualan aset tetap dan investasi;
b. Kerugian yang belum diriealisasidari penurunan nilai aset; dan
c. Selisih kurs valuta asing.

5. Perlakuan Akuntansi atas Kerugian
a. Pengakuan

1) Kerugian penjualan asetdiakuipada saat terjadinya transaksi penjualan.
2) Kerugian yang belum dirialisasi dari penurunan nilai aset diakui pada saat nilai

tercatatnya tidak lagi mencerminkannilai wajarnya.
3) Kerugian atas selisih kurs valuta asing diakui pada saat terjadinya transaksi

penukaran/penjualan.

b. Pengukuran
1) Kerugian penjualanaset dicatatsebesar selisih kurang harga jual aset dikurangi

nilai tercatatnya.
2) Kerugian yang belum dirialisasi dari penurunan nilai aset dicatat sebesar selisih

kurang nilaiwajarasetpada akhirperiode laporandikuranginilai tercatatnya.
3) Kerugian atas selisih kurs valuta asing dicatat sebesar selisih kurang nilai

jual/penukaran dikurangi nilai tercatatnya.

c. Penyajian dan Pengungkapan
1) Kerugian penjualan aset, kerugian yang belum dirialisasi dari penurunan nilai

aset, dan kerugianselisih kurs valutaasingdisajikan kedalamLaporan Aktivitas
dengan menggunakan klasifikasi menurat kelompok akunnya (penjualan aset,
nilai investasi, selsih kurs valuta asing), serta penggolongannya (tidak terikat,
terikat temporer, dan terikat permanen).

2) Kerugian atas investasi aset tetap yang diusahakan (unit bisnis dan sewa)
disajikan tersendiri pada akun Properti Investasi.

3) Hal-hal berikut mengenai kerugian atas penjualan aset, kerugian yang belum
dirialisasi, kerugian selisih kurs, kerugian properti investasi, dan kerugian
lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis kerugian dimaksud, haras
diungkapkan dalam catatanatas laporan keuangan secaramemadai.

C. RENCANA STRATEGIS (RENCANA STRATEGIS BISNIS 2010 S/D2014) DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1. Rencana Strategis (Rencana Strategis Bisnis 2011 s/d 2014)
a. Visi dan Misi

Visi dan Misi UNY sebagai badan layanan umum sebagaimana yang tercantum
pada Renstra UNY adalah sebagai berikut:
1) Visi

Mampu menghasilkaninsanbertaqwa, mandiri, dan cendekia.
2) Misi

Misi UNY sesuaidenganRenstra 2011-2014 adalahsebagai berikut:
a) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat dalam rangka pembentukan insan cendekia;
b) Mengembangkan sistem pendidikan yang mampu menumbuhkan

lulusan yang mandiri, kreatif, daninovatif;
c) Membangun budaya akademik berkarakter yang mendorong

pertumbuhan nurani lulusan; dan
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d) Memantapkan sistem kelembagaan dan jejaring kerja yang menunjang
fungsi dan otonomi UNY menuju World Class University.

b. Tujuan
1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan pengembangan ipteks yang kondusif bagi
berkembangnya kemampuan inteletual, emosional, sosial, dan religius
secara terpadu.

2) Meningkatkan sinergi lembaga kemahasiswaan, kemandirian dan kreativitas
mahasiswa, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan yang
mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

4) Mewujudkan otonomi kelembagaan universitas yang berbasis TI didukung
oleh income generating yang memadai.

5) Meningkatkan jejaring kerja sama dalam dan luar negeriuntuk mendukung
UNY menuju World Class University.

c. Strategi
1) Memanfaatkan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan secara

maksimal untuk meningkatkan kinerja unit kerja
2) Memanfaatkan peluang peningkatan income generating untuk

meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dalam
perencanaan dan pelak sanaan prosedurmanajemen.

3) Memanfaatkan ketersediaan TI dan sertifikat ISO untuk meningkatkan
kinerja dan meraih peluang kerjasama baik dalam maupunluar negeri guna
mempercepat UNY menuju World ClassUniversity.

4) Memanfaatkan kesiapan pelaksanaan pendidikan karakter untuk
merevitalisasi moral bangsasejalan dengan program pemerintah.

d. Kebijakan
1) Memperluas kesempatan bagimahasiswaberprestasi dan mahasiswa miskin

untuk meraih beasiswa pemerintah maupun beasiswa masyarakat;
2) Meningkatkan kinerja melalui peningkatankualitas dan kuantitas dosen dan

tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi UNY;

3) Mengembangkan database, pemenuhan sarana-prasarana, efektivitas
monitoring dan evaluasi kegiatan akademik dan nonakademik, dan
optimalisasi sistem penjaminan mutu ISO 9001:2008 untuk mendukung
prosedur manajemen dan peningkatan tata kelola yang akuntabel, dan
transparan;

4) Mengembangkan model investasi, implementasi investasi, dan peningkatan
koordinasi untuk meningkatkan income generating; dan

5) Meningkatkan layanan TI untukmeningkatkan kinerja, meraih peluang kerja
sama, dan meningkatkan pengakuan dunia melalui webometric.

e. Kegiatan
Mengacu pada 5 program kegiatan pokok sesuai dengan kebijakan Kemendiknas
(Dikti), yang dilakukan penyelarasan dan dijabarkan ke dalam 191 jenis kegiatan
untuk mendukung tercapainya visi dan misi UNY. Ke lima program utama
tersebut adalah sebagaiberikut:
1) Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (4.1) yang

meliputi sebanyak 29kegiatan;
2) Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa (4.4), yang

dijabarkan ke dalam 52kegiatan;
3) Penyediaan Dosen dan tenaga Kependidikan Bermutu (4.7), yang dijabarkan

kedalam 33 kegiatan;
4) Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerjasama (4.8), yang dijabarkan ke

dalam 17 kegiatan; dan
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5) Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (4.9), yang
dijabarkan ke dalam 60 kegiatan.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah merapakan standar yang haras dicapai oleh
UNY pada suatu tahun tertentu dalam periode renstra 2010-2014, atau memang sudah
tercapai pada tahun awal tetapi haras dipertahankan selama periode renstra. Ada empat
komponen pokok standar pelayanan minimal, yaitu meliputi:
a. Layanan Pendidikan;

Layanan Penelitian;
Layanan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
Layanan Administrasi:
1) Adrninistrasi Akademik
2) Administrasi Kemahasiswaan
3) AdministrasiKeuangan
4) Administrasi Kepegawaian
5) Administrasi Perlengkapan danumum.

Masing-masing jenis layanan komponen pokok tersebut terdiri dari sub-sub komponen:
input, proses, dan output. Selanjutnya masing-masing sub komponen tersebut
dijabarkan lagi kedalam indikator kinerja sebagai dasar pengukuran efektivitas
ketercapaian layanan minimal UNY sebagai Badan Layanan umum.

3.

b.

c.

d.

Keterkaitan antara Renstra, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Bisnis Anggaran
dengan Perhitungan Biaya Pendidikan.

STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL

RENCANA

STRATEGIS

UNY

I=>

I=>

AKTIVITAS

UTAMA TUGAS

POKOK DAN

FUNGSI

=^

AKTIVITAS

PENGEMBANGAN | y/\ (PENINGKATAN,
INOVASI)

ANALISIS

STANDAR BIAYA

L^
BIAYA POKOK

PENYELENGGARA

AN UNIVERSITAS

BIAYA

NJ PENGEMBANGAN

IE
ANAUSIS

STANDAR BIAYA

4

4

RENCANA

BISNIS DAN

ANGGARAN

(RBA)

Rencana Bisnis dan anggaran yang memuat target-target kinerja dan anggaran
merapakan hasil penjabaran dari rencana pemenuhan target pelayanan yang
direpresentasikan oleh implementasi aktivitas utama dari fungsi/tugas pokok
universitas, sedangkan rencana pemenuhan target kinerja strategis direpresentasikan
dengan implementasi aktivitas pengembangan yang merapakan aktivitas yang
diharapkan menumbuhkan nilai tambah (value added) bagi pencapaian visi dan misi
universitas.

Standar analisis biaya merapakan alat manajemen yang digunakan untuk mengukur
sampai sejauhmana rencana anggaran akan dihubungkan dengan rencana kinerja,
sehingga hal ini akan menjadi awal dari penerapan sistem anggaran berbasis kinerja
{performance based budgeting system) di UNY.
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D. PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) DAN EVALUASI RBA

1. Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran
a. Latar Belakang Penyusunan RBA

Dalam Rencana Strategis Bisnis UNY 2010-2014 telah ditetapkan program dan
kegiatan beserta target pencapaian program dan kegiatan yang akan dicapai untuk
setiap tahun guna mewujudkan visi dan misi UNY. Demikian juga dalam Standar
Pelayanan Minimal (SPM) UNY 2010-2014 telah ditetapkan indikator kinerja dan
target waktu, baik indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan berlanjut hingga
2014, maupun indikator kinerja yang ditargetkan baru akan tercapai pada rentang
waktu antara 2010-2014. Indikator kinerja tersebut meliputi empat komponen
layanan yaitu: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat,
dan (4) layanan administrasi yang meliputi layanan administrasi akademik,
kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
RBA adalah dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan, target kinerja,
dan anggaran setiap komponen layanan, disusun berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan pendapatan disertai denganstandar pelayananminimal dan biaya dari
output yang dihasilkan.
Komponen utamadari RBA meliputi rencana pendapatan yangmencakup jenis dan
sumber pendapatan serta strategi untuk melakukan peningkatan pendapatan
universitas dalam rangkauntuk memenuhi kebutuhansumberdaya universitas, dan
rencana belanja yang merupakan kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk
merealisasikan target pelayanan dan target kinerja strategis, serta rencana
pengalokasian sumberdaya ke dalam prioritas kegiatan (rutin/ tugas pokok dan
fungsi) maupun prioritas kegiatan strategis yang dilaksanakan secara berjenjang
pada levelprogram studi, fakultas maupun universitas.

b. Siklus Penyusunan
Proses penyusunan rencana kerja dananggaran setiap tahunmengikuti siklus yang
ditetapkan secara nasional, dimana pada bulan Maret UNY haras sudah
mengajukan RBA tahun depan (ts +1). Keterlambatan penyampaian RBA UNY ke
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi/Depdiknas, akan berakibat RBA UNY tidak
termuatdalamRancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).
Atas dasar siklus tersebut jadwal untuk internal UNY (PT PK-BLU) adalah sebagai
berikut:

Bulan Tanuari:

Minggu ketiga : SEB Prioritas program dari Depdiknas/Dikti dan pagu indikatif
pemerintah diharapkan turun.

Minggu keempat : Penyampaian prioritas program oleh Pimpinan Universitas dan
Fakultas/Lembaga/ Biro.

Bulan Februari:

Minggu pertama :Penyusunan rencana kerja (program danpenganggaran) dari unit
kerja utama.

Minggukedua :Sinkronisasi tingkatuniversitas.
Minggu ketiga : Finalisasi RBA
Minggu keempat : Penggandaan Dokumen dansiap kirim akhir Februari.

Pengganggaran Berbasis Kinerja (Outputs atau Hasil)
Paket undang-undang bidang keuangan negara tahun 2003-2004 merapakan paket
reformasi keuangan yang signifikan dibidang pengelolaan keuangan Negara. Salah
satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari penganggaran
tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, mulai
dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar
membiayai masukan (inputs) atau proses ke pembiayaan terhadap apa yang akan
dihasilkan (outputs).
Perubahan inipenting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk
mengelola sumber daya yang dimiliki pemerintah mengingat tingkat kebutuhan
dana yang makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas. Hal
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ini semakin mendesak lagi dengan kenyataan bahwa beban pembiayaan pemerintah
yang bergantung pada pinjaman semakin dituntut pengurangannya demi keadilan
antar generasi. Dengan demikian, pilihan rasional oleh publik sudah seyogyanya
menyeimbangkan prioritas dengan kendala dana yang tersedia.
Orientasi pada outputs semakin menjadi praktik yang dianut oleh pemerintah
modern di berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the
government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor
publik.

Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada
masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan
menonjolkan produktivitas, efesiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan
sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum(BLU), diharapkan menjadi contoh
kongkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada output
(hasil ataukinerja).
Penganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada level kegiatan (aktivitas) dan
variabilitas biaya hubungannya terhadap keputusan yang menyebabkan
munculnya biaya kegiatan tersebut, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Menitikberatkan pada biaya kegiatan, biaya dilaporkan secara akurat sesuai

dengan kegiatan-kegiatan yang mendasarinya. Proses ini akan
mengidentifikasikan sumber-sumber keunggulan organisasi dalam mencapai
tujuannya;

2) Alokasi sumber pada level tinggi dan rendah untuk setiap kegatan tersebut.
Dengan mengetahui level setiap kegiatan, prioritas dapat dilakukan; dan

3) Mendorong munculnya pemikiran baru, memotivasi timbulnya kreativitas
karena dalam penyusunan kegiatan melibatkan seluruh unsur.

c. Rencana Pendapatan
Rencana pendapatan dibedakan antara yang bersumber dana anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN Rupiah Murni), dan penerimaan negara bukan paiak
(PNBP) yang berasal dari: n
1) Pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2) Pendapatan dari Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari

masyarakat atau badan lain;
3) Pendapatan Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
4) Pendapatan Hasil usaha lainnya yang berasal antara lain pendapatan jasa

lembaga keuangan misalnya hasil bunga deposito, hasil penjualan aset tetap, dan
pendapatan sewa.

UNY merapakan entitas yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas yang dapat
menghasilkan pendapatan lebih banyak berupa penjualan jasa. Bila UNY
melakukan transaksi dengan memberikan jasa-jasa tersebut, maka pendapatan dari
penjualan jasa haras dapat diestimasi dengan andal. Hal ini terjadi apabila seluruh
kondisi berikutterpenuhi:
1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut

akan diperoleh UNY;
3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur

dengan andal; dan

4) Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikannya
dapatdiukur dengan andal.

d. Rencana Belanja
Rencana belanja ini dibagi menjadi Rencana Belanja APBN (Rupiah Murni) dan
Rencana Belanja PNBP. '
Rencana Belanja APBN terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, Belanja
Modal, Belanja Sosial. Rencana Belanja PNBP terdiri atas Belanja Barang dan Belanja

Belanja Barang terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan,
Belanja Persediaan Barang dan Jasa Lainnya. Belanja Modal terdiri atas Belanja
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Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan
Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Hubungan antara rencana pendapatan, rencana belanja, BAS dan aktivitas nampak
sebagai berikut:

RENCANA

PENDAPATAN

SUMBER- SUMBER

PENDAPATAN

PENINGKATAN
SUMBER

PENDAPATAN BLU

(REVENUE
GENERATED

ACTIVITIES)
J

RENCANA

BELANJA

jSUMBERDAYA

!• OPERASIONAL
• INVESTASI

ALOKASI SUMBER DAYA

• AKTIVITAS UTAMA

• AKTIVITAS

PENGEMBANGAN

• ENTITAS AKUNTANSI

AKUN JENIS

BELANJA

(BAS)

AKTIVITAS

OUTPUT

a. Perhitungan Akuntansi Biaya Menurat Jenis Layanan/Standar Biaya.

Biaya atau beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi
dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.
Beban diklasifikasikan menjadi sebagai berikut, yaitu beban layanan, beban
acuriinistrasi dan umum,dan beban lainnya.
1) Beban layanan: merapakan seluruh biaya/beban yang terkait langsung dengan

pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pokok UNY sebagai PT PK-BLU, yaitu
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Beban
layanan diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, meliputi antara lain: beban pegawai,
beban bahan, beban beasiswa, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa
layanan, beban perjalanan dinas dan akomodasi, beban penyusutan dan amortisasi,
dan beban lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan BLU UNY. Perincian
jenis beban dapat dilihat pada uraian yang telah disebutkan pada bagian perlakuan
akuntansi beban dankerugian di muka.

2) Beban Adminstrasi dan Umum merapakan beban yang diperlukan untuk
acurunistrasi dan beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung
dengan kegiatan pelayanan UNY (PT PK-BLU). Beban Administrasi dan Umum
diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, meliputi antara lain: beban pegawai tenaga
adiriinistrasi dan tenaga straktural, beban adrninistrasi dan rumah tangga kantor,
beban pemeliharaan aset BLU yang digunakan untuk adminstrasi perkantoran,
beban legal dan jasa profesional, beban perjalanan dinas dan akomodasi tenaga
administrasi dan pejabat straktural, beban hubungan masyarakat dan bina
lingkungan, beban penyusutan gedung dan sarana kegiatan penunjang administrasi
dan umum, beban lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan
BLU.

3) Beban Lainnya, merapakan beban yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban
layanan, dan beban administrasi dan umum, antara lain meliputi: beban keuangan,
beban penyisihan piutang, kerugian penjualan aset dibawah nilai tercatatnya,
kerugian penurunan nilai aset, kerugian akibat bencana alam dan kebakaran, beban-
beban lainnya.

Perhitungan analisis biaya pendidikan tersebut diuraikan dalam Bab IV dengan
tahapansebagai berikut:
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b. Rencana Kinerja Tahunan (macam dan biaya kegiatan)
Pendapatan yang berasal dari APBN dan PNBP digunakan untuk pembiayaan
kegiatan dalam satu tahun anggaran yang merupakan rencana kerja tahunan untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan.
Proses penyusunan penganggaran berbasis kinerja melalui tahapan sebagai berikut:
1) Mempelajari Rencana Kerja Pemerintah, Renstra Depdiknas, Renstra Dikti,

Kebijakan dan Program Pendidikan Tinggi satu tahun ke depan, Rencana Strategis

2) Memperhatikan pokok-pokok kebijakan dan program pengembangan UNY satu
tahun kedepan;

3) Mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat;
4) Melakukan evaluasi capaian RBA dan SPM sampai dengan tahun sebelumnya;
5) Memperhatikan prioritas program dan kegiatan; dan
6) Menetapkan program, kegiatan dan biaya kegiatan atas dasar standar biaya yang

ditetapkan untuk setiap komponen layanan.

c.Penyusunan Dokumen RBA.

Penyusunan dokumen RBA mengikuti sistematika yang ditetapkan oleh Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran
serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, sebagai berikut :

Ringkasan eksekutif

1) BAB I :Pendahuluan :Gambaran umum, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan
dan program.

2) BAB II :Kinerja Tahun Berjalan.
3) BAB III: Rencana Bisnis dan Anggaran

a) Kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun
berjalan;

b) Perbandingan antara asumsi RBA tahun berjalan dengan realisasi serta dampak
terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan;

c) Pencapaian kinerja;
d) Pencapaian Program Investasi; dan
e) Laporan Keuangan Tahun berjalan.

d. Target kinerja BLU
Tabel: Matriks Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Kerja, dan Kegiatan

N

O

SAS

ARA

N

STR

ATE

GI

KEBIJA
KAN

PROGRA

M KERJA
KEGIA

TAN

ADWAL WAKTU
Triw.I Triw.I

I

Triw.I

II

Triw.I

V
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Tabel: Analisis dan Perkiraan Biaya Per outputdan agregat

Unit Kerja :
Program :
Kegiatan :

Indikator

Tolok Ukur

Kinerja Target Kinerja
Masukan

Keluaran

Anggaran Belanja

Jenis Belanja
Rincian Biaya

(Satuan x Harga)

Jumlah
Anggaran

(Rp.)
I. BiayaLangsung
A. Biaya Variabel

1 Biaya....

Jumlah Biaya Variabel

B. BiayaTetap
1 Biaya

Jumlah Biaya Tetap
Jumlah Biaya Langsung

II. Biaya Tidak Langsung
A. Biaya Variabel

1 Biaya....
2 Biaya

Jumlah Biaya Variabel
B. Biaya Tetap

1 Biaya Gaji dan Tunj.
Jumlah Biaya Tetap

Jumlah Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya

Biaya Per Unit Output

Catatan:

Biaya langsung jika tidak dapat digunakan perhitungan yang lebih layak dan handal,
dapat dipersamakan dengan Beban Layanan; dengan beberapa penyesuaian.
Sedangkan Biaya Tidak Langsung dalam keadaan tertentu dapat dipersamakan
dengan Beban Administrasi dan Umum; dengan beberapa penyesuaian.

Tabel: Perhitungan Anggaran Biaya Agregat Per unit Kerja
Fakultas/Unit Kerja:

No

(1)

Urai

an

Kegi
atan

(2)

Jumlah
Biaya

Agrega^

Tahun Anggaran 20X0

Output

(3)

Biaya
Langsung
Per output

(4)

Jumlah
Biaya

Langsung
(5)=(3)X(4)

Tahun Anggaran 20X1

Output

(6)

-••:••-:••

Biaya
Langsung
Per output

(7)

Jumlah

Biaya
Langsung
(8)=(6)X(7

)



Tabel: Perhitungan Harga Layanan Per unitOutput
Fakultas/Unit Kerja:
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No

Uraian

Kegiata
n

Biaya
Per unit

Output

Margin Yg
Diharapka

n(%)

Tarif Layanan
Perunit Yang
Seharusnya

Tarif

Layanan
Yang

Ditetapka
n

Kelebihan /
(Kekuranga

n)

W (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)X(5)

Rencana Pendapatan (dari layanan yang diberikan, hibah, hasil kerjasama,hasil
usaha, APBN dll).

Tabel: Perhitungan Rencana Pendapatan Per unit Output
Fakultas/Unit Kerja:

N

0
Keterangan Volu

me

Tarif

Layanan
Yang

Ditetapkan

Total

Pendapatan
200X

Realisasi

Pendapatan
200X-1

Realisasi

Pendapatan
200X-2

1.

Pendapatan
Dari Usaha

Layanan
a. Kegiatan

Pend

b. Kegiatan...
2. Hibah

a. Hibah

Akademik

b. Hibah

Non-

akademik

3. Pendapatan
dari Kerja
sama

a. Kerjasama
Akademik

b. Kerjasama
Non-

akademik

4. Pendapatan
Dari Usaha

Lain-Lain

a. Sewa Aset

Tetap

b. HakCipta
c. Percetakan

&

Penerbitan

d. Unit Bisnis

e. Dan lain-

lain



Rencana Pendapatan dan BiayaBLU

Tabel: Rencana Pendapatan dan Biaya BLU
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Uraian Jumlah Anggaran
20X0 20X1

1. Pendapatan
1. Pendapatan dari Pelayanan
2. Pendapatan dari Hibah
3. Pendapatan Jasa Lainnya

Jumlah Pendapatan
2. Biaya

A. Biaya Langsung
1. Belanja pegawai
2. Belanja bahan
3. Belanja jasa profesi
4. Belanja perjalanan biasa (DN)
5. Belanja modal peralatan dan mesin
6. Belanja modal gedung dan bangunan
7. Belanja modal jaringan
8. Belanjamodal fisik lainnya
9. Belanja Modal tanah

lO.Belanja pemeliharaan
11.Belanja pemeliharaan yg dikapitalisasi
11.Belanja bantuan sosial
Jumlah Biaya Langsung
B. Biaya Tidak Langsung

1. Belanja Keperluan Perkantoran
2. Belanja pegawai
3. Belanja vahan
4. Langganan Daya dan Jasa
5. Belanja pemeliharaan

Jumlah BiayaTidak Langsung
Jumlah Biaya
Surplus / defisit sebelum pendapatan
APBN

Pendapatan dari APBN

Surplus / defisit akhir

e. Ambang Batas Belanja BLU
Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan
sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional
(flexible budget).
Dalam menghitung besaran ambang batas belanja tersebut BLU harus
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun
realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran
berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.
Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional
BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang
diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan
pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.
Contoh:

Ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 10% dari target
pendapatan operasional sebesar Rp 10.000.000.000,00 (diluar pendapatan dari
APBN). Maka besaran ambang batas adalah sebesar Rp
1.000.000.000,00 (10% x Rp 10.000.000.000,00). Dengan demikian, apabila
realisasi pendapatan masih dibawah ambang batas yang ditetapkan
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(Rp.11.000.000.000,00), maka pendapatan tersebut dapat langsung digunakan
tanpaharus mendapatkanizin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu.

f.Penyusunan RBA Definitif.

Setelah APBN dan/atau Perpres tentang rincian APBN ditetapkan, kemudian
dilakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ekhtisar RBA
definitif, yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun DIPA untuk diajukan
kepada Menteri Keuangan.
Dokumen (DIPA) turan, segera dilakukan identifikasi RBA definitif, kemudian
melakukan identifikasi terhadap pendapatan dan/atau belanja yang mengalami
kemungkinan revisi dengan berpedoman pada PMK 06/2009. Apabila terjadi
perbedaan antara DIPA dan RBA maka RBA yang direvisi. Setelah disusun RBA
definitif tahun sekarang segera disusun RBA tahun depan (tahun sekarang +1).

2. EvaluasiRBA

a. Monitoring Program/ Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal.
Monitoring kegiatan dilakukan oleh setiap pimpinan unit utama ketika kegiatan
sedang berjalan, apakah penggunaan berbagai input dan proses pelaksanaannya sesuai
dengan yang telah direncanakan dalam RBA. Monitoring program dilakukan sejalan
dengan monitoring kegiatan. Hasil monitoring program dan kegiatan dapat digunakan
sebagai masukan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan.
SPM sebagai bentuk spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang
diberikan oleh UNY kepada masyarakat, memuat rincian tentang jenis-jenis layanan
dan indikator kinerja beserta jangka waktu pencapaiannya.
Monitoring standar pelayanan rrunimal dilakukan oleh setiap pimpinan unit utama
ketika implementasi sedang berjalan dan dilakukan setara teras menerus, apakah
penggunaan berbagai input dan proses setiap subkomponen layanan dalam SPM
sesuai dengan yang direncanakan dalam SPM. Hasil monitoring dapat digunakan
sebagai masukan selama proses implementasi masih berlangsung.

b. Evaluasi Program/Kegiatan dan Standar Pelayanan Minimal.
Evaluasi kegiatan dilakukan oleh pimpinan unit utama setelah kegiatan selesai untuk
mengetahui efektivitas dan efisiensi dengan membandingkan input,proses dan output
antara yang direncanakan dalam RBA dengan yang dilaksanakan. Dari perbandingan
tersebut dapat diketahui tercapai tidaknya target bahkan kemungkinan terlampauinya
target, apa penyebabnya baik faktor internal maupun eksternaLTujuan akhir dari
evaluasi program dan kegiatan adalah untuk perbaikan penyusunan RBA tahun
mendatan

Evaluasi terhadap SPM dilakukan setelah implementasi SPM selesaLPengertian selesai
adalah apabila target waktu bagi suatu jenis layanan (dengan indikator tertentu) telah
terlewati. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui apakah target waktu indikator kinerja
setiap jenis layanan dan setiap komponen dapat tercapai atau lebih cepat/lambat
tercapai. Tujuan akhir dari evaluasi SPM adalah untuk memberikan informasi yang
berguna bagi penyusunan/perbaikan SPM tahun mendatang.

c.Laporan Keuangan

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, haras disusun dan
disajikan Laporan Keuangan, paling sedikit terdiri dari:
1) Laporan Realisasi Anggaran dan/atau laporan operasional;
2) Neraca;
3) Laporan Aktivitas;
4) Laporan Arus Kas; dan
5) Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan tersebut dibuat oleh setiap unit utama dua (2) hari setelah periode
laporan berakhir, baik laporan triwulanan, semester, maupun tahunan. Dengan
berdasar pada laporan keuangan tiap unit utama tersebut, UNY (c.q. Bagian
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Keuangan) menyusun laporan keuangan konsoHdasian yang paling lambat lima (5)
hari setelah periode laporan berkhir.
Laporan keuangan disampaikan secara berjenjang kepada Menteri/Pimpinan serta
kepada Menteri Keuangan c.q. Direkturat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan,
semester dan tahun sesuai jadwal yang ditentukan.
Laporan keuangan triwulan terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan
operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan
keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan
operasional, neraca, laporan arus kas,dan catatan atas laporan keuangan.
Di samping menggunakan aturan perundangan tentang BLU, UNY dalam melaporkan
keadaan keuangannya juga berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan No. 66/2005
(untuk RM) dan Perdirjen Perbendaharaan No. 50/2007 (untuk PNBP).

d. Laporan Kinerja

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kegiatan pelayanannya, harus disusun
laporan kinerja yang terdiridari:
1) Laporan kinerja program/kegiatan.

Laporan ini disusun bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan, semesteran
dan tahunanoleh Satuan Pengawasan Internal.

2) Laporan standarpelayanan minimal
Laporan ini disusun bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan, semesteran
dan tahunan olehKantor Penjaminan Mutu.

Laporan kinerja tersebut dibuat oleh setiap unit utama dua (2) hari setelah periode
laporan berakhir, baik laporan triwulanan, semester, maupun tahunan. Dengan
berdasar pada laporan kinerja tiap unit utama tersebut, UNY (c.q. Bagian Perencanaan)
menyusun laporan kinerja konsoHdasian yang paling lambat lima (5) hari setelah
periode laporan berakhir.

e. Review Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
Laporan Keuangan termasuk didalamnya laporan kinerja sebelum disampaikan
kepada entitas pelaporan direviu oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Review
dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan
Laporan Keuangan. Review dilakukan didasarkan atas pedoman Review Laporan
Keuangan/Kinerja yang haras dipersiapkan. SPI UNY telah menyusun 3 dokumen
dalam bentuk bukupedoman, yaitu Pedoman Audit Operasional, Pedoman Reviu atas
Laporan Keuangan, dan Standar Operating Procedure (SOP) tentang Sistem
PengendaHan dann Pengawasan Internal. Reviu atas laporan kinerja masih harus
dipersiapkan terlebih dahulu secara memadai.

E. PEDOMAN TARIF BLI UNY DAN ANALISIS PENGHITUNGAN BIAYA (UNIT COST)

1. Tujuan AnaHsis Biaya
Tuntutan terhadap lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan akuntabilitasnya
dalam menggunakan sumberdaya lembaga semakin membesar. Kebutuhan ini
menghendaki suatu pelaporan penggunaan sumberdaya lembaga yang semakin
akurat untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan tinggi, dalam hal
penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi, tuntutan di atas haras
direfleksikan ke dalam suatu instramen anaHsis biaya pendidikan yang akan
digunakan sebagai basis perencanaan dan pengendaHan atas efisiensi, efektivitas dan
kehematan serta peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi.
Suatu anaHsis biaya pendidikan yang baik haras dapat merefleksikan komitmen
universitas atas program-program pendidikan yang diselenggarakannya. Dengan
menetapkan biaya program pendidikan secara memadai berarti, analisis ini dapat
digunakan untuk perencanaan internal untuk program-program pendidikan
mendatang. Disamping hal tersebut anaHsis biaya ini menyediakan informasi secara
komprehensif bagi pihak-pihak internal dan eksternal yang berkepentingan terhadap
pengambilan keputusan mengenai pembiayaan pendidikan.
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Keunggulan secara prinsip dalam menggunakan analisis biaya pendidikan adalah
menjadi basis untuk pembuatan keputusan untuk seluruh pihak-pihak yang
berkepentingan dengan menyediakan data untuk memberikan perlakuan secara
konsisten untuk seluruh jenis data yang relevan. Dengan pendekatan ini akan
mengurangi kesalahan dalam melakukan pembandingan struktur biaya antar
program studi maupun antar fakultas.

Metoda yang dikembangkan untuk penyusunan biaya pendidikan dapat
diaplikasikan secara umum untuk seluruh fakultas dan program studi yang
diselenggarakan dalam lingkungan kampus. Namun demikian sesuai dengan
karakteristik, metoda pembelajaran, tingkat rasio perbandingan antara jumlah
mahasiswa dengan fakultas, standar kompetensi lulusan dan hal-hal lain yang
spesifik dapat mempengaruhi besarnya biaya pendidikan masing-masing sehingga
atribut nilai-nilai biaya pendidikan yang memiliki unsur pembeda (diferensial) di
atas perlu dibebankan ke dalam struktur analisis belanja. Dengan demikian struktur
anaHsis belanja yang diperoleh menjadi lebih akurat sesuai dengan lingkup
kebutuhan masing-masing. Tujuan utama melakukan analisis biaya pendidikan
antara lain:

a. Mendukung penyusunan dan penetapan permintaan anggaran belanja pendidikan
tahunan dari pemberi dana ( pemerintah, masyarakat, lembaga donor dan
sebagainya);

b. Untuk mendukung suatu pengalokasian dana pendidikan secara rasional
berdasarkan basis unitpembiayaan yang bervariasi;

c. Mendukung program studi dalam perencanaan keuangan dan anggaran;
d. Mendukung dalam perencanaan program, evaluasi dan pengelolaan biaya

pendidikan pada program studi dan fakultas; dan
e. Menyediakan analisis data biaya pendidikan seluruh universitas untuk melakukan

pembandingan pada program pendidikan yang sama pada masing-masing
fakultas.

Persiapan Penyusunan Analisis Biaya Pendidikan.
Persiapan penyusunan analisis biaya pendidikan adalah langkah kerja awal dalam
menyiapkan informasi-informasi yang diperlukan untuk menyusun analisis biaya,
informasi ini diperoleh berdasarkan kondisi nyata (existing condition) dari
pembiayaan pendidikan yang ada dimasing-masing program studi dan fakultas.

Gambaran mengenai kebutuhan informasi awal dalam penyusunan analisis
belanja pendidikan disajikan dalambaganalir di bawah ini.

Pencatatan Belanja
Fakultas/ Program Studi

Jenis Biaya
Program Studi/ Fakultas

,
Sumber Pendanaan

Survey dan Analisis
Beban Kerja Fakultas

Kelompok Aktivitas Program
Studi/ Fakultas

Data Mahasiswa

Data Matakuliah

a. KomponenJenis Biaya ProgramStudi.
Komponen jenis belanja program studi/fakultas merupakan pengelompokkan
jenis-jenis pengeluaran yang umum dibelanjakan oleh program studi atau fakultas
dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan. Komponen jenis belanja ini
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didasarkan pada kelompok belanja operasional universitas menurat klasifikasi
akuntansi pengeluaran universitas. Secara garis besar meHputi jenis belanja
pegawai, belanja barang dan jasa,belanja perbaikan dan pemeliharaan, belanja
perjalanan,belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan sosial, belanja modal
dan investasi dan belanja pembiayaan dan pendanaan.

b. Survey dan AnaHsis Beban Kerja Fakultas
Elemen utama dalam pengukuran biaya pendidikan adalah aktivitas atau
kegiatan-kegiatan proses dalam penyelenggaraan program studi untuk
menghasilkan output lulusan yang bermutu sesuai dengan kompetensi dan
harapan masyarakat. Sehingga untuk mengetahui besarnya biaya
penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan survey, identifikasi dan anaHsis
atas kegiatan-kegiatan. Tujuan survey, identifikasi dan anaHsis kegiatan-kegiatan
adalah:

1) Melakukan identifikasi dan anaHsis atas kebutuhan sumberdaya yang akan
digunakan untuk menyelenggarakan aktivitas yang meHputi:
a) Identifikasi Tugas Pokok dan Fungsi serta jenis pelayanan

penyelenggaraan pendidikan;
b) Identifikasi dan anaHsis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

penyelenggaraan pendidikan;
c) Identifikasi dan analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia

penyelenggaraan pendidikan;
d) Identifikasi proses utama penyelenggaraan pendidikan.
Informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi tersebut di atas digunakan
sebagai dasar penetapan aktivitas yang dibiayai dengan biaya pendidikan.
Secara umum informasiyang perlutersedia antara lain:
a) Pembelajaran Langsung;

(1) Perkuliahan dalam kampus (on campus teaching)
(2) Perkuliahan di luar kampus (offcampus teaching) misalnya Praktek Kerja

Lapangan
b) Pembelajaran Tidak Langsung.

(1) Penyiapanmateri perkuHahan
(2) Pengadaan dan penyiapan peralatan, bahan dan ATK

untuk ruang kuliah dan laboratorium
(3) Penyiapan kertas danbahan ujian
(4) Bimbingan dan konseling akademik
(5) Penugasan Tim/komisi untuk menetapkan kebijakan akademik,

pengembangan kurikulum dansebagainya
2) Pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan

pengalaman kepada mahasiswa atau untuk memenuhi persyaratan
penyusunan tugas akhir, thesis dan sebagainya

3) Administrasi akademik
4) Aktivitas yang telah terorganisir danlain-lain
5) Aktivitas pelayanan fakultas lainnya.

c. Data Mahasiswa

Data mahasiswa merapakan data indikator untuk mengukur kinerja pelayanan
pendidikan. Data mahasiswa yang perlu disiapkan adalah data hasil registrasi
jumlah mahasiswa terdaftar.

d. Data MatakuHah

Data matakuHah merapakan data indikator untuk mengukur kinerja pelayanan
pendidikan, data yang digunakan adalah data satuan kredit semester (SKS) yang
diambil oleh mahasiswa berdasarkan registrasi akademik.

e. Sumber Pendanaan.

Data sumber pendanaan yang disiapkan meHputi seluruh jenis dana yang sah
yang meHputi sumber dana bebas dan terikat yang berasal dari berbagai sumber
pembiayaan universitas.
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Pendekatan Penyusunan AnalisisBiaya Pendidikan
a. Pendekatan Perhitungan.

Pendekatan yangumum digunakan dalam penyusunan anaHsis biaya pendidikan
dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu pendekatan adalah
menggunakan Activity Based Costing atau Unit Cost Budgeting, dengan pendekatan
ini penyusunan dilakukan dengan cara :
1) Mengidentifikasikan aktivitas, pada tahapan ini dilakukan anaHsis mendalam

atas operasional dari proses pada program studi, masing-masing proses dapat
terdiri dari satu atau lebih dari satu aktivitas yang diperlukan untuk
menghasilkan pelayananpenyelenggaraan pendidikan;

2) Mengidentifikasikan kebutuhan sumberdaya untuk menyelenggarakan
pelayanan pendidikan, yaitu melakukan anaHsis kebutuhan sumberdaya
berdasarkan kebutuhan persyaratan kompetensi matakuHah, kemampuan
pelayanan serta tingkat pelayanan minimal yang dapat dilakukan atau
direncanakan;

3) Menghubungkan biaya sumberdaya dengan aktivitas, biaya sumberdaya
meHputi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang digunakan untuk
melaksanakan aktivitas, biaya sumberdaya dapat dihubungkan dengan
aktivitas dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu penelusuran/pembebanan
langsung, berdasar kan estimasi /perkiraan serta dengan cara pengalokasian
biaya;

4) Mengidentifikasikan pernicu biaya, pada tahapan ini adalah melakukan
identifikasi terhadap seluruh pernicu biaya atau parameter yang digunakan
sebagai dasar perhitungan untuk mengukur jumlah pembiayaan atas
pelaksanaan aktivitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan tersebut;

5) Menetapkan indikator jumlah pelayanan penyelenggaraan pendidikan yaitu
nilai dan satuan jumlah ukuran pelayanan penyelenggaraan program
pendidikan yaitu:
a) Jumlah mahasiswa yang terdaftar, merupakan nilai atau besaran volume

pelayanan yang diberikan berdasarkan jumlah mahasiswa yang melakukan
registrasi untuk mengikuti program pendidikan yangditawarkan; dan

b) Satuan Kredit Semester matakuHah yang diambil, merapakan total jumlah
SKS yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan dokumen rencana studi
(KRS) yang telahdisetujui.

6) Membebankan setiap biaya aktivitas kepada indikator jumlah pelayanan, pada
tahapan ini biaya aktivitas dihubungkan dengan indikator jumlah pelayanan
penyelenggaraan pendidikan. Jumlah biaya untuk menyelenggarakan aktivitas
pelayanan pendidikan diperbandingkan dengan indikator jumlah pelayanan.

7) Mengukur total aktivitas penyelenggaraan pendidikan dengan indikator jumlah
pelayanan, menghitung akumulasi seluruh biaya aktivitas dengan indikator
jumlah pelayanan untuk memperoleh hasil akhir kesimpulan biaya per
mahasiswa maupun biayaper SKS.

8) Membandingkan berdasarkan asal sumber pendanaan jumlah porsi
pembiayaan pada biaya per mahasiswa, informasi ini berguna untuk
menentukan tarif pembebanan SPP kepada mahasiswa atau jumlah alokasi
dana permahasiswa yang diberikan oleh pemerintah, serta estimasi kebutuhan
dana tambahan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

b. Pendekatan Pengukuran Biaya.
Biaya adalah ukuran nilai sumber daya yang dikonsumsi untuk memperoleh atau
menghasilkan suatu produk atau menyelenggarakan layanan tertentu.
Pemahaman atas biaya dan kemampuan untuk pengendaHan operasi pembiayaan
merapakan bagian integral dari pengelolaan keuangan yang baik.
Penghitungan biaya dilakukan berdasarkan metode full cost, yang
mengidentifikasikan jumlah seluruh biaya yang berhubungan dengan obyek
(lokasi, aktivitas, proses atau unit output) yang akan diukur. Dalam metode fuU
cost ini biaya diklasifikasikan menjadi biaya langsung yang dapat
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dudentifikasikan dan secara spesifik ditujukan pada obyek biaya tertentu (direct
cost) maupun yangtidak /biaya tidaklangsung (indirect cost).

1) Biaya Langsung
Biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan
aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau biaya yang berhubungan
langsung dengan output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut,
klasifikasi biaya yang ditetapkan sebagai biaya langsung dilakukan pada level
kegiatan (activity level).
Jenis biaya langsung yang digunakan untuk memproduksi suatu output
termasuk:

a) Gaji atau tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang bekerja secara
langsunguntuk menghasilkan output;

b) Bahan dan barang yang digunakan dalam pekerjaan di atas;
c) Berbagai jenis biaya yang terkait dengan peralatan, fasiHtas, serta biaya

lainnya yang secara eksklusif digunakan untuk menghasilkan output; dan
d) Biaya barang dan jasa yang diterima dari unit lainnya yang digunakan

untuk memproduksi output.

2)Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung merapakan biaya kegiatan pendukung (support process)
dari aktivitas tersebut, yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan
jasa atau output yang dihasilkan oleh aktivitasnya, klasifikasi biaya tidak
langsung di atas umumnya dilakukan pada level kelembagaan (instutional
level). Jenis biaya tidak langsung diantaranya seperti:
a) Biaya manajemen untukseluruh aktivitas organisasi;
b) Biaya layanan dan dukungan kelembagaan (support services) termasuk

biaya - biaya administrasi, sumber daya manusia, pelatihan dan
pengembangan personil, biaya audit, biaya jaminan mutu;

c) Biaya utiHtas seperti biaya telepon, Hstrik, air, biaya pos dan
telekomunikasi, biaya keamanan dan biaya sewa;

d) Biaya umumuntuk mendukung kegiatan teknis dan peneHtian; dan
e) Biaya operasi dan pemeliharaan untukbangunan, peralatan dan mesin.

c. Proses Pengalokasian Biaya.
Proses pengalokasian biaya adalah proses membebankan biaya ke dalam satu atau
lebihprogram, kegiatan dan output.
Pendekatan pengalokasian biaya kegiatan menggunakan metoda alokasi biaya
secara menyelurah (fuU cost) menjadi biaya output. Pada langkah proses ini
seluruh biaya kegiatan langsung ditambah dengan porsi biaya tidak langsung
(biaya umum dan biaya pendukung program) dialokasikan kepada masing-
masing output.
Metoda pengalokasian biaya dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:
1) Metoda Penggunaan atau Manfaat (the usage or benefit method);
2) Metoda Pendekatan Pro Rata (pro rata approach).

Pendekatan penggunaan atau manfaat menitik beratkan pada cara mengukur atau
mengestimasi penggunaan sebenarnya dari sumberdaya, cara ini adalah
pendekatan yang paling akurat dalam menyajikan informasi mengenai biaya tidak
langsung.

Activity Based Costing menyajikan suatu cara yang akurat dan rinci mengenai
pembebanan actual dari pengelompokan biaya tidak langsung (indirect cost pool)
yaitu bertujuan untuk membagi sumber daya kepada masing-masing output
dengan menggunakan pernicu biaya (cost driver).

Indirect cost pool adalah jumlah sumberdaya yang terkait dengan biaya tidak
langsung yang dapat dibebankan kepada beberapa kegiatan. Cost driver adalah
faktor atau variable yang memiHki pengaruh terbesar terhadap suatu aktivitas,
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misalnya aktivitas pembeHan pemicu biayanya adalah jumlah pemesanan, dan
aktivitas pendistribusian, pemicu biayanya adalah jumlah pengiriman.

Contoh:

Biaya pengiriman untuk 2bagian produksi adalah sebesar Rp.l.000.000,00 dengan
jumlah produksi adalah 100 unit, Bagian A mengirimkan 40 unit, bagian B
mengirimkan 60 unitmaka pengalokasian biaya pengiriman adalah:
Output bagian A =40/100 XRp. 1.000.000,00= Rp.400.000,00
Outputbagian B=60/100 X Rp. 1.000.000,00= Rp.600.000,00

Pendekatan pro rata dilakukan apabila tidak memungkinkan atau suHt untuk
menetapkan penggunaan sebenarnya dari kelompok biaya tidak langsung,
pendekatan dilakukan dengan menetapkan jumlah alokasi secara proporsional
terhadap kegiatan dengan menggunakan persentase tertentu.

d. Klasifikasi Organisasi, Fungsi dan Belanja
Klasifikasi organisasi, fungsi dan belanja merapakan pengklasifikasian kategori
yang digunakan untuk penyusunan anaHsis biaya pendidikan yang meHputi:
1) Klasifikasi Organisasi, merapakan klasifikasi unit kerja berdasarkan

tingkatan struktur organisasi penyelenggara pendidikan (program
studi/jurasan, fakultas, universitas);

2) Klasifikasi Fungsi, merapakan klasifikasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi
utama yangharas dilaksanakan oleh unit kerja; dan

3) Klasifikasi Jenis Belanja (ekonomi), merupakan klasifikasi belanja berdasarkan
manfaat ekonominya atau jenis belanja yang dikeluarkan.

Klasifikasi organisasi.

Klasifikasi belanja disusun berdasarkan pada hierarki struktur organisasi dan
tata kerja universitas, penetapan klasifikasi organisasi ini adalah untuk
menetapkan unit penyusunan analisis biaya pendidikan.

Klasifikasi Fungsi

Fungsi, adalah perwujudan tugas organisasi di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Klasifikasi fungsi adalah digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran
maupun dasar pengukuran komponen biaya tertentu termasuk dalam
melakukan pengukuran komponen biaya pendidikan. Klasifikasi fungsi yang
dipergunakan dalam penyusunan anggaran meHputi Fungsi Proses Utama yang
diamanahkan dalam pengelolaan perguruan tinggi meHputi fungsi proses utama
(core process Junction) yaitu pendidikan, peneHtian, pengabdian kepada
masyarakat dan layanan administrasi di atas. Klasifikasi menurat fungsi
menunjukkan pengelompokkan aktivitas yang akan dihubungkan dengan jenis
belanja untuk mengukur biaya aktivitas.

Klasifikasi fungsi dalam menghitung biaya pendidikan dapat digambarkan
sebagai berikut:

AKTIVITAS PROGRAM STUDI

Aktivitas Utama Pendidikan

A.l

A.2

Evaluasi Kurikulum Dan Materi Pembelajaran
Penyusunan Kurikulum Program Studi

A.3

A.4

Penyiapan Materi PerkuHahan Sesuai Kurikulum Program Studi
Pelaksanaan PerkuHahan

A.5 Pelaksanaan Praktikum



93

A.6 Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Dan Akhir Semester
A.7 Skripsi/Thesis/Disertasi Dan Tugas Akhir
A.8 Pelaksanaan Ujian Akhir Dan Yudisium

B Aktivitas Dukungan Akademik
B.l Pelayanan Administrasi Akademik
B.2 Pelayanan Laboratorium
B.3 Pelayanan Perpustakaan
B.4 Workshop Dan Pelatihan Akademik
B.5

B.6

Pelayanan Beasiswa Dan Bantuan Studi
PelayananBimbingan Dan Konseling Studi Mahasiswa

B.7 Pelayanan Bimbingan Pengembangan Karir

Aktivitas Penunjang Akademik
C.l Pelaksanaan Penelitian

C.2 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

D

D.l

Aktivitas Umum Penyelenggaraan Pendidikan
Manajemen Pendidikan

D.2

D.3

PelayananAdministrasi UmumDan Keramahtanggaan
Pelayanan Administrasi Keuangan

D.4 Pelayanan Administrasi Kepegawaian
D.5 Pelayanan Wisuda

Aktivitas Terkait Dengan Pengembangan Strategis
E.l Dukungan Manajemen DanPelaksanaan TugasTeknis

E.2

E.3

Penyediaan LayananPembelajaran Dan KompetensiMahasiswa

E.4

E.5

Penyediaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Bermutu

Penyediaan LayananKelembagaan Dan Kerjasama
Pengembangan Penelitian DanPengabdian kepada Masyarakat

Klasifikasi JenisBelanja
Klasifikasi menurat jenis belanja dikelompokkan ke dalam 2 kelompok belanja
yaitu:
a) Belanja Operasional (Operational Expenditure);
b) Belanja Modal/Investasi (Capital Expenditure).

Penjelasan:
a) BelanjaOperasional

Belanja Operasional merapakan komponen belanja yang digunakan untuk
pembiayaan kegiatan universitas, belanja ini dikategorikan ke dalam 4 jenis
belanja yaitu:
(1) BelanjaPegawai;

Merapakan pengeluaran/belanja yang berkaitan dengan pembayaran
atas semua jenis gaji, tunjangan, honorarium, upah, imbalan jasa langsung
dan bentuk pembayaran lain yang diberikan kepada pegawai atau
personil yang meirtiliki hubungan kerja dengan universitas dan berhak
atas pembayaran tersebut.

(2) Belanja Barangdan Jasa;
Merapakan pengeluaran/belanja atas berbagai jenis barang dan berbagai
jenis jasa yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari universitas dan
secara normal dalam periode tahun berjalan, tidak termasuk dalam
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kategori ini adalah barang-barang yangdibeH untuk dijual atau disatukan
dalam produk universitas yang dijual.

(3) Belanja Pemeliharaan; dan
Merapakan pengeluaran/belanja untuk menjaga agar peralatan, barang
dan fasiHtas atau aset universitas yang dimiHki untuk tetap dalam
kondisi kerja yang baik.

(4) Belanja Perjalanan;
Merapakan pengeluaran/belanja atas pelaksanaan perjalanan dinas
dalam dan luar negeri untuk kepentingan dan atas namauniversitas.

b) Belanja Modal dan Investasi
Belanja Modal, modal merapakan belanja atas aset tetap yang memiliki umur
ekonomis lebih dari satu tahun dan sama atau melebihi batasan nilai
kapitaHsasi aset yang ditetapkan oleh Universitas dan digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan universitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual
kembaH. Belanja Investasi, merapakan belanja untuk tujuan investasi dalam
bentuk aset tetap maupun bentuk investasi lainnya yang setiap waktu dapat
dijual kembaH.

Straktur Sumberdaya Universitas.
Straktur sumberdaya universitas yang digunakan dalam perhitungan anaHsis
biayapendidikan adalah sebagai berikut:

SUMBER DAYA PROGRAM STUDI

Akun Investasi

525xxx.Xx Gedung/Ruang Pendidikan
525xxx.Xx Gedung/ Ruang Adrninistrasi
525xxx.Xx Gedung/Ruang Laboratorium
525xxx.Xx Gedung/Ruang Perpustakaan
525xxx.Xx Peralatan Utama Pendidikan

525xxx.Xx Peralatan Pendukung Pendidikan

525xxx.Xx Peralatan Non Pendidikan

525xxx.Xx Kendaraan

Akun Operasional Pendidikan
525111.01 Biaya Gaji Langsung Layanan Pendidikan
525111.01 Gaji/Tunjangan Kepala Prodi
525111.01 Gaji/ Tunjangan Dosen
525111.01 Gaji/TunjanganTenaga Non Dosen
525111.01 Honorarium Pembimbing/ Pengawas/ Penguji
525111.01 Honorarium PanitiaUjian
525111.01 Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan

Lainnya

Biaya Bahan Langsung Pelayanan Pendidikan
525112.01 BiayaBahan Keperluan Pendidikan
525112.01 B. Bahan Langsung Proses Pembelajaran
525112.01 B. Bahan Langsung Laboratorium Dan

Praktikum

525112.01 B. Bahan Langsung Administrasi Pendidikan
525112.01 B. Bahan Langsung Pendidikan Lainnya
525113.01 Biaya LanggananDaya Dan Jasa
525113.01 B. Langganan Listrik, Air,Telepon, Internet,Gas
525113.01 Biaya Jasa Lainnya
525114.01 Biaya PemeHharaan
525114.01 Biaya PemeHharaan Prasarana Pendidikan
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SUMBER DAYA PROGRAM STUDI

Akun Investasi

525114.01 Biaya PemeHharaan Sarana Pendidikan
525115.01 Biaya Transportasi Dan Perjalanan
525115.01 Biaya Transportasi Dosen/ Non Dosen
525115.01 Biaya Perjalanan Dinas
525119.01 Biaya Layanan Lainnya
525119.01 Biaya Layanan Lainnya

Biaya Umum (Overhead) Pelayanan Pendidikan
525111.50 Biaya Pegawai Adrninistrasi Umum

525111.50 Gaji/Tunjangan Dekan Dan Pembantu Dekan
525111.50 Gaji/Tunjangan PegawaiAdministrasi
525111.50 Honorarium Petugas/Panitia /Tim Kegiatan
525111.50 Biaya Pegawai AdministrasiUmum Lainnya
525112.50 Biaya Bahan Umum
525112.50 Biaya Konsumsi Manajemen
525112.50 BiayaKonsumsi Pegawai
525112.50 BiayaKonsumsi Rapat Dan Lain-Lain
525112.50 Biaya Promosi Dan Publikasi
525112.50 Biaya Pencetakan Dan Penggandaan
525112.50 Biaya Protokoler Dan Kehumasan
525112.50 Biaya Bahan Umum Lainnya
525113.50 Biaya Jasa Umum
525113.50 BiayaCleaning Services
525113.50 Biaya Ekspedisi
525113.50 Biaya Jasa Umum Lainnya
525114.50 Biaya PemeHharaan
525114.50 Biaya PemeHharaan Prasarana Non Pendidikan
525114.50 Biaya PemeHharaan Sarana Non Pendidikan
525115.50 Biaya Transportasi Dan Perjalanan Dinas
525115.50 Biaya Transportasi Manajemen Dan Pegawai

Non Pendidikan

525115.50 Biaya Perjalanan Manajemen Dan Pegawai Non
Pendidikan

525119.50 Biaya AdministrasiUmum Lainnya
525119.50 Biaya Registrasi Mahasiswa
525119.50 Biaya Pelayanan Dan Pembinaan

Kemahasiswaan

525119.50 Biaya Wisuda
525119.50 Biaya Pelayanan Alumni
525119.50 Biaya AdministrasiUmum Lainnya

e. Langkah Kerja Penyusunan Analisis Biaya Pendidikan.

1) Identifikasi Aktivitas Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan.
Mendefinisikan Kegiatan Pokok Pelayanan Pendidikan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai tugas
pokok dan fungsi, pengguna layanan, harapan stakeholder terhadap kegiatan
pokok pelayanan pendidikan, serta struktur komponen aktivitas utama
pelayanan pendidikan.
Mendefinisikan tugas pokok dan fungsi meHputi:
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a) Inventarisasi Tugas Pokok danFungsi;
Untuk mengetahui jenis pelayanan perlu dilakukan inventarisasi tugas
pokokdan fungsi setiap unit pelayanan, baikyang bersifat utama ataupun
pendukungtermasuk dasar hukum penyelenggaraan pelayanan.
MengenaH organisasi yang menyelenggarakan pelayanan merapakan hal
yang mendasar untuk memberikan informasi yang jelas mengenai ruang
lingkup organisasi, tujuan organisasi, uraian mengenai tugas pokok dan
fungsi yang diemban oleh unit organisasi. Pemahaman mengenai unit
organisasi meHputi;
(1) Pemahaman mengenaiunit kerja;
(2) Pemahaman mengenai proses inti (core processes); dan
(3) Pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi.

(1) Pemahaman mengenai UnitKerja
Unit Kerja diartikan sebagai suatu level utama dalam organisasi yang
bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Suatu unit kerja
dibentuk untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dengan suatu
alasan tertentu misalnya pada organisasi bisnis adalah untuk
menghasilkan laba, sedangkan pada organisasi publik misalnya untuk
menyediakan suatu pelayanan publik seperti penyelenggaraan
pendidikan, penyelenggaraan pelayanan transportasi publik dan
sebagainya sesuai dengan karakteristik dan tujuan organisasi.

(2) Pemahamanmengenai Proses Inti
Proses inti adalah fungsi dan cara untuk menghasilkan suatu output
tertentu Suatu unit kerja mungkin menghasilkan suatu output yang
secara langsung dapat diberikan kepada pengguna produk/jasa, atau
menghasilkan suatu output bagi suatu unit kerja lain yang akan
digunakan untuk proses selanjutnya. Pelayanan penyelenggaraan
pendidikan akademik, peneHtian dan pengabdian kepada masyarakat
merapakan suatu contoh proses inti dari suatu organisasi pendidikan
tinggi.

(3) Pemahaman mengenai Tugas Pokok dan Fungsi.
Dalam ruang lingkup organisasi, setiap orang/individu apapun
jabatannya sebagai pelaksana, manajer maupun eksekutif
melaksanakan suatu fungsi dalam rangka untuk menyelesaikan suatu
tugas yang diberikan atau menjadi tanggungjawabnya Setiap individu
menggunakan proses inti untuk memberikan nilai tambah bagi
organisasi, dalam hal ini masing-masing orang/individu haras
memahami perannya masing-masing, proses yang akan dilakukan
untuk menghasilkan sesuatu, kelompok kerja atau fungsi-fungsi yang
terHbat dan korelasinya terhadap unit kerja secara menyeluruh.

Hasil identifikasi atas tugas pokok, fungsi dan proses utama penyelenggaraan
pendidikan adalah suatu straktur aktivitas penyelenggaraan pendidikan
(instructional activities structure) yang akan digunakan dalam pengukuran dan
anaHsis biaya pendidikan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada waktu
penyusunan Matriks Rangkuman Biaya Pendidikan Program Studi.
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Contoh hasil identifikasi tugas pokok dan fungsi

Uraian

Tugas
Pokok dan

Fungsi

Kegiatan Pokok
berdasarkan Proses Inti

Unit Kerja

Jenis Pelayanan
yang

diselenggarakan

Penanggungja
wab Kegiatan
Pokok

Penyeleng
gara an

Pendidika

n reguler
program

studi SI

1. Adrninistrasi

Akademik

2. Persiapan Perkuliahan
3. Penyelenggaraan

Perkuliahan

4. Praktikum

5. Ujian tengah Semester
6. Ujian Akhir Semester
7. dst

1. Pelayanan
Administrasi

Akademik

2. Pelayanan
Persiapan
PerkuHahan

3. Pelayanan
Penyeleng
garaan

PerkuHahan

4. dst

Pembantu

Dekan Bidang
Akademik

Ketua Jurusan

b) Inventarisasi Pengguna Layanan;
Melakukan inventarisasi pengguna layanan guna mengetahui jenis
pengguna layanan, biaya yang akan ditanggung pengguna, dan klasifikasi
pelayanan. Organisasi haras mengidentifikasikan pengguna layanan yang
sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang diberikan, dengan
mengetahui siapa pengguna layanan, organisasi dapat mengidentifikasikan
tujuan dan ukuran serta outcome yang diharapkan oleh pengguna atas
pemberian pelayanan.
Pengguna layanan utama dari aktivitas penyelenggaraan pendidikan
adalahmahasiswa yang terdaftar.

c) Survey harapan masyarakat;
Masyarakat diartikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atas
penyelenggaraan pelayanan antara lain adalah stakeholder dari organisasi
penyelenggara pelayanan serta pengguna layanan (customer dan atau end
user). Tujuan untuk melakukan survey kepada masyarakat/stakeholder/
pengguna untuk mengetahui harapan dan keinginan masyarakat
/stakeholder/pengguna terhadap pelayanan yang diberikan. Survey
dilakukan secara periodik dalam kurun waktu 5(Hma) tahun sekaH
sebelum penyusunan rencana strategis, namun demikian apabila
diperlukan dapat dilakukan suatu survey dalam tahun berjalan jika terjadi
perabahan-perabahan yang signifikan dan penting yang mempengaruhi
operasional penyelenggaraan pelayanan Tujuan dari survey harapan
masyarakat/stakeholder/pengguna adalah untuk meningkatkan dan
memperbaiki pelayanan dan peningkatan kinerja program dan kegiatan.

Dalam melakukan survey harapan masyarakat/stakeholder/ pengguna
langkah-langkah yangdilakukan adalah:
(1) Menetapkan pengguna layanan yang hendak disurvey;
(2) Merencanakan survey dengan menetapkan tujuan untuk mengukur

harapan dan menetapkan informasi terkait yang diperlukan;
(3) Mengembangkan strategi untuk mengukur harapan antara lain dengan

menyusun metoda pengumpulan data;
(4) Melakukan pengumpulan data;
(5) Melakukan analisis dan menyusun laporan hasil survey harapan

masyarakat/stakeholder/pengguna;
(6) Menggunakan dan mengkomunikasikan informasi hasil survey

harapan masyarakat/stakeholder/ pengguna untuk memperbaiki dan
meningkatkan kinerja.
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Metoda pelaksanaan survey harapan masyarakat/stakeholder/ pengguna
dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data misalnya
dengan menggunakan metoda wawancara, kuesioner, dengan
menggunakan media komunikasi dan elektronik melalui telepon, e-
mail,internet, maupun dengan metoda diskusi kelompok secara terfokus
(focus group discussion).
Data yang diperoleh dari hasil survey ini digunakan untuk menetapkan
target yang diharapkan dipenuhi dalam pelaksanaan pelayanan untuk
kurun waktu tertentu.

d) Kesepakatan pelayanan;
Merupakan suatu komitmen atau janji pemberian pelayanan kepada
pengguna layanan yang merupakan kesepakatan antara pemberi
pelayanan dengan pengguna pelayanan dengan memperhitungkan
kemampuan sumberdaya yang tersedia dan rencana pengembangan
kapasitas sumber daya yang menjadi batasan pelayanan yang diperjanjikan
oleh pemberi layanan untuk kurun waktu tertentu, kesepakatan ini
dilakukan setelah pemberi pelayanan (universitas, fakultas, program studi)
dan penerima layanan (stakeholder) memperoleh suatu titik temu atas
perbedaan atau celah pelayanan (services gap) atas harapan stakeholder
dengan kemampuan kapasitas pelayanan yang akan diberikan yang akan
dijadikan sebagai standar pelayanan yang akan dipenuhi oleh pemberi
pelayanan untuk kurun waktu tertentu.

e) Telaah Pelayanan;
Merupakan pembandingan antara harapan stakeholder dengan kapasitas
yang dimiliki pemberi layanan

TINGKAT PELAYANAN

HARAPAN STAKEHOLDER

menurunkan ekspcktasi stakeholder

""TpTTjr" ' W KAPASITAS PELAYANAN YANG DIHARAPKA
PELAYANAN STAKEHOLDER

" ¥ KAPASITAS PELAYANAN YANG DISEPAKATIJ
meningkatkan kapasitas pelayanan

KAPASITAS SUMBERDAYA TERSEDIA

Hasil kesepakatan pelayanan ini digunakan sebagai dasar analisis
kebutuhan sumberdaya pelayanan.

f) Identifikasi Dan Analisis Kebutuhan Sumberdaya;
Sumberdaya merupakan input penyelenggaraan pelayanan, meliputi
segala sumberdaya yang dimiliki organisasi untuk penyelenggaraan
pelayanan. Analisis input ini meliputi analisis sarana dan prasarana dan
analisis sumber daya manusia.

g) Analisis saranadan prasarana pelayanan;
Analisis sarana dan prasarana pelayanan dilakukan dengan
mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan penerima dan pemberi
pelayanan sesuai aktivitas pelayanan, baik berupa sarana utama maupun
sarana pendukung. Sarana pelayanan adalah sarana yang harus disediakan
dalam rangka proses pelayanan, yang meliputi antara lain
formulir,dokumen, fasilitas pengolahan data, fasilitas komunikasi,
peralatan audio visual komputer, akses internet dan lain-lain, pada proses
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pelayanan pendidikan misalnya modul, bahan ajar, perlengkapan
mengajar, alat bantu pengajaran, alat laboratorium, alat praktikum
lapangan dan lain-lain. Sedangkan prasarana pelayanan adalah fasilitas
yang disediakan dalam rangka memberikan dukungan pelayanan,
misalnya penyediaan fasiHtas ruang kuHah, ruang diskusi, ruang
laboratorium, kamar kecil, sarana parkir, dan lain-lain.

AnaHsis sarana prasana pelayanan perlumemperhatikanantara lain:
(1) Jenis sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan jenis

pelayanan;
(2) Jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan beban

kerja dan jumlah personil;
(3) Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan fungsinya;
(4) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiHki sesuai dengan

penggunaan; dan
(5) Kemampuan keuangan unit pelayanan untukmendukung tersedianya

sarana dan prasarana sesuai dengan situasi dan kondisi.

Contoh anaHsis sarana dan prasarana

Jenis Sarana
dan

Prasarana

Jumlah
Sarana dan

Prasarana

Kondisi Sarana

dan Prasarana

Fungsi Sarana dan
Prasarana

Volu

me

Satu

an

B RR RB

1 2 3 4 5 6 7

Gedung
Administra

si

1 Unit Baik Pengelolaan
adrninistrasi fakultas

dilengkapi dengan
ruang seminar

Gedung
KuHah

1 Unit Baik Gedung PerkuHahan
termasuk ruang dosen,
ruang kuHah,
laboratorium untuk

pendidikan dan
peneHtian,
perpustakaan

Laboratoriu

mMIPA

1 unit Baik - - Sarana praktikum
MIPA

Peralatan

Labora

torium

15 Unit Baik Pelaksanaan praktikum
laboratorium pada 15
buah laboratorium

fakultas
Alat

Transportas
i

10 unit Baik Operasional Fakultas

Alat

Praktikum

Lapangan

30 unit Baik Alat untuk

penyelenggaraan
praktikum di lapangan

Bahan

Habis Pakai

12 Pak

et

Baik Bahan habis pakai
untuk keperluan kantor
dan keperluan
pengajaran termasuk
bahan habis pakai
untuk keperluan
praktikum

Dst Sesuai dengan
kebutuhan
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h) AnaHsis Sumber DayaManusia;

Analisis sumber daya manusia dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah
beban kerja, jenis kegiatan, tingkat kesulitan, ketersediaan sarana dan
prasarana, agar diperoleh pemberi pelayanan yang mampu melaksanakan
tugas pelayanan dengan baik dan benar.

Dalam melakukan anaHsis sumber daya manusia perlu diperhatikan antara
lain:

(1) Jumlah beban kerja dikaitkan dengan formasi personil yang ada;
(2) Jenis kegiatan dikaitkan dengan kualifikasi pendidikan pegawai;
(3) Tingkat kesulitan proses pelayanan dikaitkan dengan keahHan dan

keterampilan;
(4) Ketersediaan sarana dan prasarana dikaitkan dengan sifat dan jenis

pelayanan; dan
(5) Kebutuhan untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas SDM seperti

kebutuhan pendidikan, pelatihan, workshop maupun kebutuhan tugas
belajar.

Contoh anaHsis jumlah kebutuhan SDM

KuaHf

ikasi

Tenag
a

Status Sumber daya manusia Jumlah
Sumber

daya
manusi

a

Manaje
men /
Penge
lola

Dosen

Tetap
Dosen

Tidak

Tetap

Staf Akade

mik

/Teknisi

Staf

Admi

nistrasi

Guru

Besar

2 2 1 0 0 5

Dokto

r(S3)
2 5 10 0 0 17

Magis
ter

(S2)

3 25 15 0 0 43

Sarjan
a (SI)

0 0 0 10 0 10

Labor

an

0 0 0 5 0 5

Pusta

kawa

n

0 0 0 2 0 2

Staf

Akad

eAka

de

mik

0 0 0 0 25 25

Staf

Admi

nistra

si

0 0 0 0 30 30

Jumla
h

7 32 26 17 45 127

2) Penyusunan Rincian Satuan Biaya Aktivitas.

Rincian satuan biaya aktivitas merupakan instramen untuk menghitung dan
menetapkan biaya-biaya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas
pendidikan.

Dalam menyusun rincian satuan biaya aktivitas beberapa atribut digunakan
sebagai basis perhitungan yaitu:
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a) Atribut Aktivitas, meliputi kode, nama, deskripsi dan output aktivitas;
b) Atribut Sumber Dana, meliputi jenis dan sifat dana untuk pembiayaan

aktivitas;

c) Atribut Biaya Aktivitas, meliputi kategori jenis belanja aktivitas secara
rinci;

d) Atribut Pemicu Biaya, meliputi parameter yang digunakan sebagai dasar
perhitungan untuk mengukur volume kebutuhan belanja aktivitas;

e) Atiibut Harga, merupakan hasil penetapan harga atau tarif standar untuk
menetapkan besarnya biaya pelayanan; dan

f) Atiibut Indikator Jumlah Pelayanan, merupakan indikator pembagi dari
total biaya untuk satu jenis aktivitas pelayanan program pendidikan.

Contoh format Rincian Satuan Biaya Aktivitas adalah sebagai berikut:
UNIVERSITASNEGERIYOGYAKARTA

FAKULTAS:

PROGRAM STUDI

INDIKATOR PENGUKURAN JUMLAH MAHASISWA PRODI YANGTERDAFTAR: MAHASISWA

I KODE RINCIANAKTIVITAS DANJENIS BELANJA SATUAN VOLUME TARIF BIAYA BEBAN BIAYA AKTIVITAS

3 A.l EVALUASI KURIKULUM DAN MATERI PEMBEIAJARAN
BIAYALANGSUNG

BIAYA PEGAWAI LANGSUNG

525111.0! Honorarium kegiatan evaluasi kurikulum dan materi

pembelajaran
orang/

kegiatan 6 100,000.00 500,000.00 100%
BIAYA BAHAN LANGSUNG

525112.01 ATK pelaksanaan rapat evaluasi kurikulum dan materi

pembelajaran paket 3 1,000,000.00 3,000,000.00 100% 3,000,000.00
BIAYATRANSPORTASIDAN PERJALANAN

525115.01

Transportasi Peserta R3pat Evaluasi
orang/

kegiatan 2 200,000.00 400,000.00 100% 400,000.00
Jumlah Biayalangsung 4,000,000.00 100% 4,000,000.00
BIAYATIDAK LANGSUNG

BIAYATIDAK LANGSUNG PEGAWAI

525111.50

HonorariumPanitia Kegiatan
orang/

kegiatan 5 100,000.00 500,000.00 100% 500,000.00
BIAYABAHANTIDAKLANGSUNG

525112.50 Biaya Dokumentasi Kegiatan Paket 2 200,000.00 400,000.00 100% 400,000.00
525112.50 Biaya Konsumsi Rapat paket 4 1,000,000.00 4,000,000.00 100% 4,000,000.00

BIAYAJASA TIDAK LANGSUNG

BIAYATRANSPORTASIDAN PERJALANAN
4,000,000.00

525114.50 Transportasi Panitia orang 5 50,000.00 250,000.00 100% 250,000.00
Jumlah BiayaTidakLangsung 9,150,000.00 9,150,000.00
Total BiayaA.l 13,150,000.00 100% 13,150,000.00 1

Rincian Satuan Biaya Aktivitas tersebut di atas merupakan kertas kerja
penyusunan analisis biaya pendidikan per komponen aktivitas yang akan
dijumlahkan menjadi unsuranalisis biaya pendidikan.

3) Matriks Rangkuman Biaya Pendidikan Program Studi.

Berdasarkan hasil penyusunan rincian satuan biaya aktivitas di atas selanjutnya
disajikan ke suatu matriks rangkuman biaya (cost summary matrix) yang
menggambarkan dua dimensi yaitu dimensi aktivitas dan dimensi Obyek
Belanja.

Dimensi aktivitas menggambarkan kelompok aktivitas pendidikan yang akan
diukur

Dimensi Obyek Belanja menggambarkan obyek belanja yang dikeluarkan untuk
membiayai aktivitas.

Tabel Matrik Rangkuman Biaya Pendidikan pada program studi dapat
digambarkan sebagai berikut:
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BIAYA PEIAYANAN

Kfly»wsTiU 525111.01 GAJI

DAN

' TUNJANGAN

525112.01

BIAYA BARANG

525113.01

BIAYA JASA

525114.01 525115.01

BIAYA BIAYA

PEMELIHARAAN PERJALANAN

AKTIVITAS UTAMA PENDIDIKAN

EVALUASI KURIKULUM DAN MATERI

PEMBELAJARAN 600,000.00 3,000,000.00 - 400,000.00
PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM

STUDI

Tabel ini menggambarkan hasil perangkuman atas masing-masing aktivitas
beserta obyek belanjanya untuk memperoleh jumlah total biaya aktivitas yang
akan diperbandingkan dengan indikator jumlah pelayanan pendidikan.

4) Mengukur dan membebankan biaya aktivitas kepada indikator jumlah
pelayanan pendidikan

Indikator jumlah pelayanan pendidikan digunakan sebagai faktor pembagi
untuk menghitung biaya pendidikan permahasiswa mapun per SKS.

Formulasi perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah Biaya Prodi A 4.000.000.000,00
Jumlah Mahasiswa Terdaftar
(Output)

B 200

Cost per mahasiswa A/B 20.000.000,00

5) Pembandingan antara hasil pengukuran biaya per mahasiswa dan per SKS
dengan penyediaan sumber dana.

Tujuan analisis biaya pendidikan di antaranya adalah untuk mengukur
sejauhmana kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat terpenuhi.
Analisis biaya pendidikan ini merupakan dasar bagi pengambilan keputusan
manajemen prodi, fakultas, universitas dalam menghitung besaran kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan dan keputusan untuk memperoleh sumber
pendanaannya. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:
a) Misalnya dari hasil perhitungan diperoleh informasi jumlah biaya

pendidikan untuk program studi selama 1 tahun adalah sebesar
Rp.4.000.000.000,00 yang digunakan untuk melayani sebanyak 200
mahasiswa terdaftar, maka jumlah biaya pendidikan per mahasiswa
(output) adalah sebesar Rp.20.000.000,00

b) Dari jumlah subsidi pemerintah per mahasiswa sekitar Rp.8.000.000,- dan
besaran SPP sebesar Rp. 3.000.000,00, maka terhadap selisih antara jumlah
biaya prodi seluruhnya setelah dikurangi dengan subsidi pemerintah dan
beban mahasiswa maka sisa kebutuhan dana sebesar Rp.9.000.000,00, harus
diambil suatu keputusan:
(1) Apakah dipenuhi dengan sumber-sumber pendapatan BLU yang

telah ada;

(2) Perlu adanya peningkatan dan penggalian sumber pendapatan
baru;

(3) Apakah perlu tambahan subsidi pemerintah;
(4) Apakah perlu mencari bantuan, hibah, donasi dari alumni,

masyarakat maupun lembaga dalam dan luar negeri untuk
memperoleh dana endownment fund; dan

(5) Padaakhirnya apakah perlu untuk menaikkan tarifSPP mahasiswa.

Keputusan manajemen yang akan dilakukan tentunya harus tetap
mempertimbangkan kualitas dari pelayanan.

6) Rangkuman per Fakultasdan Per Universitas.
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Rangkuman hasil perhitungan per program studi digabungkan dengan hasil
rangkuman dari program studi lain pada satu fakultas untuk mendapatkan
jumlah biaya studi per fakultas, dan selanjutnya penggabungan hasil
perhitungan per fakultas menjadi analisis biaya pendidikan universitas.

NO AMIVIlAi
BIAYA PELAYANAN BIAYA UMUM JUMLAH

A AKTIVITAS UTAMA PENDIDIKAN

A.l

EVALUASI KURIKULUM DAN MATERI

PEMBELAJARAN 4,000,000.00 9,150,000.00 13,150,000.00

A.2

PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM

STUDI

A.3

PENYIAPAN MATERI PERKULIAHAN SESUAI

KURIKULUM PROGRAM STUDI

BIAYA PELAYANAN BIAYA UIVIUIVI JUIVII_AH

4,000,000.00 9,150,000.00 13,150,000.00

. . .

7) Perhitungan Unit Cost BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013

a) Unit Cost Beban Layanan
Berikut ini diberikan contoh implementasi untuk menghitung unit cost
Beban Layanan atas suatu kegiatan tertentu, yaitu sebagai berikut:

(1) Menentukan unit cost beban layanan Wisuda;
(a) Buku Wisuda
(b) Map Ijazah
(c) Selempang dan Emblem
(d) Tas Konsumsi
(e) Majalah Pewara
(f) Undangan
(g) Konsumsi
(h) Manajemen
(i) Perlengkapan
G) Lain-lain (Plakat, Selempang cumlaude)

Jumlah

Rp 40.000,00
Rp 20.000,00
Rp 16.000,00
Rp 6.000,00
Rp 20.000,00
Rp 3.000,00
Rp 65.000,00
Rp 155.000,00
Rp 60.000,00
Rp 15.000,00

Rp 400.000,00

Penetapan unit cost untuk beban layanan kegiatan wisuda adalah Rp
400.000,00

(2) Menentukan unit costbeban layanan KKN dan KKN-PPL bagi
Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;

Unit Cost Kegiatan KKN
(a) Perlengkapan (Kaos,Buku,Modul,Mat,CD) Rp 75.000,00
(b) Bantuan Transport Rp 15.000,00
(c) Bantuan Program Rp 40.000,00
(d) Bantuan Kesehatan Rp 25.000,00
(e) Operasional Kegiatan (pembekalan, transport,

(honorarium, evaluasi) Rp 145.000,00

Jumlah Rp 300.000,00



104

Penetapan unit cost untuk beban operasional KKN adalah
Rp300.000,00

Unit Cost Kegiatan KKN-PPL
(a) Perlengkapan (Tas, Buku, Kain Batik) Rp 110.000,00
(b) Bantuan Transport Rp 35.000,00
(c) Bantuan Program Rp 45.000,00
(d) Bantuan Kesehatan Rp 25.000,00
(e) Operasional Kegiatan (pembekalan, transport,

(honorarium, evaluasi) Rp 155.000,00

Jumlah Rp 400.000,00

Penetapan unit cost untuk beban operasional KKN-PPL adalah
Rp400.000,00

b) Unit Cost Mahasiswa per Program Studi;
(l)Dasar perhitungan beban/biaya berbasisaktivitas;

Untuk penghitungan Unit Cost Mahasiswa per Program Studi
diklasifikasikan menjadiBiaya Tidak Langsungdan Biaya Langsung.
Penghitungan untuk Biaya Tidak Langsung terdiri dari komponen:
(a) Biaya Depresiasi, yang dihitung dari:

i. Depresiasi Gedung;
ii. Depresiasi Sarana.

(b) Operasional
i. Biaya Pegawai
ii. Biaya Bahan Habis Pakai (Non Pembelajaran;
iii. Biaya Umum (Listrik, Telepon, Air)

(c) Pemeliharaan
Penghitungan biaya pemeliharaan terdiri dari:
i. Pemeliharaan gedung
ii. Pemeliharaan alat dan saranan

iii. PemeliharaanJaringan
(d) Kegiatan Lain, bebanbiaya kegiatan-kegiatan terdiridari:

i. Biaya Fakultas yang dibebankan kepada Prodi
ii. BiayaUniversitas yang dibebankan kepada Fakultas

Yang terkait dengan penghitungan Biaya Tidak Langsung:
(a) Biaya tidak langsung adalah biaya yang digunakan untuk menunjang

keberhasilan proses produksi (proses belajar mengajar) di institusi
pendidikan;

(b) Biaya tak langsung (BTL) dikeluarkan di tingkat rektorat dan juga
tingkat fakultas termasuk program studi;

(c) BTL yang dikeluarkan di tingkat rektorat, dibebankan ke seluruh
fakultas yang ada, berdasarkan proporsi jumlahmahasiswa;

(d) Saat pengumpulan data dan perhitungan, BTL dihitung berdasarkan
kebutuhan yangdikeluarkan selama periode 1 tahun.

Penghitungan untuk Biaya Langsung terdiri dari komponen:
(a) SDM yangberkaitan Langsung dengan Pembelajaran;
(b) Gedung Kuliah;
(c) Gedung Praktikum;
(d) Gedung Lain yangterkait langsung pembelajaran;
(e) Sarana Perkuliahan;
(f) Sarana Praktikum;
(g) Bahan Habis Pakai Kuliah;
(h) Bahan Habis Pakai Praktikum; dan
(i) Pembebanan Biaya Tidak Langsung ke Aktivitas Inti.
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Yang terkait dengan penghitungan Biaya Langsung:
(a) Biaya langsung adalah biaya yang digunakanuntuk melakukan

proses produksi secara langsung, di institusi pendidikan (program
studi);

(b) Biaya yang langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar;
dan

(c) Biaya langsung dihitung untukkebutuhan per mahasiswa per periode
(semester).

Untuk langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penentuan
unit costmahasiswa per program studi adalah sebagai berikut:
(a) Mengidentifikasi aktivitas pembelajaran di masing-masing semester,

lengkap dengan klasifikasi aktivitasnya (sekunder atau primer);
(b) Melakukan rekapitulasi seluruh aktivitas mulai penerimaan mhsbaru

sampai kelulusan mhs (wisuda), lengkap dengan jumlah jam yang
dibutuhkanuntuk masing-masing aktivitas;

(c) Menghitung Biaya Tidak Langsung baik tingkat rektorat maupun
tingkat fakultas, dan menghitung beban biaya tidak langsung per
mahasiswa;

(d) Menghitung rate Biaya Tidak Langsung per aktivitas primer di
seluruh aktivitas pembelajaran (tingkat Program Studi);

(e) Menghitung Biaya langsung per mahasiswa per aktivitas.
(f) Menghitung rekapitulai Biaya Tidak Langsung berdasarkan rate

Biaya langsung dikalikan jumlah waktu di daftar aktivitas;
(g) Menghitung Unit Cost baik Biaya Langsung maupun Tidak langsung

di masing-masing semester;
(h) Menhitung Unit Cost selamamasa studi; dan
(i) Menghitung Unit Cost per tahun atau persemester.

(2) Penetapan unit costProgram Studi;
Penghitungan unit cost program studi menganut sistem cost plus dan
cost iriinus. Penghitungan cost plus dilakukan dengan cara menghitung
beban biaya langsung dan beban biaya tidak langsung, sedangkan cost
irtinus menghitung unit cost berdasarkan beban biaya langsung saja.

Sebagai contoh penghitungan dengan menganut cost minus adalah
penghitungan biaya kegiatan wisuda, dimana komponen biaya yang
dihitung hanya komponen biaya langsung kegiatan, tanpa
memperhitungkan beban biaya listrik, depresiasi gedung, sarana
peralatan dan biaya tidak langsung lainnya.
Berikut adalah gambaran dari proses penghitungan komponen-
komponen unit cost pada program studi Pedidikan Teknik Mesin:

Profil Mahasiswa Universitas

Data jumlah mahasiswa di perguruan tinggi

FAKUL

TAS
PRODI

PEMBOBOT

FAKULTAS

PROD]

ANDI

THD
PEMBOBOTAN

DI FAKULTAS

PEMB

NUN

FAKl

OBOTA

IV.THD

JLTAS

DIP
SARJ
ANA

JUML
SARJA
NA +

DIPL.

PASC

ASAR

JANA

SARJ
AN

A&

DIPL

JUML

FT

Pendi

dikan

Teknik

Mesin S-l

0,00

% 9,55% 534 100% 0%
SUB

TOTAL 32,74% 67,26% 5.593 100% 0,00% 18%

17,32

%
TOTAL

o 7 30.730 95,15% 100% 100% 100%
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NO UNIT
GAJI TOTAL

Karyawan Dosen satu tahun

FT 2.231.272.420 16.160.335.580 18.391.608.000

REKTORAT
17.836.492.204

17.836.492.204

28.799.493.344
73.432.029.980 102.231.523.324

BIAYA TIDAK LANGSUNG GEDUNG
Rektorat

o

Narrta Ruang
Non

Pembelajaran S2*S-—s Harga
perm2

Harga Beli
(IIC) (C*D)

Mas

a

Hid

up

(L)

Biaya
Depresiasi

(E/F)
REKTORAT

A GEDUNG

REKTORAT 7.550

3.783.12

0

28.562.556.00

0 50 571.251.120
B RUANG

KEGIATAN

MAHASISWA

(STUDENT
CENTRE) 2.100

3.869.10

0 8.125.110.000 50 162.502.200
C AUDITORIUM 2.000 3.783.120 7.566.240.000 50 151.324.800

Dst

Jumlah L943.043.96e

Pembebanan BTL GedungRektorat kepada Fakultas Teknik 1.807.875.690

Fakultas Teknik

No

Nama Ruang
Non

Pembelajaran

CO*Jrt^-nJit

Harga
perm2

Harga Beli
(HC) (C*D)

Masa

Hidup

(L)

Biaya
Depresiasi

(E/F)
FAKULTAS

TEKNIK

Aula KPLT
750,00 2.500.000 1.875.000.000

20 93.750.000

Parkir Mobil

Depan 250,00 2.500.000 625.000.000
89

7.022.472

Ruang Kajur
PT Mesin 21,00

2.500.000
52.500.000

165
318.182

Dst

FAKULTAS

TEKNIK 262.906.370
BTLSJARANA

No
Nama/Jenis

Barang

TOTAL

REKTORAT

Jumlah Satuan

Harga
Beli (HC)

(C*F)

Masa

Hidup

ft-)

Biaya Depresiasi
(G/H)

775.321.250
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Pembebanan BTL Rektorat kepada Fakultas Rp737.749.559,-
Fakultas Teknik

1

2

Almari

kayu
5 unit 35.440.000 20 1.772.000

Meja 1 Biro
Kayu

9 unit

7.492.500

11 681.136

3 Meja 1/2
Biro Kayu

12 unit 9.900.000 12 825.000

4 Meja
Komputer

13 unit 16.887.000 13 1.299.000

Dst

TOTAL

FAKULTAS

TEKNIK
73.055.886

BTL BAHAN HABIS PAKAI

Total Rektorat

Pembebanan BTL BHP Program Sarjana dan
Diploma kepada Fakultas
Fakultas Teknik

BTL UMUM (LISTRIK, TELEPON, AIR)
Rektorat

Fakultas

•tekap BiayaTidak Langsung Sebagai Berikut:

No.

B.

Komponen Biaya

BIAYA DEPRESIASI

1. Depresiasi gedung
2. Depresiasi sarana

Jumlah A

Pembebanan Biaya Depresiasi Rekt. ke
Fakultas

Jumlah BiayaDepresiasi di Rektorat &
Fakultas

BIAYA OPERASIONAL

1. Biaya pegawai
2. Biaya bahanhabispakai (non
pembelajaran)
3. Biaya Umum (listrik, air, telepon)

Jumlah B:

Pembebanan Biaya Operasional Rekt. ke
Fakultas

Jumlah BiayaOperasional di Rektorat &
Fakultas

BIAYA PEMELIHARAAN

Jumlah C
PembebananBiaya Pemeliharaan
Rektorat ke Fakultas

Jumlah BiayaPemeliharaandi Rekt.&
Fakultas

646.800.000

615.456.386

108.000.000

646.800.000

118.8900.000

REKTORAT

1.807.875.690

737.749.559

2.545.625.250

107.632.696

615.456.386

4.221.888.098

4.944.977.180

12.815.064.945

12.815.064.945

FAKULTAS

TEKNIK

262.906.370

73.055.886

335.962.257

1.683.205.480

2.019.167.737

3.932.212.800

234.971.750

1.188.900.000

5.356.084.550

3.269.692.855

8.625.777.405

2.025.000.000

2.025.000.000

8.473.512.569

10.498.512.569
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No. Komponen Biaya REKTORAT
FAKULTAS

TEKNIK

D. BIAYA KEGIATAN LAIN

50.698.951.472 5.061.000.000

Jumlah D: 50.698.951.472 5.061.000.000

Pembebanan BiayaKegiatan Lain Rekt.
ke Fakultas 33.522.904.829

Jumlah Biaya Kegiatan Lain di Rektorat
& Fakultas 38.583.904.829

JUMLAH TOTALBTL (A+B+C+D) (TC)
71.004.618.847

12.778.046.807

TOTAL BTL REKTORAT DAN

FAKULTAS 59.727.362.540

Dari penghitungan biaya tidak langsung diatas diperoleh BTL untuk
Program Studi Teknik Mesin SI selama masa studi adalah sebagai
berikut:

Depresiasi Gedung
Operasaional
Pemeliharaan

Kegiatan Lainnya
Kegiatan BTL yang dibebankan ke aktivitas

Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1.426.974

6.095.965

7.419.444

27.267.777

7.192.284

Rp 49.402.434

Dari penghitungan biaya langsung diperoleh Biaya Langsung untuk Program
StudiTeknik Mesin SI selama masa studiadalah sebagai berikut:

SDM Terkait langsung Pembelajaran Rp 31.858.364
Bahan Habis Pakai Kuliah, Praktikum Rp 26.077.577
Sarana Kuliah, Praktikum Rp 1.874.790
Gedung Kuliah, Laboratorium, Studio Rp 46.630

Jumlah Rp 59.857.362

Total penghitungan Biaya Tidak Langsung dan Biaya Langsung untuk
Program studi Teknik Mesin SI selama Masa studi mahasiswa (8 semester)
adalah Rpl09.259.796

Atas dasar hasil analisis dan pembebanan biaya semua jenis kegiatan maka
dapat disimpulkan bahwa Unit Cost Per Mahasiswa pada Program Studi
Pendidikan Teknik Mesin per tahun sebesar Rp27.314.949,- atau
Rpl3.657.475,- per semester.

c) Penetapan Standar Biaya danTarif (SBU danSBK)

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khusunya pasal 10 tentang
standar biaya dan tarif didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

(1) BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu
kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga atau Rencana
PembangunanJangka Menengah Daerah;

(3) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis
bisnis sebagaimana dimaksud padapoint (1);
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(4) RBA sebagaimana dimaksud pada point (2) disusun berdasarkan basis
kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan
yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan
APBN/APBD/PNBP;

(5) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan standar biaya yang ditetapkanolehpemimpin BLU;

(6) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang
menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidaklangsung; dan

(7) Dalam hal BLU belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan/gubemur/bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pedoman akuntansi ini merupakan panduan bagi proses implementasi dari sistem
penganggaran berbasis kinerja yang dapat digunakan dalam proses perencanaan kinerja dan
anggaran secara berkelanjutan.
Beban dapat diklasifikasikan menjadi: beban layanan, beban administrasi dan umum, dan
beban lainnya.
Masing-masing beban sesuai dengan klasifikasi, selanjutnya digolongkan dslam laporan
aktivitas menjadi beban tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Pada tahap
awal pelaporan, penggolongan tersebut dilakukan dengan penyesuaian akun secara
bertahap.

Kerugian diklasifikasikan antara lain meliputi: kerugian penjualan aset tetap dan investasi,
kerugian yang belum dirialisasi dari penurunan nilai aset, dan selisih kurs valuta asing.
Diharapkan dari pedoman ini dapat diperoleh informasi kinerja dan anggaran yang
diperlukan bagi pimpinan universitas dalam mengambil keputusan maupun menetapkan
kebijakan yang diperlukan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta untuk
mewujudkan komitmen bagi seluruh jenjang organisasi universitas dalam melaksanakan
target-target SPM, Renstra dan RBA.

Pengembangan sistem akuntansi biaya ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan
yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi biaya oleh universitas, sehingga pedoman ini
masih perlu untuk ditindaklanjuti dengan pedoman implementasi maupun penyempurnaan
struktur perencanaan anggaran yang berbasis kinerja.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 5Maret2013
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